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ABSTRAK

Nama : INovant A
Program Studi  : Magister Kenotariatan
Judul : Pembatalan Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleb

Pengadilan (Studi Kasus Patusan Pengadilan Negeri
Cibineng Nomor 139%/Pdt.G/2067/PN, Cbn)

Putusan Pengadilan yang menvatskan tidak mempunyai kekuatan hokum
mengikat suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat ofeh Notaris
menjadi latar belekang penulisan tesis ini. Pokok permasalahan adalah mengenai
pertimbangan hukum yang dapat mempengaruhi dibatalkannya Akts Pendirian
Persercan Terbatas oleh Pengadifan, dan mengenal tanggung jawab Notaris
apabila Akta Pendirian Perseroan Terbatas vang dibuatnva dibatalkan oleh
Pengadilan. Penelitian ini dilakuken berdasarkan penelitian kepustakaan yang
bersifat ywidis nommatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah fuct
finding dan pecelitian problem finding sehinggs dapat diperolch jawaban
permasalahan bahwa pembatalan Akta Pendirian dapat terjadi apabila tidak
dilakukan penyetoran mixlal sesuai ketentuan Anggaran Dasar Persercan dan/atay
ketentuan Undang-Undang, dan bentuk perianggungjawaban Notaris terhadap
Akia Pendirian Perseroan Terbatas yang dibatalkan ofeh Pengadilan.

Kata kunci:
Akta Pendirien, Perseroan Torbatas, Pengadilan, Pembatalan Akts Notaris
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ABSTRACT

Name : INovant A
Study Program  :  Master of Notary
Title 1 Cancellation of Limited Liability Company Establishment

Dead by The Court Verdict (Case Study Decision of First
Level Court of Cihinong Number 139/PdeG/2007/PN. Chn)

Court decision that states do not have any binding legal farce of a Limited
Liability Company Establishment Deed made by the Notary to be the background
of this thesis. Main problems are the legal considerations that may affect the
canceliation of an estsblishment deed of a Limited Lisbility Company by the
Court, and the responsibility of the Notary when the deed of establistunent is
canceled by the Court. This research is based on the ressarch literatire related to
the type of juridical normative research with the research type of fact finding and
problem finding research which shows that cancellation of deed of establishment
of Limited Liability Company can acour when the establishment is not made in
line with the obligations of capital deposit as stated or govern in Articles of
Assoeiation and/or the provision of the Law, and type of notary responsibilities
regarding the cancellation of the deed of establishment of 2 Limited Liability
Company by the court,

EKsywords:

Deed of Establishment, Limited Liability Company, Court, Cancellation of
Notarial Deed.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1, Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan
secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.
Sebagai negers hukum terkandung prinsip suatu tertib hukum yang
menjamyin kepastian, ketertiban, dan perfindungan hukum yang berintikan
pada kebenaran dan keadilan.

Dalam masyarakat yang berkembang, semakin meningkat kebutuhan
terhadap kepastizn dan periindungan bukum dalam setiap perbuatan hukum
yang dilakukan. Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum
tersebit dibutubkan alat bukfi tertulis yang bersifat ofentik mengenai
keadaan, peristivs atau perbuatan hukum yang disclenggarakan oleh jabatan
tertentu, Jabatan yang dimaksud adalsh Noturis sebagai pejabat umum yang
safu-satunya berwenang membuat akia otentik, kecuali jike undang-undang
menyataken lain, Jadi selame sodang-undang tidak menunjuk pejabat lain
terhadap perbuatan hukum terteniuyang dikecualikan kepada selain Notaris,
maka hanys Notaris yang berwenang membuat akita otentik.

Notaris adalah jabatan kepercayaan, oleh karema itu orang bersedia
mempercayakan sesuatu kepedanya. Notaris berkewajiban merahasiakan
den memegang teguh kepercaysan itu yaitu merghasiakan apa yang
diberitahukan kepadanya selzke Notaris! Kewajiban mershasiakan ini
diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris (selanjutnys disebut dengan Undang-Undang Jabaran Notaris),
Dalam Pasal 16 ayat ¥ huruf {2} yang mengatur bahwa dalam menjalankan
jabatannya, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segals sesualu
mengenal akla yaog dibuetnya dan segala Keterangan vang diperoleh guns
pembuatan akta sesuai dengan sumpahfanji jabatannya, kecvali undang-
undang menentukan lain, Kewajiban untuk mershasiakan segala sesuatu

A Kohar, Notaris dalam Prakiek Hukum,Ce §, (Bondung: Alumsi, 1993), hal, 67.

Univarsites Indonesla
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vang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalsh untuk
melindung! kepentingan semua pihak yang terkait dengan akea tersebut.

Keberadaan Notaris ditengah-tengah masyarakat memberikan manfaat
besar bagl masyarakat yang ingin memperoieh keterangan-keterangan
mengenat hukum yang dapat diandalkan, dipercays, yang tanda tangannya
seria segel {capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, oleh karena Notaris
adalah seorang yang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada
cacatnya, yang tufup mulut, dan membuat perjanjian yang dapat
melindunginya di hari-hari yang mendatang®

Jabatan Notarls disdakan aton kehadirannya dikeheadaki oleh aturan
hukum dengan moksnd membantu dan  melayani masyarskat vang
membutubkan alet bukti tertulis yang bersifat otentik meugenai keadaan
peristiwa atau perbuatan tertentu. Profesi jabatan scbagai Notaris adalah
suaty profesi jgbatan yang menuntut moral, skhiak dan kepribadian yang
baik, dimana sescorang ditumtut untuk mampu bertindak jujur, tidak
berpitiek, mandiri, dan penuh rasa tenggung jawab. Dialam menjalankan
profesi jabatannya, scorang Notaris mempunyai kewenangan utama untuk
membuet skia otentik mengenal semua perbuatan, perfanjian, dan ketetapan st
vang diharuskan oleh peraturan perumdang-undangan dan/atay  vang
dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan datam akta otentik,
menjamin kepastian tangga! pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan
grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanyn ity sepanjang pembuatan akis-
akta itu tddak juga ditugaskan atau dikecualikan kepads peiabat jain atau
orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Jabatan Notaris di Indonssia, pertama kalf distur dengan Fustrukiie
vaor dg Nolarissen Residerende in Nedelands Indie dengen Stbl. No 11,
tanggal 7 Maret 1822, Kemudian Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal |
Juli 1860, uniuk mengatur Notaris di Hindia Belanda, mengeluarkan
Reglememt op het Notaris Ambt in Nederlands Mndie (Stbl. 1860:3),
Ordonantie 16 September 193] tentang Honorarium Notarls. Setelah

ITan Thong Kic, Studi Netariat dan Serba Serbi Prakiek Notaris, buku I (Jakuria: PT.
Iehtiar Baru van Hoeve, 20003, hat, 162.

Univorsitas indonosla
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Indonesia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia mengeloarkan aturan

hukum:
i.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahon 1949 tentang Sumpah Jabatan
Notaris;

2. Surat Edaran Menten Kehakiman Republik Indonesia Serikat Nomor
JZ/AT1/4BN50-53 tanggal 22 Mei 1950 tentang Sumpah/Janii untuk
Hotaris yang diangkat di Wilayah Jakarte dapat dilakukan di hadapan
Ketua Pengadilan Jakarta;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1854 Tentang Wakil Motaris dan
Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negars Tahun 1954 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 7060);

4.  Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
1984 tentang Tata Cara Pengawnsan Terhadap Notaris;

5. Keputusan Bersams Ketun Mahkamah Agung Republik Indonesia dan
Menteri Kehakiman Repubiik Indonesia Nomor
KMAHI6/SKB/VII/1987, Nomor M.04-PR 08.03 Tahun 1987 tentang
Tata Cara Pengawasan, Penimiakan, dan Pembelaan Dird Notaris,

6.  Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.13-
HT.03.10 Tuhun 1993, tangeal 24 Februari 1993 tentang Pembingan
Notaris.

7. Keputussn Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.13-
HT.03.10 Tahun 1993, tanggal 17 Januari 2003 tentang Kenotarisan,

8. Undang.undang Nomor 8 Tebhim 2004 Tentang Perubahan Afas
Undang-undang Nogor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tentang Sumpah / Jabatan Notaris.

Beberapa substansi yang tersebut dalam atucan bhukom 4 atas
kemudian dimasukkan ke dalam satu aturan hukum, yaits Undang-Undang
Jabatan Notaris. Dengan lahirmya Undang-Undeng Jabatan Notaris maka
telah terjadi unifikasi hulum dalam pengaturan Notaris di Indonesia.’

? Habib Adjie, Surksi Perdatn dan Administrasif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik
(Bandang: PT Refika Aditama, 2008), hal. 37

Univarsiag indoneala
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Berkaitan dengan pembukiian slat bukti tertulis berupa akta otentik,
Notaris dituntut untuk dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam
Undang-Undang Jabatan Notaris vang menyangkut pelaksanzap jabatan
Notaris, agar tercapai suatu akia yang otentik. Pasai | angka { Undang-
Undang Jabatan Notaris menyebutkan secara tegas bahwa “Notaris adalah
pejgbat umwm yang berwenang untuk membust akta oteatik dan
kewenangan Iainnya sebagaimana diator dalam Undang-undang i,

Kekuatan pembukiian skta notaris adalah akibat langsong yeng
merupakan keharusan dari ketentuan peraturan perundsng-undangan, bahwa
harus ada akta otentik sebagai alet pembuktian. Notaris sebagai pejabat
umum berwenang untuk membuat akts otentik sejsuh pembuatan akts
otentik tertenty tidak dikhususkan bagi pejabat umum laionya. Pembuatan
akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam
rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, Selain
akia otentik yang dibuat oleh atgu dikadapan Notaris, bukan saja karens
diharuskan oleh peraturan perundang-undang, tetapl juga karena
dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan
kewajtban para pibek demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum
bagi pihak yang berkepentingan.

Dalam pemberian tugas kepada pejabai-peisbat tertentu fersebut,
ferletak pemberian tands kepercaysan dan kekustan pembuktian kepada
akta-gkta yang mereka buat. Jika tidak demikizn, untuk aps menugaskan
kepada mereka, memberikan keteranpan dari semua aps yang mereks
saksikan, di dalam menjalankan jebaten mereka, atsu untek menguraikan
secara otentik semua apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada
Notaris dengan permintaan, sger keterangan-keterangan mereka itu,
dicantumkan dalam suatu akia dan menugaskan mereks untuk membuat
akta mengenai itu,’

* Indonesia, Undang-Undang Jabwian Notaris, ULS Ne. 36, LN No, 117 Tahua 2004, TLN
No. 4432, Ps. | angka 1.

*G.H.8. Lumban Tobing, Peraruran Jabatan Notaris, Cet. 2, {Jskarta: Erlangge, 1983}, bal,
54,

linlvorsitas indonesia
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Akta otentik adalah salah satu alat bukti yang merupakan alat bukti
terkuat dan terpenuh delam hukum acara perdata. Masyarakat telah
menganggap bahwa seorang Notaris adalah pejabat tempat seseorang dapat
memperolelh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuats yang ditulis
serta ditetapkavmya adalah benar, iz adalah pembuat dokumen yang kuat
dafam svamu proses hukum.*Perdat.

Berbeda dengan akta di bawah tangan yang masih sering dijumpat di
dalam lalolintas hukum masyaraket, Timbulnya akta dibawah tangon
dilatarbelakangi oleh fuktor masyarskat yang minim pengetabuas hukum
dan budaya masyarakst yang masih sungkan dan saling percaya, Kekuatan
pembuktian akta dibawsh tangan tergantung pada pengakuap para pihsk
yang turpt menandatangani akta tersebut. Oleh karena itu, kepastian dan
periindungan hukum dibawah fangan i lemsh karcna membutubkan

Mengenai pembuktian akta dibawah tangan dapat dilihat dari Pasal
1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

susiu tulisan dibawah tangan veng diskui oleh orang terhadap siapa
tulisan itu hendak dipakai atau vang dempan cara menurut undang-
undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang
yang menandatanganinya serta para ahli warisnya dsn orsug-orang
yang menézpat hak daripade mereka, bukti vang sempurna seperti
pads suatu akta’.

Akta otentik peds dasamya memuat kebenaran formal sesual dengan
apa yang diberitahukan para pihsk kepada Notaris. Datam hal ini yang
dimaksud adalah akta yang dibuat “di hadapan” (fen averstaan)y Notaris atau
yang dinamakan Yakiws parii”. Bahwa apa yang tercantum dalam akta #u
adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepeda
Notaris untuk dicantumkan dalam akta itu, sedangkan kebenmran dari
keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antars pihak-pihak yeng
bersangkutan sendiri.”

“'Tan Thong Kic, op. oir, hal, 157,
? Kitah Undamg-undang Hukum Perdsta (Burgerlijke Wetboek). Ditetjemahkan oleh R,

Sub&& dan R.Tjitrosudibio, Cet, XXIUII, (Jakarts: Peadnys Paramits, 19945, Ps, 1875,

* L8, Lumbang Tobing, sp.cit, him. 53.

Univarsitas iIndonesias
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Selain dari “akta partl]” ada akta Notaris lain yaitu "akta peisbat™ atau
“akia relaas” {(ambtelitke akten). Aktz pejabat ini adalah “oleh” Notaris
dimana dalam akta ini Notaris menerangkan atas memberikan dalam
jabatannya sebagai pejabat uwmum kesaksian semua ape yang dilihat,
disaksikan dan dialaminya.

Salah satu kewajiban Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta
otentik adalah membacakan akis di hadapan para penghadap dengan
dibadiri paling sedilit 2 {dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itw
Juga oleh penghadap, saksi-saksi, dan Notaris. Tujuan Notaris membacakan
akta tersebut adalsh supaya para pihak yang hadir memahami isi dari akia
tersebut, schingga dalam keadean sadsr mercka dapat memutuskan untuk
menyetujui atau menolak isi sktz tersebut. Bukti terkuet dari sikap
perseiujuan adalah dengan membububkan tands tangan para pihak atau
bilamana tidak bisa tanda tangan maka harus dengan pengganti tanda tangan
{surrogar tanda fangun ) yang bunyinya bahwa yang bersangkutan tidak
dapat membubuhkan tanda tanpan karena sakit. Mengenai pembacann dan
penandatanganan harus tegas dicantumkan dalam bagisn penutup akts
tersebut. Dlernikian pula jika Notaris tidak membacakan dihadapan para
pihak, tetapi pars pihak berkehendak untuk membaca sendiri akix tersebut,
maka kehendak para pihsk tersebut harps dicantumkan pada bagian skhir
akta Notaris,

Hakim dalam menghadapi akts Notaris sehagai alat bukti tidak dapat
begitn saja mengesampingkan kekuatan pembuktian dari akte Notaris
tersebut, Hakim harus bepar-benar meneliti kebenaran dan tujuan yang
schenarnya dari adanys aka Notaris, Hal tersebut dikarenakan akta Notaris
tidak hanys mempunyai kekeatan pembuktian lahiriah dan formil bahwa
benar akta tersebut dibuat oleh atau dibadapan pejabat umum, dalam hal ini
Notaris, dan pams pihak telabh menemngkan apa yang ditulis dalam akia,
gkan tetapi juga mempunyai kekuatan pembuktian materfil bahwa apa yang
diterangkan ity materinya benar.

Dalam prekteknya terdapat akiz-akta Notaris yang isinya
dipermasalahkan  bahkan  dirsgukan  benfuk  keolentisitasannya/
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kebenarannya, dianggap bertentangan dengan hukum dan keadilan dan
dirasakan merugikan kliennya sehinpga akia tersebut dibatalkan oleh
pengadiian.

Seperti dalam kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilen Negeri
Cibinong dalam Putusannya Nomor: 139/Pdt.G/2007/PN. Dalam perkara
ini, Majelis Hakim Pengadilan Wegerd Cibinong memutuskan Akts
Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Wotaris dinvatakan ridak
mempunyai kekuatan hukum mengikat,

Perkara ini dimulai dengan adanya perjanjian keriasama antars para
pemegang ssham pendiri PT. Golden Lobster. Bahwa PT. Golden Lobster
didirikan sebagai tindsk lanjut ditandatanganinyz perjagiian kerjasama
antara pesero CV. Exotica Agquarium yaitu Tusn Johannes Widjaya
(Tergugat [) dan Nyonya Ineke Widiayz (Tergugat I} dengan Tuan Andi
Hartawan Sardjito (Penggugat I) dan PI. Putera Borsaudara Mulia
(Penggugat Ih)

Bahwa dalam kesepakatan terschut telah disepakati untuk mendirikan
perscroan terbatas antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama
PT. Golden Lobster dengan komposisi saham Tergugat 1 dau I sebesar 40%
{empat puiuh persen) atau sejumiah Rp,1.200.600.000,- (satu milyar dua
ratus juta Rupish) dan Pengpugat 1 dan II masing-masing sebesar 30% (tiga
pulub persen) atau sefumlah masing-masing untuk Penggugat 1 dan
Penggugat 1T adalah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah) dan
menyepakati bahwa scluruh hutang CV. Exotica Aguarium kepada Bank
BNI menjadi hutang PT. Golden Lobster yang akan didirikan.

Dalam bukii yang diajukan di persidangan, Tergugat I dan Tergugat I
dapat membuktikan bahwa dari pemenvhan perfanjian kerisgama yang
ditandatangani, Penggugat I baru menyetorkan modal sejumiah Rp.
32.500.000,- (tigapulub dua juta lima ratus ribu Rupiah} dari kewajibannya
sehesar Rp. 900.000.000,~ (sembilanratus juta Rupiah) dan Penggugst 11
baru menyetor schagai tanda jadi sckaligus penyertaan modal sebhesar Rp.
225.000.000,~ {(duarstus duapuleh lma juta Rupish) dari kewsjibannya
sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah}.
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Dari bukti tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa
Akta Pendirian PT. Golden Lobster yang menvebutkan para pendir] telah
menyetor penuh modal vang ditempatkan ke dalam PT. Golden Lobster,
tetapi tornyata hanya Tergugat 1 dan Tergugat 1l saja yvang menempatkan
modainya secara penuh sesuai Akta Pendirian tersebut sedangkan
Pengeugat I dan Penggugat 1T tidek ada buket menyetor modal yang
ditempatkan secara penuh ke Perseroan, dan karenanya Majelis Hakim
mempertimbangkan  bahwa Akita  Pendirian PT. Golden Lobster
mengandung cacat hnkum yaitu tidak dilakukan penyetoran modal ke dalam
Perseroan olch Penggugat 1 dan Penggugat II, sedengkan hal tersebut
merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh para pendirt sebagai
Pemegang Saham dan dalam putusannyg Majelis Hakim mengabulkan
gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat | serta Tergugat 1T dan
menyatakan bahwa Akta Pendirian PT. Golden Lobster tidsk mompunyai
kekuatan hukum mengikat.

Putusan ini menarik untuk dijadiken penelitian karena berkaitan
dengan peraturan yang melandasi bagaimana berdirinya sustu Perseroan
Terbatas hingga memperoich statusnya scbagst badan hukum. Kasus ini
meniliki beberapa aspek yasg saling terkait yaitu tentang perjaniian,
kekuatan pembuktian akta Notaris sehagai akta otentik, Perseroan Terbatas
dan profesi jabatan Notaris terkait dengan Undang-undang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 teatang Perseroan Terbatas
{selanjutnya disebut dengan Updang Undang Perseroan Terbatas)
menyebutkan bahwe Perseroan Terbatas adalah badan hukum vang
merupakan persekutuan madal, didirikan berdasarkan perianiian melakukan
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham
dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalars undang-undang ini serta
peraturan pelaksanaannya’.

Pengertian Persercan Terbatas yang diberikan olel Undang-Undang
Perseroan Terbatas denpan tegas menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas

? indanesia, Undanp-Usdang Perseroan Terbatas, UU No. 40, LK Mo, 106 tehun 2007,

TLN Mo, 4736, Ps_ | angka 1
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merupakan “badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian”. Sehinggs
sangatlah jelas bahwa dasar dari pendirian suatu Perseroan Terbatas adalah
perjanjian. Perjanjian ini dilakukan berdasarkan kescpakatan para pihak
untuk mendirikan Perseroan Terbatas, dibuat dengan skta Notaris dalam
bahasa Indonesia,

Perjanjian tersebut dinamakan Akia Pendirian Perseroan Terbatas
yang di dalamnya berisi aturan main dalam menjalenkan Persercan Terbatas
yang di scbut Angpgaran Dasar Perserosn Terbatas. Pasal 15 Undang-
Undang Perseroan Terbatas menentukan hal-hal apa saja yang sekurang-
kurangnys haras dimuat di dalam anggaras dssar Perseroan Terbatas yaitu
sebagat berikut:

a.  Nama dan iempat kedudukan Perseroan;

b, Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

¢.  Jangka waktu berdirinya Perseroan;

d.  Besarnya jumiah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

e, Jumlah saham, Klasifikasi saham apabila ads berikut jumiah sabam
untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan
nifai nominal setiap saham;

£  Nama jabatan dap jumlsh anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

g Penctapan ftempat dan tate cars penyelenggeraan Rapat Umam

Pemegang Sahmmg;

h.  Tata cara pengangkatan, pengeantian, pemberhentian anggota Dircksi
dan Dewan Komisaris;
i,  Tatacara penggunaan laba dan pembagian deviden™.

Pecjaniian yang dibuat oleh para pihak tersebut mengikat kepada para
pihak yang membuaf pegjaniian tersebut. Asas kebebasan berkontrak
merupakan titik pangkal dafem pendirian Perseroan Terbatas,

Adanya putusan hakim yang membatalkan akta Notaris, menimbulkan
kontradikst anfara perataran dengan praktek pengadilan. Di satu sisi, skis

10 Jbid, Ps. 15 ayat (1)
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2.

1.3.

Notaris scbagai alat bukti adalah sempuma atau lengkap, sedang disisi lain
terdapat kemungkinan batal atau dibatalkan berdasarkan putusan hakim.

Hal ini memberikan konsekuensi tangpung jawab terhadap Notaris
yang aktanya dibatalkan clch pengadilan. Scbagaimana diketahui, Notaris
dalam menjalankan jsbatannys, tidak hanya cukup memperhatikan
ketentuan dard peraturan-peraturan yang berlaku baginys stau hanya vang
berkaitan dengan akta otentik yang dibuat atas permintaan para pihak, tetapi
juga harus memperhatikan peraturan-peraturan umurn yang timbul dari
Jjabatannya sebagai pejabat publik, maupun atas akta otentik yang dibuatnya.

Pokok Permasalahan
Berdasarkan Istar belakang permasalahan yang telah disarmpaikan

sebelumnya, permassiahan yang akan ditahas dalem penefitian ini adalah:

l. Bagaimanakeh periimbangan hukum yang dapat mempenganihi
dibatalkannya Akia Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan ?

2. Bapsimenakah tanggung jawab Notaris apahila Akta Pendirian
Perseroan Terbatas yang dibuataya dibatalkan oleh Pengadilan 7

Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode pegelitian yuridis normatif dan
pendekatan yang bersifat evalustif.

Penelition yuridis normati{ meliputi asas-asas hukum dan sfokronisasi
hukum, sementara pendekatan evalvatif dalam pengelolaan data yakni data
yang dipercleh akan dianalisis secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan
gamberan tentang dasar yuridis pembatalan skta pendirian persercen
terbatas oleh pengadilan {Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong
Nomor 138/Pd1.G2007/PN. Chal.

Jenis data dalam penelitian ini, berupa data sekunder, yaitu data yang
diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan pusteka. Studi dokumen
hersumber pada:
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14.

i1

{. Bzhan hvkum primer berupa peraturan perundang-undangan vang
terkait.

2. Baharn hukom sekunder berupa buku-boku karya tulis ilmiah dan
artike! dari surat kabar dan majalah.

3. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum,

Selaniutnya data yang diperoleh, disusun secara sistematis, kemudian
dianalisis dengan metode analisa kualitatif serta pada akhirnya ditarik suaty
kesimpulan dari keselurchan hast pembahasan dan hasil analisa tersebut
dilaporkan dalam bentuk evaluatif analitis.

Sistematika Penniisan,

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari tiga
bab, yang secars ringkas disusun dengan sistematika scbagai berikut:

BAB I mengenai pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar
belakang yang meniadi alasan penulisan tesis ini, pokek permasalahan yang
berisi uraian masalsh spa yang dibahas dalam tesis ini. Dalam BAB 1 ini
Jjuga diuraikan mengenat metede penelitan yang digunakan ofch Penulis
dan sistematika penulisan.

BAB I membahas mengenai landeasn feori dan  peraturen
perundangan mengenal perjanjian, hukum pembuktian, kedudukan skiz
Notaris sebagai alat buktt dam syarat akte Notaris sebagai akta otentik,
Undang-undang Jabatan Notaris, pendirian Perseron Terbates, pembubaran
Perseroan Terbatas berdasarkan penetapan pengadilan. Setelah Ilzndasan
teori dan peraturan perondangan terkait adalah paparan kasus posisi yang
dilanjutkan dengan bagian analisa dari kasus yang ada,

BAB Tl merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diperolch
dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan
dalam penelitian penulisan tesis ini Dalam bab ini juga terdapat saran
Penulis dari analisa kasus yang dipaparkan,
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BAB 2

PEMBATALAN AKTA FPENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS OLEH PENGADILANK

2.1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdsta menerangkan
bahws "suatu perjanjian adalah suatu perbuaian dengan mans safy orang
atay lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau febin™'’.
Selanjutnya Pasal 1320 Kitsb Undang-Undang Hukum Perdats
menerangkan bahwa untuk sahnya suaty perjanjian diperlukan cmpat syarat,
yaitu:

1}  sepakat mereks yang mengikatkan diri;

2)  kecakapan untek membust suatu perikatan;
3)  suatu hal tertentu; dan

4y  suatu sebab vang halal”.

Dua syarst periame, dinamakan syarat subyeksif karena mengensi
orang-crang atan subyekoys vang mengedakan perjanjian, sedangkan dus
gyarat terakhir dinamaken svarat-syaral obvektif ksrena mengenai
perjanjiannya sendir? oleh obyek dari perbuatan hukum vang difakukan i,

Dalam hal suate syarat subyckiif tidak terpenuhi, pedfanjiannya bukan
batat demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminia
supaya perianjian terssbut  dibatalkan. Pihak vang dapat meminta
pembatalan, adalah pihak yang tidak cakap atan pihak yang memberikan
sepakat atau perizinannya secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang itish
dibusat tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hekim, atas permintaan
pihak yang berhak memints pembatalan. Dengan demikinn, nasib suaty
perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesedisan suatn
pihak antuk meniaatinya. Perjanjian tersebut selalu disncam dengan babaya
pembataian,

1 Kitah Undang-urdang Hukum Perdaa {Bargeriifke Wetboek). sp.cit, Ps. 1313,
2 fhid, ¥s. 1320
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Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat tersebul tidak terpenubi,
perjanjian yang dibuat batal demi hukum, artinya dari semuls tidak pernah
dilahirkan suatu perjanjisn dan tidak pernsh ada suatu perikatan. Tujuan
para pibak yang mengadakan peganjian tersebut melahirkan suatu perikatan
adalah gagal. Dengsn demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut
didepan hakim."

Petjanjien tidak sah apabila dilakukan tidak berdasarkan kesepakatan
pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian, suatu perjanjian tidak dapat
dilakukan berdasarkan kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Perjanjian tidak
boleh dilakukan oleh merekn yang belum dewasa, mereks yang berada di
bawah pengampuan, dan oleh siapa vang dalam hal-hal vang ditetapkan
oleh undang-undang dilarang membuat perjanjian-perianiian tertentu.

Perjanjian harus mengenai suste pokok atau hal tertentn, misainya
adanya suats barang alau jasa yang menjadi pokok perjaniien, dan tentunya
perjanjian fersehut harus dibuat kerena sebah tertentu yang bersifat halal,
tidak berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum,

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-
Undang bagi mercks vang membuataya, sustu perianjian tidsk dapat ditarik
kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan
yang oleh undang-undang dinyatakan cukup antuk ite, suats perjenjian
hargs dilaksanakan dengan itikad baik'®. Artinya perjanjian yang dibuat
para pihak menetapkan diterimanya kewajiban hukum wotuk difaksanakan
oleh para pihak, karena perjanjian mengikat bagi pihak-pihak yang
membuatnya.

Pasal 1233 Ki#ab Undsng-lndang Hukum Perdata menerangkan
Miap-tiap perikatan dilabirkan baik karena persefujuan, baik karena undang-
undang™®, Penjabaran uraian di atas menggambarkan ketentuan yang
berlaku bagi suatu perikatan yang iahir dan perjanjian,

© Subekti, Hukum Perfanjion, Cet, Ke X, (Jakarta: Intermasa, 1985, hal, 20,
S Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerliike Wetboek). op.cit., Ps. 1338.
VS 2hid, Ps. 1233.
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i4

Dalam suatu perjaniian biasanya dimaksudkan untuk memberikan
sesuatu, unfuk berbuat sesvatu, ztau untuk tidak berbuat sesuatu’®, Hal ini
disehut sebagai preszasi. Dalam sustu perjanjian apabila salah satu pihak
alau debitur  karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang
diperjanjikan maka dikatakan bahwa debitur adalah wanprestas? atau ingkar
Jamji.

Wujud wanpresiasi dapat berupa salah satu pihak tidak memenuhi
perikatan, terlambat memenuhi perikatan, keliru atas tidek mememihi
perikatan. Akibat yanpg sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan inlah
bahwa pihek yang dimgikan dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rogi dan
bunga yang dideritanyn.

Biasanya agar pencrimaan hak dan kewajiban yang terdapat di dalam
suatu perjanjion dapst berjalan dan dipenuhbi dengan baik oleh pihak-pihak
yang terlibat di dalam perfanjian, maka perianjian-perjanjian ferient
pembuatannya dilakukan secara itertulis di hadapar pejabat resmi yaitm
Rotaris,

Hukum Pembukfian

Hukum Pembuktian dalam berperkara merupakan bagian yang sangat
kompleks dalam proses litigasi. Menunt ketentuan Pasal 27 Usndang-
umgiang Nomor 14 Tshun 1970 Tentang Ketenmuun-ketentuan Pokok
Kehakiman schagaimana telsh diubah oleh Undang-undang Nomor 35
Tahun 1999 dan terakhir dengan Undung-undang Nomor 4 Tshun 2004
Tentang Kekuasaans Kehakiman, hukim bertugas sebagai penegak hukum
dan keadilan wajib menggali, mengikuii, dan memahemi nilai-nilai hukum
yang hidup dimasyarakat.

Datam Hukumn Acera Perdata, tugas dan peran hakim bersifat pasif
artinya hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai
hal-hal yang dinjukan penggugat dan tergupat. Oleh karena ite, funpsi dan
peran hakim dalam proses perkara perdaia hanya terbatas pada:

¥ 1hid, Ps. 1234,
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1) Mencari dan menemukan kebenaran formil,
2} Kcebenaran ity diwujudkan sesoai dengean alasan dan fakta-fakta yang
diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.'”

Pada setiap pemeriksaan perkara dipersidangan, baik perkara pidana,
perdats, fate usaha negara maupun dalam persidangan pengadilan agama,
proses pembuktian yvang didasarkan pada bukti dan alat bukti merupakan hal
yang penting bagi hakim dalara memutuskan sustn  perkara. Subekti
berpendapat bahwa petigertion yuridis tentang bukti adalah sesuaty untuk
raevakinkan akan kebenasan suatu dalil ateu pendirian. Alar buked, alat
pembuktian, upsya pembuktian adalsh alat-alat yang dipergunakan untuk
dipakai membuktikan delil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya
bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah das lain-lain.
Pembuktian tersebut hanya diperiukan dalam persengketaan atan perkara di
muka atan pengadilan.

Pthak yang berperksra wajth memberikan keterangan disertai bukti-
buktt menurut hukem mengenai peristiwa atau hubungsn hukum vang telah
terjadi. Pemnbuktian secars ywridis diperiukan dengan menyajikan fakia-
fakin yang cukup menumst hukum untuk memberikan kepastian kepada
majelis hakim mengenai terindinya peristiwa atan bubnngan, '*

Pembagien beban pembuktian darl masing-masing pihsk yang
bersengkets berpedoman pada ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata atau Pasal 163 HiIR yang mengstur perihal perabuoktian bagi
setiap orang yang mendalilkan bahwa i mempunysi suatu hak, atsu guna
menegubkan haknya sendiri staupun membantah hak orang lain, menunjuk
pada suatu peristiwa diwajibkan membukiikan adanya hak atau peristiwa
tersebut.

Pembuktian diperfukan karens ada bantahan atan sangkalan dari pihak
lawan mengenat apa yang digugatken, atay unruk membenarkan suaty hak,
Pada umumnya yang menjadi sumber sengketa adalah suatu peristiwa atau

‘: M. Yahya Hurshap, Hukum Acara Perdara, Cet, IV {Jskarte: Sinar Grafike), bim. 459.
% Abdul Kadic Muhammad, Fukum Acare Perdata Indenesia, {Bandung: Citrg Aditva

Bakti, 2000}, him., §2-83.
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hubungan hulawm yang mendokung adanya hak, schingga vyang perlu
dibuktikan adalah mengenal peristiwa atav hubungan, bukan mengenai
hukumnya. Jika pihak lawan {Tergugat) telsh mengakui atau mengiyakan
spa yang digugatkan oleh Penggugat, maka pembuktian fidak diperiukan
tagi.

Tujuan dari pembuktian sdalah menjelaskan atau  menyatakan
"kedudukan hukum” yang sebenarnya berdasarkan keyakinan hukim kepada
dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa, disamping
alat-alat bukti yang sab lainnya. Hakim harus mengindahkan ketenfuan-
ketentusn yang menjadi keseimbangan dalam pembelaan, kewajiban untuk
membuktikan hak-hak yang menjadi timbulnya suste perselisihan sehingga
hakim harus bertindak arif dan bijaksana serta haras memperhatiken dengan
seksama setiap timbulnya suatu peristiwa dalam keadsan yang konkrit, ©

Berkaitan dengan akiz Notaris sebagai alat bukti di muka pengadilan,
maka macam-macam alat buk#i yang akan dikemukskan di bawah ini hanys
untuk perkara perdata saja, Alat-alat bukti vang ditentukan dan diatur datam
Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adaleh sebagai berikut:

@, Alat Bukd Tuolisan / Surat

Alat bukti tulisan/surat distur dalams Pasal 1867-1894 Kiteb
Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1867 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata menycbutkan bahwa pembuktian dengan tulisan
dilakukan dengan {ulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan~
tulisan dibawah tangan,

Alat bukti tulisan/surat adalsh scgala sesustu yang memuat
tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan umiuk mencurshkan isi hati
atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai
pembultian, 2

¥ 1id,, Wm. 115,

? Retnowuden Sutianto, das Yskandar Oeripkartawinata, Hukwm Acare Perdaia Debam
Teorl dan Prakaek, (Bandung:Mendar Maju), 1995, him. 53.

¥ Sudikne Mertokusumo, Huken dcara Perdata dF indonesta, (Yogyakaria: Liberti, 1989),
him. E15,
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B Akta Otentik

Menurut Seopomo, skia ofentik adalah surat yang dibuat
oleh atau dimoka seorang pejabat umum yang berwenang untuk
membuat surat itw, dengan maksud menjadikan surat tersebut
sebagai surat bukti.?? Selanjutnys akta otentik merupakan
suatu slat bukti dimana hakim harus mengakui bal-hal vang
termuat dalam aketa tersebut adalah benar selama €idak dapat
dibuktikan kepalsuannya.

Akiz otentik mempunyai kekuatan pembuktian formil dan
materiil. Formilnya bahwa benar para pihsk telah menerangkan
apa yang ditulis dalam akta tersebot. Materiilnya bahwa spa
yang diterangkan adaleh benar, Kekuatan bukti yang sempuma
yang bersifat akta partai hanya berlaku antara kedua belah pihak
atan ahli warisnya dan orang yaog mendapat hak dari mereka.
Terhadap pihak ketiga, akia otentik berkckuatan hanya sebagai
bukii bebas, artinya penilasiannyas diserahkan kepada
pertimbangan hakim, Mengenai kedudukan akda Notaris sebagal
akta otentik akan diuraikan lebil lanjut dalam pernbahasan sub
bab berikutnya.

2)  Akta Dibawah Tangan

Menurat Sudikno Merfokusumo, akts dibawsh tangsn
adalah akta yang sengsias dibuet untuk pembuktian oleh pars
pihak tanpa pantuan dari seorang pejabat, sehinggs semata-mata
dibual aniara pibak vang berkepentingan. Alat bukt dibawah
tangan berbeda dengan akts otentik, yaity bahwa akta dibawah
tangan Gdak dibuat dikadapan pepawai umum, berisi catatan
dari suatu perbuatan hukum. Dari ketentuan Pasal 1878 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata terdapat kekhususan akia di
bawah tangan yaitu akia harus seluruhnya ditulis dengan tangan
oleh penandatangan, Ketentuan-ketentuan khusus tersebut dalam

2 Socpome, Hulum Acara Perdata Pergadiian Negeri, (Takarta: Pradnya Peramita, 2002),
hlm. 87,
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akta dibawah tangan yang mengenai hutang sepihak, untuk
membayar sejumiah vang tunai atau menyerahkan suatu benda,
dan lain sebagainya. ©

Akta dibawah tangan hanya dapat diterima sebagai
permoulaan bukt tertulis (Pasal 1871 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata), artinys suatu akea dibawah tangan untuk dapat
menjadi bukti yang sempurna dan lengkap dari permulaan bukti
tertulis masih harys dilenpkapi dengan alat-alat bukti lainnya,

5}  Surat Bokan Akta

Kekuatan pernbuktian surat yang bukan akta dalam Kitab
Undang-Undang Hokum Perdata tidak ditentukan secara tegas
walaupun surabsurat yang bukan alta disengaja dibuat oleh
yang bersanghutan tapi pada asasnys tiduk dimaksudken sebagai
alat pembuktian dikemudian hari. Oleh karena itu, surat-surat
yang demikian dapat dianggap scbagni petumjuk ke amh
pembuktisn artinya surat-surat tersebut disnggep sebagai alat
bukti tambahan atauzpun dapat puls dikesampingkan dan bahkan
sama sekafi tidak dapat dipercaya.

Surat bukan akta, uniuk dapat mempunyai kekuatan
pembuktian sepenubnya bergantung pada penilaian  hakim
sebagaimana ditentukan dalem Pasal 1881 ayat (2} Kitab
Undang-tUndang Hukum Perdata. Dalam segala hal lainnya,
bakim akan mempertimbangkan schagaimana disnggap perly,
dimana hokim leluasa terhadap penilaian surat bukan akta
apakah skan dijadikan skt bukti yang sempurna ataupun tidak
mempunya: kekuatan pembukiian sama sekali,

4) Sslinan

Salinan atau kutipan atau fotokopi dapat mempunyai nilai
hukum pembuktian sepsnjang sesuai dengan aslinya, hal
tersebut sesuai denpgan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang
Hulum Perdata yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian

2 Sudikno Mertokuswmo, ap. ¢it.,, hal. 125,
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suatu bukti tulisan adalah pada kata aslinys apabila akta yang

asli terscbut ade, maka salinan-salinan serts ikhtiar-ikhtiar

tersebut sesual dengan aslinya yang mana senantiasa dapat

diperintahkan memperunjukkannya.

b,  Bukt Saksi

Dalam pembuktian dengan seksi lazimnya disebut kesaksisn
pembuktian dengan kesaksian pada umumnya digunakan apabila alat
permbuktian dengan tulisan tidak ada dan atwu pembuktian dengar
tulisan tersebut tidak cukup. Tentang diperbolehkannya pembuktian
dengan saksi dapat diketahui dalam Pasal 1895 yang menentukan
bahwa pembuktian dengan saksi-saksi dapat dilakukan dalam segala
hal, kecuali dilemng oleh undang-undang seperti pada pasal 21 Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (tentang adanya suatu firma), karena
paia wnumnya suaiu alst pembuktian depat dipergunakan dalam
persidangan.®

Menmurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah kepastion
yvang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang
disengketakan dengan jalan pemberiishusn secars lisan dan pribadi
oleh mana orang vang buken salsh satu pihak dalam perkars,
dipanggil di persidangan. ¥ Dengan demikian, keferangan saksi
setelah disumpah dipersidangan harus hal-hal tentang peristiwa atau
kejadian yang dilihat atan dialami sendiri,

¢.  Bokti Persangksan

Alat bukii persangkaan distur dalam Pasal 1613 Kitab Undang.
Undang Hukum Perdeta yang menyebutkan bahwa persangkaan-
persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan vang oleh undang-undang
atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah
peristiwa yang tidak terkenal. Persangkaan-persangkaan  menurut
undang-undang ialah persangkaan vang berdasarkan suatu ketentuan

* Tegub Samudrs, Hihun Pembubiion delam Acgra Perdase, (Bandung: Alumni), him, 58,
3 sudikne Mevickusamo, op. ¢it, him. 128,
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khusus urdang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan
tertenty atay peristiwa.peristiwa tertentu (Pasal 1916 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata). Jadi bila yang menarik kesimpulan tersebut
hakim, maka persangkaan fersebut dinamakan persangkaan hakim
atan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang, dan apabila
yang menarik kesimpulan tersebut adalah wndang-undang, maka
persangkaan tersebut dinamakan persangkaan undang-undang.
Bukti Pengakuan
Pembukiian melalui pengakuan distur dalam Pasal 1923-1928
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Memurut Pasal 1923 Kitsb
Undang-Undang Hokum Perdata, alat buk#i pengskuen dapat dibagi
menjadi 2 yaitu sebagai berikut:
1}  Pengakuan di depan sidang
Sehagnimans bunyi Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang pada pokoknya menyntzkan bahwa pengakuan
yatg dilakukan di dalam / dimuka hakim memberikan suatu
bukti yang sempuma terhadap siapa vang telah melakukan
tegjadinya suaty peristiws baik oleh dirl sendiri mavpun dengan
peraniaragn seseorang vang khusus dikuasakan untuk hal
tersebut, maka hal tersebut berarti hakim harus menpanggep
dalit-dalit yang relah diakui tersebut adalah henar,
2}  Pengakuan diluar sidang.
Pengaknan diluar sidang secara lisan merupakan bukti bebas,
sebagaimana bunyi Pasal 1928 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang pada pokoknya menyataskan bahwa suatu
pengakuan diluwr sidang tidak dapat dioapai tetapi diljinken
apabila disertal dengan seksi atau alat bukt lainnya Jedi,
pengakuan diluar sidang bukan merupskan alat bukti vang
mengikat akan tetapi merupakan alat bukt vang bebas,
pengaturannya diserghkan pada pertimbangan hakim yang
mengadili perkars.

Univarsitas (ruionesia
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Bukti Sumpah

Menurut Sudikno Merfokusumo, sumpals pada urmemnya adalah
pemnyataan yang khidmat, vang diberikan atau dincapkan pada wakiu
memberi janji atan keterangan dengan mengingatken akan sifat Maha
Kuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberikan
keterangan atau janji vang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Dalam hukum acara perdata, para pihak yang bersengketa tidak
boleh didengar sebagai saksi, waleupun para pihak tidak dapat
didengar sebagai saksi, namun dimungkinkan untuk memperoleh
keterangan dari pihak dengan diteguhken dengan sumpsh yang
dimasukkan dalam golongan slat bukt.

Alat bukii sumpsh diater dalam HIR Pasal 155-138 dan Pasal
177 jo Pasal 1929-1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang
mans dalam HIR menyebutkan 3 macam sumpsh sebagai alat bukei,
yaits
a.  Sumpsh pelengkap (seppletoir)

Sumpah pelengkap merupakan sumpah vang diperintahkan

hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk

melengkapi pembuktisn peristiwa yang menjadi  sengkets
sebagai dasar putusannys.
b.  Sumpah pemutus vang bersifat menentukan (Decissoir)

yaity sumpab yang dibebankan afas permintaan salah satu pihak

kepada lawannya walaupun tidek ada pembukiian sama sekali,

hal tersebut dilnkukan setiap saat sclama pemeriksaan di

persidangan,
¢.  Sumpah Penaksir {(Aestimaroire)

Merupakan sumpah yang diperiniahkan oleh hakim karens

jabatannya kepada penggugat unfuk mensksir jumiah vang

sebagai ganti kerugian,

* gidikno Mertokusumo, foc. eit, hal, 128.
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Pembuktian yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perkara harus
dinilal kebenarannys. Pembentuk undeng-undang dapat mengikat hakim
pada alab-alat bukti tertentu, schingga tidak bebas menilainya, namun
pembentuk undang-undang jupa dapat menyerabkan dan memberikan
kebebasan kepada hakim dalam menilai pembuktian,

Abdel Kadir Muhammad menyatakan bahwa guna menentukan beban
pembuktian ada di pihhak mana, perlu diteliti dan dirinel ketentuan Pasal
menurut bunyi kalimatiya sebagai berikut:

i.  Pihak yang mengatakan mempunyai hek barus membuktikan haknya
tersebut. Penggugat yang mengatakan mempunyai hak, maka
penggugatlah yang harus diberi beban pembuktian terlebih dahula,

2. Pihsk yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan hoknya
harus membuktikan adanya peristiwa tersebut, Apabils pihsk vang
menyebutkan peristiva  tersebit  penggugaf, maka diz  harus
membuktikannys, beban pembuktian ads pada penggugat, Tetapi
apabila pihak yang menyebutkan peristiwa tergugat, maka dia harus
membuktikannya, beban pembuktian ada pada tergugat.

3. Pihak yang menyebutkan suaty peristiwa untuk membantah hak orang
lain harus membuktiken adanya peristiwa tersebut. Apabila pibak
yang menycbutkan peristiwa tfersebut penggugal, maka beban
pembuktian ada pads penggugat, tetapi apabils pthak yang
menyebutkan peristiwa tersebut tergugst, maka beban pembuktian ada
pads tergugat.”’

Pada persidangan perdata, akta otentik dapat dijadikan sebagai alat
yang lengkap dan mengikat, sehingea hakim harus mengakui dengan tegas
terhadap kebenaran yang termust dalam akta tersebut. Namun demikian,
dalam proses pemeriksaan perkars, hakimiah yang menentukan pihak mana
yang diwajibkan atau dibebani dengan pembuktian, artinya hakim dapat
menunjuk baik pihak penggugat maupun tergugat vang dibebani dengan
pembuktinn,

¥ Abdul Kadir Mukammad, op, oit,, him., 82-83.
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23 Xedudukan Akin Notaris sebagai Ala¢ Bukti dan Syarat Akia Notaris
sebagai Akta Oentik

2.3.1 Kedudukan Akts Notaris Sebagai Alat Bakt
Akta Notaris sehagal alat bukdi agar mempunyai kekuetan pembuktian
yang sempurna jika sclureh ketentuan prosedsr atav tats care pembuatan
skia dipenuhi., Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan yang tidek
dipenvhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengam proses
pengadilan dapat dinyatakan scbagai akts di bawah tangan. Jika sudah
kedudukan seperti itn, maka nifai pembuktianaya disershkan kepada hakim.,
Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sumber
untuk ofentisitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta
Motaris, dengan syarat-syarat scbagai berikut:
1.  Akta itn harus diboat oleh atau dihadapan seorang Pejabat Umum
2. Akt ftu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-
undang
3. Pejabat wmum oleh atau dihadspan sizpa akts ity dibuat, harus
mempunyai wewenang unfuk membuat akta itu. e
Pasal | angka 1 Undang-Undang Jabaian Notaris menyebutkan secara
tegas bahwa “Notaris adalah pejabat emum yang berwesang unhuk
membuat akta olentik dan kewensngan lainnya sebagaimana distur dalam
Undang-undang ini",
Agar akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurns,
maka Naotaris dalem menjalankan jabatannya barus berpegang teguh kepada
kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi Notaris sebagaimana diuraikan
ol¢h ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
- Kewenangan Notaris dimust dalam Pasal 13 Undang-Undang Jabatan
Notaris sebagat berikut™;
(1), Notaris berwenang membuat akéa otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

2 Indonesin, Undang-Undang Jabatan Notaris. toe, Cit.
P ibid, Ps. 15,
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undangan danfatau yang dikehendaki oleh yvang beriepentingan untuk

dinyatskan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal

pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan

kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta Hu tidak

Jjuga ditupaskan atau dikecualikan kepada pejabet Izin aiau orang lain

yang ditetapkan oleh undang-undang,

Notaris berwenang pula:

a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat
di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b, membukukan surat-surat di bawsh tangan dengan mendaftar dalam
boku khusus;

¢. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan
yang memuat umisn sebagaimans ditulis dan digambarken dalam
surat yang bersangkutan;

d. melaknkan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

e. memberikan pemyuluhan hukum sehubungan dengan pembaatan
akta;

f. membust akés yang berkaitan dengan pertanshan; atau

g. membuat akta risalah lelang.

Sclain kewenangan scbagaimana dimaksud pads ayat (1) dan (2),

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur peraturan

perundang-undangan.

Dalam  menjalankan kewenangannya tersebut, seorang Notaris

mempunyal kewajiban. Kewsjiban adalah sikap, perilaku, perbustan atan
tindakan yang harus dilskukan Notaris dalam menjslonkan jabatannya
dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembsga notariat
dan menjunjung tinggi kelwahan bharkat dan martabat jabatan Notaris.
Yang wajib dimiliki dan dilakukan yaitnn sebagaimana dimuat di dalam
Pasal 16 Unidang-Urdang Jabatan Notaris™:

)

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

X fhid, Fy. 16,
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bertindak fujnr, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalern perbuatan hukum;
membuat akia dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya
sebagal bagian dasi Protokol Notaris;

mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akia
berdesarkan Minuta Akta;

memberikan pelavanan sesual dengan ketentuan dalam Undang-
undang ini, terkecuali ada alasan untuk menolaknya;
mershasiskan segala sesustn mengenai akta yang dibuatnya dan
segala keterangan yang diperolely guna pembuaten akta sesuai
depgan  sumpsh/anji  jabatan  kecpali Undang-undang
menentukan lain;

menjilid akta yang dibustaya dalam 1 (satu} bulan menjadi buku
yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika
Jjumlah akta tidak dapat disnuat dalam satu buku, akta tersebut
dapat dijilid menjadi lebib dari satu boky, dan mencatat jumish
Minuta Akta, bulan, dan tzhun pembuatannys pads sampul
setiap buku;

membugt dafiar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau
tidak diterimanya surat berharge; ‘
membuat daftar akiz yang berkenasn dengan wasist menurt
aturan wakty pembuatan akis setiap bulsn;

mengirimkan daftar akia sebagaimana dimaksud dalam huruf b
atau daftar nihil yang berkenssan dengan wasiat ke Daftar
Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya
dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lime) heri pada mingen
pertama setiap bulan berikuinya;

mencatat dalam reportariien tanggal pengiriman daflar wasiat
pada setiap akhir bulan;

mempunyal cap/stempel yang memuat lambang Negare
Republik  Indonesiz dan pada rusng yang melingkarinya
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dituliskan nama, jabatan, dan fempat kedudukan vang
bersangkutan;

I, membacakan akta di hadapan penghadap dengan dibadiri oleh
paling sedikit 2 {dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat
ity juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

m. menerims magang calon Notaris.

Menyimpan Mimna Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) horuf

b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akia dalam bentuk

originali,

Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat {2} adalah akta:

4.  pembaysran vang sewa, bunga, dan pengiung

b, penawaran pembayaran tunai;
protes terhadap tidsk dibayarnya atev tidak diterimanyn surat
berhargs;

d.  aktakuass;
¢.  keterangan kepemilikan; atau
f.  akis hinnya berdasarkan peraturan perundang-andaagan.
Akt originah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih
dari | (sutu rangkap), ditandatangani pada wakns, bentuk, dan isi yang
samas, dengan ketentuan pada setiap skta tertulis kata-kata “berlaku
sebagai saty dan seta berlaky untuk semua®,
Akta originali yang berisi kuasa yang belum di isi nama penerima
kuasa hanya dapat dibuat dalam I (satu) rangkap.
Bentuk dan ukiiran cap/stempel scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufk ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurof | tidak
wajib dilakokan, jika penghadsp menghendaki agar akia tidak
dibacakan karena penghadap ielab membaca sendiri, mengetahud, dan
memahami isinya, dengan ketentusn bahwa hal tersebut dinystakan
dalam penutup akin serts pada setiap halaman Minuta Akta diparef
penghadap, saksi, dan Notaris.
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(8). Jika salah satu syarat sebagatmana dimaksud pada ayat (1) buruf 1 dan
ayat {7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai
kekuatan pembukiian sebagat akia di bawah tangan.

{9). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (B) fidak berlaku nntk
pembuatan akta wasiat.

Selanjutnya, dalam menjatankan kewenangan dan kewajibannya
dalam menjalankan jabatannysa terdapat Jarangan vang berfaku bagi Notaris.
Larangan adalah sikap, perilaku, dan perbuatan atau tindakan apapun yang
tidak boleh dilakokan oleh Notaris dalam memangiu dan menjalankan
jabatannya sebagai Notaris, yang dapsi menurunkan citra serta wibawa
lembaga notariat maupun kefuhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.
Larangan bagi Notaris, diatur di dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan
Notaris sebagai berikut:

Notaris dilarang:

8.  menjalankan jzbatan di har wilsyah jabatenays;

b.  meninggalkan wilayah jebatannya lebih dar 7 (tujuh) hari kerja

berturut-turut tanpa alasan yang sah;

merangkap scbagai pegawai negeri;

merangkap jabaten sebagai pejabat negara;

merangkap jabaten sebagai advokat;

merangkap jabutan sebagai pemimpin atau pegawai bedan usaha milik

negara, badan usaha milik deerah atau nsaha swasta;

g. merangkap jebaian sebagai Pejabet Pembuat Akta Tanah di luar
wilayah jabatan Notaris;

h.  menjadi Notaris Penggaati; atau

i.  melekukan pekeriaan lain yang bertentangan dengan norms agama,
kesusilaan, atan kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan
martabat jabatan Notaris.

Kewzjiban membuat akita dalam bentuk Minuta Akts dan
menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris dimaksudkan untuk
menjaga keotentikan suaty skia dengan meoyimpan akia dalum bentuk
aslinya, schinggs apebila ada pemalsuan atsu penyalahguvasn grosse,

RN T - S
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saliman, atau kutipannya dapat segera diketabui dengan mudah dengan
mencocckkannya dengan aslinya. Kewajiban dalam Pasal 16 Ayat (1}
hursf b Undang-undang Jabatan Notaris tidak beriaky, dalam hal notaris
mengeluarkan skia dalam bentuk originali seperti pembayveran uvang sewa,
bunga, dan pensiun, penawaran pembayaran tunai, protes terhadap tidak
dibayamya atau tidak diterimanya surat berharga, akia kuasa, ketcrangan
kepemilikan, atau akta lainnya berdasarkan peraturan perindang-undangari,

Alasan penolakan dalam memberikan pelayanan  sebagaimana
dinyatakan dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf d Undanig-undéng
Jabatan Noteris adaiah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak,
seperti adanys hubungan darah atan semenda dengan notaris atau dengan
suamifisterinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak
untuk melakukan perbuatan, atan hal lain yang tidak dibolehkan undang-
undang.

Penjelasan Pasal 16 Ayat (1) huruf ¢ Undang-undang Jabstan Notaris
menyatakan bahwa kewajitban umtuk mershasiakan segala sesuatu yang
berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalab untuk melindungi
kepentingan semua pihak yang terkait dengan akia tersebut. Kewajiban
notaris untuk meniilid akta-akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat {1)
hemf f Undang-undang Jabates Notaris disebabkan skia dan surat yang
dibuat notwris scbagal dokumen resmi bersifar ofentik memerlukan
pengamanan baik terhadap akta itv sendiri maupun terhadsp isinya untuk
mencegah penyalahgunaan secdara tidak bertanggung jawab. Berkaitan
dengan daftar wasial, kewajiban tersebut penting untuk memben jaminan
perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap sast dapat
dilakukan penelusuran atau pelacekan akan kebenaran dari susiv akta wasiat
yang telah dibuat di hadapan notaris,

Pembacean akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Ayat (1) huruf
1 Undang-ondang Jabatan Notaris tidak wajib dilakukan, jika penghadap
menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca
sendiri, mengetabui, dan memabami isinya, dengan ketentuan bahwa hal
tersebut dinyatekan dalem pemutup akta serta pada setiap halarnan minuta
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akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Motaris. Hal tersebut berarti bahwa
Notaris herus hadir secara fisik dan menandatangant akia dif hadapan
pengahadap dan saksi.

Berkaitan dengan kedudukan dan wilayah jabatan notaris, Passl 18
Undang-undang Jabatan Motaris menyatakan bahwa notaris mempunyai
tempat kedudukan di dacrsh kabupaten atau kota, dsn mempunyai wilayah
jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya,
Selanjutnya Pasal 19 Ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan
bahwa notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitn di tempat
kedudukannya. Notaris fidak berwensng secara teratur menjalankan jabatan
di luar tempet kedudukannys. Dengan hanya mempunyai satu kantor, notaris
dilarang mempunyai kantor csbang, perwakilan, dan/atas bentuk lainnya,
schingga akta notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor notaris
kecuali pembuatan akin-akts fertentu,

Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan
perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan
dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20
Undang-undang Jabatan Notarls, Perserikatan perdata dalam ketentuan
terscbut adalah dengan mendirikan kantor bessama notads artinya dalam
prakitk menialankan jbatannya, noiaris dapat bekerjasama dengan rekan
notans lainnya dengan menggunskan fasilitas kantor yang dimiliki secara
bersama, akan tetapi masing-masing bertangpeng jawab terhadap akis-akta
vang dibuat oleb/di hadapan notaris vaog bersanglartan,

Sejalan dengan pengertian akia notaris dalam Pasal 1 Angka (7)
Undang-undang Jabatan Notaris, setiap akta yang dibuat ofeh/di badapan
notaris harus memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dafam Pasal 38
Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu setiap akta terdiri atas:

1. awal akts, vang memuat ;
a judel akes;
b. momor akts;
¢ jmm, hari, tanggal, bulan, dan Tahun; dan
d. nams lengkap dan tempst kedudukan notaris.
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Z. badan akts, menorut:

a. nama lengkap, fempat dan tanggal lahir kewarpancgaraan,
pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap
dan/atau orang yang mercka wakili;

b. keterangan mengensi kedudukan bertindak penghadap;

e. isi akia yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang
berkepentingan; dan

d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan,
kedudulkan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

3. akhir atau penutup akia, memuat |

a. urgian tentang pembacasn akia;

b. urgian lentang pepandaisngansn dan temipat pensndatanganan
atau penerjemahan akta (apabila ads),

c. nama lengkap, tempat dan tanggal lshir, pekerjasn, jabetan
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan

d. uraian tentang tidak adanys pervhahan yang terjadi dalam
pembuatan akia ateu uraian tentang adanya perubahan yang dapat
berupa penambahan, pencoretan, alau penggantian.

Pasal 39 Undang-undang Jabatan WNotaris menentukan bahwa
penghadap harus memenuhi syarat paling sedikit berumur 18 {delapan belas)
tahun atau telah meaikah; dan cakap wmelakukan perbuatan bukum.
Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenaikan kepadenya oleh 2
(dua} orang sakst pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas)
tahun atau telah menikah dan caksp melakukan perbuatan hukum atan
diperkenatkan oleh 2 (dus) penghadap lainnya. Pengenalan tersebut
dinyatakan secar tegas dalam akis.

Setiap akis yang dibacakan oleh potaris dihadiri paling sedikit 2 (dus)
orang saksi, kecuali peraturan perusdang-undangan menentukan lain. Saksi
sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 Ayat | Undang-undang Jabatan
Notaris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

2. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atay telah menikah;
b, cakap melakukan perbmatan hukum;
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¢. meagerti bahasa yang digunakan datam skes;

4. dapat membubuhkan tands tangan dan paraf; dan

¢, tidak mempunyal hobungan perkawinan atau hubungan darah dalam
garis Jurus ke atas atai ke bawsh tanpa pembatasan derajat dan garis ke
samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.

Konsekuensi dari tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Pasal
39 dan Pasal 40 Undang-undang Jabatan Notaris, akan menyechabkan akta
tersebut hanya mempunyai kekuvatan pembuktian sebagai akta di bawah
tangan sehagaimana dinvatakan dalam Pasal 41 Undang-undang Jabatan
Notaris,

Berkaitan dengan pemberhentian notaris, Pasal 8 Undang-undang
Jabatan Notaris menyatakan bahwa ¢
{1} Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat

karens :

8. Meninggal dunia;

b. Telah berymur 65 (¢nam puluh lima) ahun;

¢. Permintaan sendiri:

4. Tidak mampu sscaws rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan

tugas jebatan notsris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga)
‘Tahun; atau

¢. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hunef g,
{2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksed pada Ayat (13 huef b dapat

diperpanjang sampai berwmur 67 (enam puluh tujuh) Tabun dengan

mempertimbangkan kesehatan vang bersanglastan.

Ketidakmampuan secara rohani dan/aiau jasmani secara terug-menerus
dalam ketenfuan isi dibuktikan dengan surat Kketerangan dokter ahli.
Sclenjutnya Pasal 9 Ayat (1} Undang-undang Jabatan Notaris, menyatakan
bahwa notaris diberbentikan sementam deri jabatannya karena dalsm proses
pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, berada di bawah tangan
pengampusn, melekukan perbuatan tercels; atau melakukan pelanggaran
terhadap kewajiban dan larangan jabatan,

2.3.2 Syarat Akta Notaris Sebagai Akia Otentik
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Pasal 15 ayat (1} Undang-undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa

salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akia secara umum, dengan

batasan sepanjang:”’

f.

Tidak dikecuslikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-
uridang

Menyangkut akia yang harus dibuat atay berwenang membuat akta
otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang
diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh vang
bersangkutan,

Mengenai subjek  hukun {orang atau badan hukum) untuk
kepentingan siapa akia jtu dibuat atau dikehendaki oleh yang
berkepentingan

Berwenang mengenal tompat, dimans akta itu dibuat, hal ini sesuai
dengan tempat kedudokan dan wilaysh jabatan notaris.

Mengenai wakin pembuatan akta, dalam ini notaris harus mienjamin
kepastian wakte menghadap para penghadap yang tercantum dalam
akta,

Pasal 1868 Kitab Undang.-undang Hukaun Perdata merupakan sumber

untuk otensitas akta Notasis jugs merupakan dasar legalitas eksistensi akta
Notaris, dengan syarat-syarat schagai berikut:

& Akis itu harus dibuat oleh atau di badapan seorang Pejabat Umum.

b. Akta itu hemus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-
undang.

¢. Pejabat Umum oleh atan di hadapan siapa akta ifu dibuat, harus
mempunyai wewenang untuk membuat akia tersebut.
Akta Notaris sebagai akia otentik mempunyai kekuatan nilai

pembuktian labir, formil, dan materil.

Kekuatan pembuktian lshir berarti kekuatan pembuktiss vang

didasarkan atas keadaan lahir akta itu sendiri, dan sebagai asas berlaku oo

& Hahib Adjic, Sanksi Perdoia dan Administratif Terhedap Notaris Sebagat Pejobat
Fublikop.eit, hel 56,
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publica probant sese ipsq yang berarti suatu akta yang lahirmya tampak
sebagai akia otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan
maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebapai akia ofentik sampal
terbukti sebaliknya®. Berarti suatu akta otentik mempunyai kemampuan
untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akia otentik Dalam hal ini
beban pembuktian ads pada pihak ysng menyangkal keotentikan akta
Notaris. Penyangkalan atau pengiogkaran bahwa secara Ishirish akta Notaris
sebagai akia otentik, bukan akia otentik, maka penilaian pembuktiannya
harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akts otentik.
Pembuktian semacam ini haros dilakukan melalui upaya gugatan ke
pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta
yang menjadi gugatan bukan akta Notaris, **

Kekuatan Pembuktian Formil artinya dari akta otentik ftu dibuktikan
bahwa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam ekta itn adalsh benar
merupakan uraian kehendak pihak-pihak, Akts otentik menjamin kebenamn
tanggal, tanda tangan, Xomparan, dan tempat akia dibuat. Dalam arti formil
pula akia Notaris membuktikan kebenaran dari aps vang diseksikan vait
yang dilihat, didenpar dan dislami sendiri oleh Notaris sebagai Pejsbat
Umaum dalam menjalankan jabatannya™. Jike aspek formal dipermasalahkan
oleh para pihak, meka harus dbuktikan formalitas dari akta, vaitu harus
dapat membuktikan ketidakbenaren bari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul
menghadap, membukitkan ketidskbeparan mercka yang menghadap,
membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar
oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membukiikan ketidakbenaran
pernyataan atau kelerangan para pihak yang diberikan/ disampaikan di
hadapan Notaris, dan ketidakbenaran fanda tangan para pihak, saksi, dan
Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan, Dengan
kata lain, pihak yang mempermasalahkan akin tersebut harus melakukan
pembuktian terbalik untuk menvangkal aspek formal dari akta Notaris, Hka

*2 G.H.S. Lumben Tobing, op. ¢it,, Him, 55,
I Habib Adjie, op. ciL.,, him 72
* G.H.S. Lumbang Tobing, op.cit, hlm. 57.
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tidak mampu membuktikan ketidakbenarsn tersebut, maka akia tersebut
harus diterima oleh stapapun.®

Kekuatan Pembuktian Materiil artinya bahwa secara hukum (yuridis)
suatu akia otentik memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau
para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalem akea. Tidak
hanya kenyataan babwa. adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh
akta itu, akan tetapi isi dari akia iy dianggap dibuktikan sebagai benar
terhadap semun orang, vang menyursh adskan/buatkan akia itu sebagai
buk#i terhudap dirinya®, Kepastian tentang materi sustu akta sangat penting,
behwa aps yang terschut dalam ekta wmerupakan pembuktian yang ssh
terhadap pihak-pihak yang membuat slca stau mereka yang mendapat hak
dan berlaku untuk umam, kecusli ade pembuktian sehaliknya. Jika akao
membuktikan aspek materi] dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat
membuktikan bahwa Notaris tidek menerangkan atau menystakan yang
sehenarnya dalam skia, atan para pihek yang telah bepar berksta (di
hadapan Notaris) menjadi tdak benar berkata, dan harus dilakukan
pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.

Undang-Undang mengpolongkan akta Notaris sebagai akta otentik
menjadi dua jenis yaitu:

a.  Akta yang dibuat oleh Notaris;
b.  Akta yang dibuat di hedapan Notaris.

Akita vang dibuat oleh Notaris dinamakan akta relans atau sakia
pejabat, Akta relans atau akta pefabat adalah suatu akts vang memuat relass
atau menguraikan scoara otentik sesnatu indakan vang dilakukan atau suar
keadaan yang dilthat amu dissksikan oleh Notaris sendini di dalam
menjalankan jabatannya sebapai Notaris® . Penandatanganan di dalam alda
relass atay peisbat olch para penghadap tidak Ish merupskan suaty
keharusan bagi otentisitas dari akia, sebagai contoh pada pembuatan berita
gcara rapat wmum pemegang saham dalam Perseroan Terbatas orang-orang

5 Habib Adile, opcit,, bim 73
** G.H.S. Lumbang Tobing, op.cit., hlm. 59.
Y J&id., hal. 51.
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vang hadir telah meninggalkan rapat sebelum aktz ditandatangani, maka
cukup Noteris menerengkan dalam akta, bahwa para pikak yang hadic telah
meninggaltkan rapat sebelum menandatangani akta, dan dalam hel ini akta
itu tetap akia otentik. Kebenaran isi dari akta relaas atan pejabat tidak dapat
digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akia in palsu™,

Akta yang dibuat di hedapan Notaris dinamakan akia partij. Akta
partij adalsh suatu akia ysng berisikan sustu keterangan dari apa yang
teriadi karena perbuatan yang ditakukan oleh pihak [ain di hadapan Notaris,
artinya yang diterangkan ateu diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris
dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mena pihak lain itw
sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau
melakukan perbuatan #u di hadapan Notaris, agar keterangan atou perbuaian
itu dikonstatir oleh Notaris di dalem sustu akta otentik™.

Penandatangansn di dalam akis partij merupakan susty keharisan
bagi otentisitas dari akta, apabile para pihak tidak menandatanganinya maka
akta kehilangan keotentisitasannya, sehingga apabila terdapat pihak yang
tidak dapat mengndatangani akta maka di dafam akta harus diterangkan apa
yang menisdi alasan tidak ditandatangsninys akts iu oleh pihak yang
bersangkutan, sebagai contoh salah satu pihak tangan kanannya sakit, maka
keterangan mengenai sakitnya tengan salah satu pihak yang mengakibatkan
pihak tersebut tidak dapat menandatangani akta harus dicantumkan oleh
Notaris di dalam akta. Keterangan ini berlaku sebagai penggantl tanda
tangan atau surrogant tandz tangan™®, Kebanaran isi dari akts partj dapat
digugat isinys dengan jalan menyatakan baliwa keterangsn dari pihak yang
bersangkutan dalem akia merupakan keterangan yang tidak benar.

Akta otentik meropaken alat bukti yang sempurna. Oleh karena ity
Notaris scbagai pejabat yang berwenang membuatnya barus senantiasa
memegang teguh sepala ketentuan-ketentman perundang-undangan yang
menjad{ pedomannya dalam menjalankan jabatannya,

3% 1hid, hal. 81,
® Bid,
“ fbid hm. $2.
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Nilai Kekuatan Pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah
sebagai berikut:

I.  Bilaterpenul syarat formil dan materiil maka:

a. pada dirinya langsung mencukupi batas minimal pembuktian
tanpa bantuan alat bukti lain;
b.  lsngsung sah sebagai alat bukti akta otentik;
¢.  pada dirinya langsung melekat nilai kekuatan pembuktian:
i,  sempuma (volledip), dan
i, mengikat (bindende).
d.  Hakim wajib dan terikats
i. menganggap akia otentik tersebut benar dan seropurna;
ii. harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan
cukup terbukdti;
fii. hakim dterikal ates kebenaren yapg dibuktikan skia
tersebut, schingga hamus dijadikan dasar penimbangan
mengambil putusan penyelesaian  sengketa,

2.  Kualitas kekuatan pembuktian akia otentik, tidak bersifat memaksa

(dwingend) atan menentukan (beslissend) dan terhedapnya dapat
diajukan bukti lawan.
Seperti yang dilelaskan, deraiat kekuatan pembuktisnnya hanya
sampai pada tingkat sempumna dan mengikat, tetapi tidak memaksa
dan menentukan. Oleh karena itw, sifat nilai keluatan pembuktiannya
tidak bersifat imperatif. Dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.

Apabila terhadapnys diajukan bukti lawan maka:

a.  Derajat kualitasnya merosot menjadi bukti permulsan fulisan
{begin van schriftelijke bewijsy,

b.  Dalam keadaan yang demikian, tidak dapat berdiri sendiri
mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itw harus
dibanty dengan selah satu alat bukti yang lain,

Berdasarkan Pasal 1869 Kiab Undang-Undang Hukum Perdatn
tersebut terdapat beberapa beberaps cacat yang dapat menurunkan derajat
dan bentuk akta ofentik menjadi akta di bawah tangan yaitu:
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1. Akta dibuat oleh Pejabat yang Tidak berwenang maka:
a.  aktatersebut tidak dapat diperiakukan sebagai akia otentik;
b. tetapi hanya kembali sebagai akia di bawah tangan dengan
syarat apabila para pihak menandatanganinya.
Berarti kalau belun ditanda tangani para pihak atau yang
menandatangani hanya sepihak saja, akta tersebut tidak dapat
bernilai dan berkekuatan sebagai akta di bawah tangan,

2.  Bentuknya Cacat
a.  akta tersebut tidak dapat diperlakukan sehagai akia otentik;
b. tetapi hanys kembali sebagai akia di bawsh tangan dengan
syarat apabila para pihak menandatanganinya.
Maksuid dari cacat bentuknya adalah apabila pembuatan akta h,
tidak memenubi syarat formil dan materdil. Mengenai akta
otentik vang dissggap cacat bentuknya, antara lain disebabkan

oleh bal-hal sebagai berikut:
i.  Pembuatan akea tidak diigkukan di hadapan pejabat yang
bersangkutan;

ii. Pembuatan akia tidak di hadiri dua orang saksi atau saksi
yang hadir hanya safu orang maupun sama sckali tidsk
dihadiri saksi; Atau saksi yang hadir teediri dari keluarga
sedarah atav semenda dari notaris atau para penghadap;

i,  Akta tidak menyelut secara lengkap identites notaris
{(pejabat) atau para pihak mavpun identitas para saksi;

iv.  di dalamnya tidak tercantum, tempat, hari, bulan, den

tahun gkia;
¥, Hal lain yang menjadikan bentuk akta cacat, apabila tidak
ditanda tangant semua pihak. "’

Notaris sebagal Pejabat Publik yang mempunyai kewenangan fertentu
schagaimana fersebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris,
Dengan kewenangan yang ada pada Motaris, maka akta Notaris mengikat

*! M. Yahya Herahap, ap.cit. hal, 583
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para pikak atau penghadap vang tersebut di dalamnya atau siapa saja vang
berkepentingan dengan akia lersebut.

Jika dalam pembuatan akia otentik, Notaris tersebut berwenang untuk
membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak, dan secara lahiriah,
formal, dan materiil telah sesuai dengan ataran hukum tentang pembuatan
akta otentik; maka akia otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut harus
dianggap sah.

2.3.3 Asas Pradogs Sah dakam Menitai Akia Notaris

Akta Notaris schagai produk dari Pejabat Publik, msks penilaian
terhadap akia Notaris harus dilakukan dengan asay praduge soh
{Vermoeden vam Rechumatigheid) atan Presumptio lustae Causa. Asas ind
dspat dipergunakan untuk menilai akts Notars, yaitm akta Notaris harus
dianggap sah sampal ada pihek yang menyatakan akta tersebut tidak sah.
Untuk menyatakan atau menilai akta Notaris tersebut tidak sah harus dengan
gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjulan
sampi dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak stau siaps sajs
yang berkepentingan dengan akta jersebut,

Dalam gugatan untuk menyatakan akia Noiaris fersebut tidak suby,
maka harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan
materill akta Notaris. Jika tidak dapat dibuktiken maka akta yang
bersangkutan fetap sah mengikat para pihak atav siapa saja yang
berkepentingan dengan akta tersebut. Asas ini telah diakui dalam Undang-
Undang Jabatan Notarig, tersebut dafam Penjelasan Bapian Umum bahwa;
Akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang ferkuat dan terpenuh, apa vang
dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak vang
berkepentingan dapat membuktikan sebaliknya secars memuzskan di
hadapan persidangan pengadilan

Asas praduga sah ini berkaitan dengan akia yang dapat dibatalkan,
merupekan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwengngnya
Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, materiil, dan tidak
sesuai dengan dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris, Asas
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ini tidak dapat dipergunakan untuk menilai akea batal demi hukum, karens
akts batal demi hukum dianggap tidak pemah dibuat. Dengan slasan
tertentu sebagaimana tersebut di atas, maka kedudukan akta Notaris:
1, Dapat dibatalkan;
2 Batal demi hukum;
3.  Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan;
4.  Dibatalkan oleh para pihak sendiri; dan
5. Dibatalkan oleh putusaan pengadilan vang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap karena penerspan asss Praduga Sah ¥

Dalam hal kedudukan akis Notans menjadi hanya mempunyai
kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, yaitu apabila terdapat
pelanggaran yang dilakukan Noteris yeitn antara Jain tidak membacakan
akis kepada para penghadap dan saksi-saksi, tidak ditandatenganinya akta
oleh para penghadap dan saksi-saksi, tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai
penghadap dan saksi, tidak disebutkan mengenai pengenalan penghadap,
dilakukannya penambahian, perubahan, penggatian kaia-kata di dalam akte
dengan tata cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

234, Pengaturan Pengawasan Pelaksansan Jabatan Netaris olch Majelis
Pengawas Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Motaris sebagal pejabat umuom mengemban amenast dard vanp
rnemberikan kepercayagn kepadanya yaitu dari masvarakat yang meminia
lasanya, dari negara dan dart undang-undang yang mengaturnya. Pembuat
undang-undang menentukan notaris berada di bawah pengawasan karena
notaris menjalankan suaty fungsi sosial yang sangat penting, yang tidak
hanya meliputi bidang yang divraikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang.
undang Jabatan Notaris, tetapi jugs melipuli pekerjaan-pekeriaun yang
bukan memupakan tugas jabalan mnotaris akan fetapl dilnginkan dan
dikchendaki oleh masyarakat.

Peranan dan kewenangan nofaris sangst penting bagi lslu lintus
kehidupan masyarakat, schingga perilaku dan perbuatan notaris dalam
menfalankan jabatan profesinya, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat

* Habib Adjie, op. cit., him 81
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merugikan masyarakat, schinpga lembaga pembinaan dan pengawasan
terhadap notaris perlu diefektifikan. Ketentuan yang mengatur mengenai
Majelis Pengawas dalam Undang-undang Jabatan Notaris merupakan salah
saty upaya untuk menpantisipast kelemahan dan kekurangan dalam sistem
pengawasan terhadap notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan
profesi jabatannya, notaris dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat. Tujuan pengawasan terhadap notaris yaitu selain untuk
menjaga agar para notaris dalam menjelankan jabatannva sesual dengan
poraturan perundang-undapgan yang berlsku, juga untuk melindungi
kepentingan masyarakat urou,

Notaris dalam melaksanaken jabatannya difuntot untuk  dapat
memenuhi den menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatar dalam
Undang-undang Jabatan Notaris. Akfa olentik vang dibuat oleh atau
dinadapan notaris diharapkan mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan
perlindungan hukum. Gung mencapai fujuan tersebut diperiukan suato
pengawasan terhadap pelaksansan jabatan notaris, agar notaris tidak
melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ditentukan dalam Undang.undang
Jabetan Wotaris. Pengatwran ferhadap penguwasan techadep pelsksanasn
jsoatan notaris termuat dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 Undang-
undang Jabatan Notaris,

Pengawasan atas notaris berdasarkan Pasal 67 Ayat (1) Undang-
undang Yabetan Notaris dilakukan oleh Menter], untuk selanjutmya dibentuk
suatu majelis pengawas. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang
mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan
dan pembinaan terhadap notaris.

Majclis Pengawas yang dibentuk oleh meniert sehagaimana dinyatakan
dalam Pasal 67 Ayat (2) UUIN, terdiri atas
1. Majelis Pengawas Daersh

Majelis Pengawas Dacrah dibentuk di kabupaten stau kota, terdin
atas unsur-unsur scbagaimana dimaksud dalsm Pasal 67 Ayat (3)
Undang-urdang Jabatan Notaris dengan masa jabatan bagi ketua, wakil
ketua dan anggota Majelis Pengawas Dagrah adalah 3 (tiga) tahun dan
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dapat diangkat kembali. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah

sehagaimana dinyatakan alam Pasal 70 Undang-undang Jabatan Notaris,

antara lain sebagai berikut

a.

Menyelenggarakan sidang untuk memerikse adanya  dugaan
pelanggaran  Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanean
jabatan nofaris;

Meiakukan pemeriksaan ferhadap protokol notaris secara berkala 1
{satu} kali dalam 1 (satu) tahun atan setiap wakiv yang dianggap
perlu;

Memberikan ijin cuti untuk wakfu sampai dengan 6 (enam} bulan;
Menctapkan notaris pengganti denpgan memperhatikan usul notaris
yang bersangkutan;

Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat
sersh terima protokol notaris feleh berumur 25 (duz pulub lima)
tahun atau lebih;

Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagat pemegang semeniara
protokol notaris vang diangkat sebagai pefabat negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 Ayat {4} Undang-undang Jabatan Notaris;
Menerimz laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan
pelanpearan kode etik notaris atau pelanggeran ketentuan dalam
Undang-undang Jabatan Notaris; dan

Membuat dan menyampaikan laporan sebhagaimans dimaksud pada
huref a, huruf b, huref ¢, humf 4, huruf e, huref £ dan huruf g
kepada Majelis Pengawas Wilaysh.

Kewenangan melakukan pemerikssan ierhadap protoko! notaris
merupakan tugas yang sangat berat bagi Majelis Pengawas Daerah.
Majelis Pengawas Daerab yang terdiri dari unisur pemerintah, notatis,
dan skademisi harus mengetahui dan memabami tugas, hak, dan
kewaiiban dari notaris. Majelis Pengawas Daersh schagal pemernksa
harus memeshami pekeriaan seorang notaris dan tentunva harus
memahami ketentwan Undangundang Jebaten Notaris sebapai
landasan bagi noteris dalam menjalankan jabatannya.

Unlversitas Indenesia

Pembatalan Akta..., | Novant A, FH Ul, 2009

W e ey W W mma m



42

Kewsiiban Majelis Pengawas Dacrah dinyatakan dalam Pasal 7}

Undang-undang Jabatan Notaris, antara lain sebagat berikut :

a.

mencatat pada buku daftar vang termasuk dalam Protoko! Notaris
dengan menyebutkan tanggel pemeriksaan, jumish akta serta jumizh
surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat ssiak tenggal
pemeriksaan terakhir;

membuat berita acarp pemeriksaan dan menyampaikannya kepada
Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan fembusan kepada
notaris yang bersangkutan, organisasi notars, dan majelis pengawas
pusat;

merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;

d. menerima salinan yang telah disahian deri dafiar akta dan daflar lain

dari notaris dan merahssinkannya;

memeriksa laporan masyarakat {erhadap notaris den menyampaikan
hasil pemeriksaan ferscbut kepade Majelis Pengawas Wilayah dalam
waktu 30 (tige puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang
melapotkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat,
dan Organisasi Notaris.

Menyampaikan permohonan banding terhadap kepitusan penolakan
cuti.

Majelis Pengawas Wilayah

Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota

propinsi terdin atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72
Undang-undang Jabatan Notaris, dengan mnsa jabatan bagi ketua, wakil
ketua dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tigs) tahun dan
dapat diangkat kembali. Kewenangan majelis pengawas daerah
schagnimana dinyatakan dalam Pasal 73 Undangundang Jobaten
Notaris, antars Iain sebagai berikut ;

4. menyolenggarskan sidang unfuk  memeriksa dan  mengambil

keputusan atas leporan masyarekat yang disampaikan melalui
Mujelis Pengawas Wilayah;
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memanggil notaris ferlapor entuk dilakukan pemeriksaan atas
laporan sebagaimana dimaksud pada hunifg;

memberikan ijin cuti lebih dari 6 {enam) bulan sampai | {safu)
Tahun,

memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah
yang menolak cuti yang diajukan oleh notaris pelapor;

£. memberikan sanksi berupa teguran lisan atav tertulis;
£ mengusulkan pemberian sanksi ferhadap notaris kepada Majelis

Pengawas Pusat berupa
1) pemberhentian sementars 3 (tge) bulan sampai dengan 6
{enam) bulan; stay
2} pemberhentian dengan tidak hormat.
Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi
sebagrimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

3. Majellis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota

negara. Kewenangan Majelis Penpawas Puset sehagaimana dinyatakan
dalam Pasal 77 Undang.undang Jabatan Notaris adalah sehagai berikut:

a.

Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan  mengambil
keputusan dalam tingkat banding terhadsp penjatuhan sanksi dan
penolakan cuti;

Memanggil notaris  ferlapor  untuk  dilakukan  pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada huruf (a);

Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan

d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhientian denpan tidak

hormat kepada Menteri.
Pemeriksaan dalam sidang Majclis Pengawas Pusat bersifat

terbuka untuk umum dimana Notaris berhak untuk membels diri dalam
pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusst.
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2.4 Pendirian Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas merupakan badan hukum {legal entity), yaitu
badan hukum “mandini™ (persona standi in judicio} yang memiliki sifat dan
cirf kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yang dikenal sehagai
karakteristik sustu Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut:
1}  Scbagai asosiasi modal;
2) Kekayaan dan utang PT adalsh terpisah dari kekayaan dan utang
Pemegang Saham;
3)  Pemegang Saham:
2. bertanppung jawab hanya pada apa yang disetorken, aisn
tanggung jawah terbatas (Hmited Hability);
b.  tidak bertanggung jswab atas kerugian parsercan {(PT} melebihi
nilai ssham yang telah diambilnya;
¢. tidak bertanggung jswsbh secara pribadi atas perikstan yang
dibuat atas nams perseroan;
4)  Adanya pemisashan fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus atau
Direksi;
5)  Memiliki Kemisaris yang berfungst sebagai penpawas;
6) Kekuasaan tertinggl berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau
RUPS.

Ustuk mendirikan badan usaha Perseroan Terbates, dibutubibkan beberapa
persysraten. Persyaratan yang dimaksud dibagi menjadi dua, yakni svarat formal
dan syarat materiil®.

#.  Syarat Formal
Suatu Perseroan Terbatas yang hendak didirikan harus dibuat dengan
akta Notaris, hal ini dissbutkan dalem Pasal 7 Undang-Undang Perseroan

Terbatas sebagai barikut:

{1). Perseroan didirikan oleh 2 {dua) orang atau lebih dengan akta notaris
vang dibuat dalam hahasa Indonesis;

¥ Sentosa Sembiring, Hukum Perusahoan lentarg Perseroan Terbasas, Cet 1, (Bandung:
Nuanss Aulis, 2006, hlm. 17-20.
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(5). Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang
seham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan terhitung sejak kecadaan tersebut pemegang
saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya
kepada orang lain atau Persercan mengeluarkan saham baru kepada
orang lain;

{6). Dalam hal jangka waktu sehagaimena dmaksud pada ayat (5) 1elah
dilampaui, pemegang saham tetap kurenp dari 2 (dua) orang,
pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala
perikatan atau kerugien Perseroan, dan atas permohonan pihak yang
berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan
tersebut.

Berdasarkan ketentuan di ates, spabila seseorang hendek mendiriken
Perseroan Terbatas, harus ada paling sedikit dua orang, karens Perseroan
Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Telah diungkapkan sebelumnya,
konsep perjaniian dalam hukum perdata paling tidak harus dilakukan oleh
dua orang atau lebih, schagaimana dimust dalam Pasal 1313 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdais menerangkan bahwa “suatu perjanian adalah sustu
perbuatan dengan mana satu orang atan lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang lain atau lebih™* Jadi disini terlihat bahwa bila snatu perjanjian
dibuat dengan sah membawa konsekuensi pihak yang membuat perianiian
aksn terikat satu sames lain,

Para pendiri yang menghadap Notaris untuk membuat akia penditian
Perseroan Terbatas, akan menjadi terikat satu sama lain  seielah
menandatangani akis pendirion Perseroan Terbatas tersebut, mereka terikat
untuk memberikan sesuaty, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat
sesuatu sebagaimana yang di atur dan disepakati dalam akta pendirian
Persercan Terbatas.

4 Kitah Undang-undang Hokun: Perdate {Burgerlijke Wetboek). foc. cit. Ps. 1313,
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b.  Svarat Materiil

Maksud dari syarat materiil adelah dalam pendirian Persercan
Terbatas harus ada modal karena berdasarkan definisi dari Perseroan
Terbatas antara lain berisi bahwa badan hukum merupakan suatu
persckutuan modal.

Rochmat Scemitro mengemukakan bahwa modal dalam arti ekonomi
perusahesn, berarti sustn kumpulan barsng-barang, baik berups benda,
wang, maupun hak yanp dipersamakan dalam badan useha guns mencapai
keuntungan®® Sedangkan B. Se Smalen mengemuksksn balwe sero
{saham) merupakan bagian dari modal bersama dalam perseroan.® Saham
merupakan bukt hak milik dsri pemodal, Modalnya sudah diinvestasikan di
dalam Perseroan.

Modat dalam Perseroan Terbatas terdiri dari tige jenis, vaitu:

1. Modal Dasar atau sering juga disebut sebagai modal siatetair yaitu
jumiah modal vang disebutkan dalam Anggaran Dasar;

2. Muodal ditempatkan ataw modal yang telah diambil yaitu sebagian dan
modal perseroan telah disctujui untuk diambil oleh para pendiri,
dafam beatuk saham;

3. Modal disetor yaitu modal yapg benar-bemar tclah ada dalam kas
perseroan.

Di dalam Pasal 7 hurof d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusis Republik Indonesia Nomor M-G1-HT.01-10¢ Tahun 2007 fentang
Tata Cars Pengajuan Permohonan Pengesshan Bedan Hukum dan
Persetujuan Perubahsn Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuvan
Perubahan Anggeran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (selanjuimya
disebut Peraturan Menteri) menyebuikan bahwa bukti setor modal
Perseroan memupakan Dokumen pendukung vang wajib dilampirkan dan
disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan sebagal badan
hukum dari Menteri.

45 Rochmat Soemitro, Fukum Perseroan Terbetas, Yayasen, dan Wakdf, (Bandung: Eresco,

1993}, hbm. 21,

¥g, do Smelen, Pasar Modal dan Uang, (Jakerts: Pradnya Paramita, 1997), him, 105,
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Adapun ketentuan Pasal 7 huruf d Peraturan Menteri adalah sebagat
berikut:

d.  bukti setor modal Perseroan berupa:
i3 slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan  atau
rekening bersama atas nema para pendiri atau pernyataan tejah
menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua
anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua
anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika seteran modal dalam
bentuk vang;

2}  keterangan penilaian dari abli yang tidak terafiliasi atan bukti
pembelian barang jika sctoran modal dalam bentuk lain selain
uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoren
dalam beatuk beads tidak bergerak;

3} Peraluran Pemerinteh dsn/atau  surat  keputusan  Menteri
Keuangan bagi Perscroan Persero; atau

4}  neraca dan Persencan atau neraca dari badan usaha bukan badan
hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.

Berdasarkan keteatuan Pasal 33 Undang-Undang Persercan Terbatas,
paling sedikit 23% {duspuluh lma persen} dari modal daswr harus
ditempatkan dan disetor penuh. Modal yang ditempatken dan disetor penuh
dibuktikan dengan bukil penyetoran yang sah. Bukti penyetoran yang sah
maksudnya adaleh buktl setoran pemegang saham ke dalam rekening bank
atas puma Persercan, data dari laporan kewangan yang telah disudit oleh
akuntan, ateu neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan
Komisaris.

Akan tetapi berdasarkan Persturan Menteri di ates dimungkinkan
untuk memberikan buktl penvetoran modal Perseroan melalui pernyataan
telah menyetor modal Perscroan yang ditendstangani oleh semua anggots
Direksi bersama-sama semua pendir] serta scmus angeota Dewan Komisaris
Perseroan,

Modal yang disetorkan ke dalam Perseroan, selain dalam bentuk vang
tunai, diperbolehkan juga untuk memasukkan modal ke dalam Perseroan
dajam bentuk lain, tidak dalem bentok vang tunai, melainkan berupa benda
berwujud mavpun beada tidek berwujud, bendas vang dapat dinilai dengan
uang dan yang secara nyaia foleh diterima oleh Persercan, Hal ini
ditegaskan oleh ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Perseroan Terbatas
sebagai borikut;
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(1). Penvetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang
dan/atau dalam bentuk lainnya,

{23. Dalam hal penyetorsn modal sabam dilzkokan dalam bentuk lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham
ditentukan berdasarkan nilai wajer yang ditetapkan sesual dengan
harga pasar atau ofch ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

(3). Penyetoran ssham dalam bentuk benda tidak bergerak harus
dinmumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atan lebih, dalam jangka
wakin 14 (empst belas) hari setelah akta pendirian ditandatangan atau
setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut®.

Maksud diumemkannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak
bergerak harus diwmumkan Sorat Kabar adalah agar diketahui uroum dan
memberikan kesempaian kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat
mengajukan keberatan atas penyerahen benda tersehut sebagai setoran
moda!l saham, misainys temyata diketabul benda tersebut bukan milik
penyetor.*

Bukii penyetoran modal merupakan dokumen pendukung vang
bersifat wajib, karens apabila buki penyvetoran modal tidak dilampirkan
maka Menteri tidak akan menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan
hukum Perseroan,

Setelah penandatangsnan akta pendirian yang telah memenuhi syarat
formal dan materill di atas, selanjutriya akta pendirian tersebut dimintakan
permohonan pengesahannya sebagai badan hukum kepada Menteri Hukam
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Menteri)
melalui jasa teknologi informasi sisiters administrasi badan hukem secars
elekironik kepada Menteri.® Permohonan untuk memperolch keputusan
Menteri, harus disjukan kepada Menteri paling lambat 60 {coam puluh) hari

7 Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, op. cit., Ps. 34.
2 Ibid,, penjelasan Ps, 34 ayat (3).
Ybid, ps. 9.
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terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi dengan
keterangan mengenai dokumen pendakung ™

Apabila format isian dan kelerangan mengenai dokumen pendukung
telah sesual dengan ketestuan perundang-undangan, Menteri langsung
menyatekan tidek keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara
elektronik, dan dalam jangka wekiu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal peryataan tidak berkeberatan, pemohon yang
bersangkutan wajib menyampaikan fisik surat permohonan yang dilampiri
dokumen pendukung, kemudian dalam jangka waktu paling lambat 14
(empat belas) hari apabila semua persyaratan telab dipenuhi secara lengkap,
Menteri menerbitkan keputusan  feptang pengesaham  badan  hukum
Perseroan  yapg ditandetangani secars ¢lektronik.” Selanjutoys akia
pendirian Perseroan Terbatas yang telah memperoich pengesshan sehagai
badan hukum ftersebut dibawa ke Kantor Percetakan Negara untuk
kemudian dizmurnkan dalam Tambahan Berita Negars Republik Indonesia,

Pembabaran Perseroan Terbatas berdasarkan Penetapan Pengadilan

Hal vang sangat diharapkan oleh para pengusaha adalsh suatu
Perseroan Terbatas yang telah didirikas terus berjalan. Sebagaimana
diketghui, zé&kwasa}ahmwcmxmdmmmmaém
sktivitasnya dilakukan secars terus menerus, Namun pada kenyatssmoya
yang sering tegjadi antara harapan dengan kenyataan berbeds di lapangan,
Demikian juga halnys dengan Perseroan Terbatas, hampir dipastikan tidak
ads sedikitpun dibenak para pendivi Perseroan Terbatas, vang berniat
membubarkan Perseroan Terbatas yang telah didirikannya, akan tetapi hal
ity terjadi.

Namun demikian, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya
perabubaran  Pessercan  Terbalus  pembentuk  Undang-Undang
mencantumkan ketentuan fentang pembuharan Perseroan Terbatas.

R fbid, Ps. 10 ayat (1).
9 fpid , Ps. 10 ayat (3), (5), (6)-
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Pembubaran Perseroan Terbatas terdapat di dalam Pagal 142 ayat (1)
Undang-Undang Persercan Terbatas, yang berbunyi sehagai berikut:™
{1}. Pembubaran Perseroan terjadi:

8.
b,

berdasarkan keputusan RUPS;

karena jangka waktu berdirinya vang ditetapkan dalam anggaran
dasar telah berakhir,

berdasarkan penetapan pengadilan;

dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan
niaga vang felah mempunyai  kekuatan hukum tetap, harts pailit
Persercan tidak cukup untuk membayar bisys kepailitan;

karens hariz pailit Persercan yang telsh dinyatskan pailit berada
dalam keadsan insolvensi sebagaimana distur dalam Undang-
undang tentang  Kepailitan dan  Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang; atau

karena dicabutnya izin usaha Perseroan schingga mewajibkan
Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-urdangan.

Sebagaimana divraikan di atas, bahws pembubaran Perseroan
Terbatas dapat terjadi berdasarkan penetapan penpadilan. Pasal 146 ayat (1)
Undang-Undang Perseroan Terbatas menguraikan:*

(1).  Pengadilan Negeri dapat membubarkan Persercan atas:

&

Permohonan kejaksaan berdasarkan alasen Perseroan melanggar
kepentingan umum atat Persesoan melakukan perbustan yang
melanggar peraturan perundang-undangan;

permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan
adanya cacat hulasn dalam akta pendirian;

permohonan peinegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris
berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan;

52 25id, P, 142 ayst (1)
* 1td, Ps. 146 myat {1}
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Selanjutnya pads penjelasan Pasal 146 huref ¢ Undang-Undang

Perseroan Terbatas diterangkan yang dimeaksud dengan "alasan Persercan
tidak mungkin dilanjutkan”, antara lain>*

a

Perseroan tidek melakukan kegiaian usaha {non-aktif) selama 3 {tiga)
tahun ateu Iebih, yang dibukiikan dengen surat pemberitahuan vang
disampaikan kepada instansi pajek;

dalam hal sebagisn besar pemegang saham sudah tidsk diketabui
alamatnya walsupun telah dipanggil melalii iklan dalam Surat Kabar
sehingga tidak dapst dilakukan RUPS;

dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian
rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah,
misainya 2 (dua) kubu pemepang sabham memiliki masing-masing
50% (limapunluh persen) saham; atau

kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa schingge dengan
kekayaan yang ada Perseroan fidak mungkin lagi melanjutkan
kegiatan usahanya,

Pengajuan tuptutan pembatalan akis Notaris melahsi Pengadilan

Negeri duput diajukan dengan tata cara sebagai berikut:

1.

Liogatan harug disjukan dengan sumt permintsan atau disebnl juga

surat gugatan yang ditandemangsni oleh penggugst atau kuasanys

Bagi mercka yang buta huruf dapat mengajukan gugatan secars lisan

kepade Ketuz Pengadilan Negeri yeng berwenang dan mwhon agar

dibuatkan surat gugatan. Pada pasal § ayat (3) Hukum Acara Perdata

disebutkan bahwa surat gugatan hams memuat

s Tanggal

b.  Kentitas para pihak ysitu keterangen vang lengkap dari pihak-
pihsk yang bersengketa, yaitu: nama, alamat, pekerjaan, umur,
status perkawinan;

* Ibid, penjelasan Ps. 146 ayat (1) huruf o
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¢. Fundamentum petendie {posita) adalah dasar dari gugetan yang
memuat tentang adanya hubungan hukum antars pihak-pihak
yang berperkarg, yang terdiri atas dua bagian:
i.  tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa  yakni
penjelasan mengenal duduk perkara yang terjadi;
ii.  uraisn teatang hukumnye yaitu hubungan hukwn yang
menjadi dasar yuridis gugatan.

d. Petitum adalzh apa yang dituntut supaya diputuskan oleh

pengadilan, Dalam praktek petitum dapat berups tuntutan utama
{petitum primgir) dan tuntuten pengganti (petitum subsideir) dan
tuntutan tambahan atew pelengkap wntutan pokok. Tumtuten
pengganti dimaksudikan unfuk mengganti tetutan uisma bile
tuntuten wtama ditolak oleh penpadilan. Tuntutan tambahan
dapat berupa tuntutan agur tergugat membayar ongkos perkara
atau uang paksa (dwangsom), stau tuntutan agar putusan
dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu (it voerbaar bij
voorraad).

2. Gugatan kemudian disjukan kepada pantiers pengadilan negeri

dengan membayar biaya perkam,

Pada desamya setiap orang yang merass hak perdatanya dimgikan
dengan adanva akta Notaris tersehbut dapat menuntut pembatalan akts
Notaris, kecusli omng-orang yang dinyatakan tidak cakap fonbekwoam)
yaitu orang yang belum dewass dan atay tidek sehat akal pikirannya.

Orang yang menuntut pembatalan akta MNotaris melaini peradilan
discbut penggupat. Penggugat terscbut hamis mempunyai kepentingan
langsung di dalam perkara yang bersangkutan atau dapat disebut pihak
materil dan bila penggugat beracara sendiri di depan penpaditan untuk
kepentingan sendiri, juga disebut pikmk formil, Akan tetapi seseorang dapat
merupakan pihak formil dan bertindak sebagai penggugat tanpa mempunysi
kepentingan secara fangsung dalam perkara tefapi untuk kepentingan orang
lain yang diwakilinya seperti seorang wali atau pengampu.
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Pihak yang ditarik atau digupat ke depan pengadilan karena dirssakan
sebagai pihak yang merugikan hak perdata penggugat disebut pihak fergugat
{gedaagde, defendant), yang digugat.

2.5.1, Alasar Menuntat Pembatalan Akta Notaris Melalni Pengadilan Negeri

Akta Notaris adalah surat yang sengaja dibuat untuk diiadikan alat
bukti. Sebelum akta tersebut dibuat, para pihak terlebih dabulu telsh
melakukan perundangan atau kompromi sehingga sepakat untuk melakukan
suaiy perbuatan hukum vang akan dinyatskan dalam sustu skl Apabila
skta tersebut dibuat dihadapan Notaris maka akan berupa akts otentik yang
mempunyai kekuatan mengikat dianiars para pihak. Meskipun demikian
stas kesepakatan pars pihsk akis Notaris yeng merupakan akia otentik
tersebut dapat dibaialkan oleh pare pihak dengan cara membuat akta
pembatalan  atan  akia pembetulan di  hadapan Notaris dengan
mengemukakan alasan-alasannya. Namun bila salah sate pihak tidak
bersepakat maka cara untuk membatalkan akta Notaris adalah dengan
melakukan gugatan ke pengadilan, di mans dalam gugatan harus berisi
alasan-alasan vang menjadi dasar pernbatalan dari akia Notaris tersebut.
Notaris tidak dapat membuat skia pembatalan suatu persetujuan huwmya atas
permintaan salah sabs pihak saf. ‘

Alasan-alasan yang dapat digunekan untuk membatalkan sustn
perjanjian yang dibuat dalam beptuk akda Notaris menurut passl 1321
sampai dengan Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukom Perdafa dapat
berupa tiga sehab yaitw:

1. Adanya kekhilafan yang pantas (verschoonbare dwaling).

Kata khilaf berassl dari bahasa Arab yang artinya gawal, silap, atau

salah. Dalam bahass Belanda disebut dwaling dan dalam bahasa

Inggris adalah error/mistake. Kekhilafan dapat berupa salah

pengiraan, salah paham, keliru atau kesesatan.

Saleh pengiraan terjadi bila subyek hukum yang mengadakan sustu

pernyatasn didasarkan atas suatu gambaran atsu anggapan yang tidsk

benar atau salsh yang dapat mengenai:

a.  pokok maksud atau intisari dari obyek persetujuan;
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kedudukan subyek hukumnya;

hak dari subyek hukumnye;

peraturan hukumnya,

. hak kekuasaan sendinl.

Salah paham dapat berupa salsh pihak mengenai orangnya dan salah

paham mengenal obyeknya. Menunit Kitab Undang-Undang Hukum

Perdats kekelirusn atau kekhilsfan tidak mengakibatkan ssatu

perjaniian batal ferkecuali bila salsh pengirean tersebut menpenal

pokok maksud atau intisari dari obyek persetijuan. Kitsb Undang-

Undang Hukum Perdata sendiri tidak memberikan pengeriian

mengenai kekhilafan tersebut,

2. Adanya pakssan {(dwang) yaitu adanya perbuatan yang
sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan orang yang
berpikir sehat atav merupakan ancaman bagi keselamatan
maupun kekayaannya. Paksaan tersebut dapat berasal dari pihak
lawan maupon deri pihak ketiga.

3.  Adanya penipuan (bedrog) yaitu pernyataan yang tidak benar
tentang suaty kenvatasn vang ada pada wakit pernvatsan
itu dibuat,

Paksaan itu dapat dilakukan terhadap;

a.  Orang stau pihak yang buat perianjian schagaimana dinyatakan
dalam pasal 1323 Kitsh Undang-Undang Hulcam Perdata;

b, Suami efau istri dard pihak perjanjisn atau senak keluarga dalem

garis keatas meupun kebawah scbagaimana dinyatakan dalam

pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

b
¢,
d,
2

2.5.2. Jenis Akta Notaris Yang Dapat Dibatalkan Oleh Pengadilan Negeri
Suatu akis Notaris adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna, yang artinya hakim harus mempercayai apa
yang ftertulis dalam akta terscbut selama ketidakbenarannya tidak dapat
dibuktikan. Demikian akta otentik tidak mempunyai kekuatan pembuktian
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yang mutlak karcna akta tersebut dapat dibatalkan apabila dapat dibukiikan
sebaliknya.

Hakim secara ex officio pada dasarnya tidak dapat membatalkan akia
Notaris bila tidak dimintakan pembatalannya. Akta Notaris dapat dibatalkan
ofehi hakim apabila ada bukti lawan,™*

Menurut pasal 41 dan pasal 84 Undang-Undang Jebatan Notaris,
pembuaian akta Notaris yang tidak mengikuti ketentman dalam Undang-
Undang Jabatan Notaris mengakibatkan akia hanya mempunyai kekuaten
sebagal akia dibawah tangsn atau batal demi hukum akibat dari kesalahan
Motaris, maks pihak vang menderita kerugian dapat menustiut penggentian
biaya ganti kerugian dan bunga kepada Notaris tersebut.

Suatu akia depat dinyatekan dapat dibatalkan dan/aten bstal demi
hukum. Akta dinyatakan dapat dibatalkan yaitu apabils syarat subyektif dan
perjaniian tdsk terpenubi, misalnya adanya kesepakatan yang tidak mumi,
yaitu kesepskatan yang diberikan karens kekhilafen (pasal 1322 Kitsb
Undang-Undang Hukum Perdsta), paksaesn {passl 1324 dan 1326 Kitsb
Undang-Undang Hukum Perdata), atau penipuan (pasal 1328 Kitsh
Undang-Undang Hukum Perdats) maupun karena para penghadap dan/atau
saksi belur cukup umur danfetay tidak cakap melakukan perbuatan hukum,
menycbabkan aktanys dibatalkan Dalam hal ini diperlukan pihak yang
menyatakan keberatan dan meminta pembatalan atas akta tersebut. Selama
akta belum dibatalkan oleh pihak yang berwenang, maka akta tersebutt tetap
berlaku bagi para pihak. Selama tidak dimintakan pembatalannya maka akta
ity berlaku dan sah,™® sebagaimana dinyatakan dalem pasal 1449 sampai
1454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Sedangkan susty akta dinyatakan batal demi hukum vaitu apabila
syarat objektif dari perjanjian tidak terpenchi, misalnya akta tidak memuat
suaty  hal terteotw dan/stau akta dibuat berdasarkan bal-hal yang
bertentangan  dengan  ketentuan undang-undang, ketertiban  usnum,
kesusilaan dan kepatutan, Dalam hal ini skt tersebut dianggap dari semula

* Sudikno Menokusumo, op.eif,, hal 125,
% Sudikno Mertokusums, o ¢if., hal. 126
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tidak pernah ada, jadi tidak diperlukan tindakan apapun untuk membatalkan

akta/perjanjian tersebut, Karena dianggap dari semula akia tersehut tidak

permah ada maka tiada dasar vatuk saling menuntut di hadapan pihak yang
berwenang, jadi kebatalan tersebut tidak perlu diputuskan oleh hakim,

Namun bila tordapat sengkefa pada skta tersebwr maks kebatalan peru

diputuskan ofeh hakim dan sast batalnya berlaku surut.™

Namun bils Notaris berbuat salah mengenal isi akia karens informasi
vang salsh baik sengaia maupun tidak sengaijs dari pars pihak, maka hakim
kurang tepat uniuk membatalkan aktanya mengingat bahws Notaris pada
dasamys hanya mencatst apa yang dikemukakan para penghadap dan tidak
berwenang vstuk menyelidiki kebenaran materil isinya, sehingga kesalahan
tersebut fidak dapat dipertanggungjawabkan pada Notaris.

Menurut pasal 1388 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kesalahan
pembustan salinan akis oleh Notaris dapat mengakibatkan salinan tersebut
tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, oleh karena
kekuatan akta otentik terletak pada akta aslinya.

Pasal 1682 dan pasal 1171 Kitab Undang-Undang Hekum Perdats,
menentukan suaty akta Notaris menjadi prasyarat untuk seshnya suatu
perbuatan hukum dan tidak dipenuhi, misalnya pade hipotik dan hibah,
apabila tidak dibuat dalam skia Notaris maks isi dan akianya batal.

Dengan demikian bentuk pembatalan akta Notaris oleh Pengadilan
dapat berupa:

1.  Pembatalan tak mutlak gdrelatief), vang teriadi bila dintintekan oleh
orang-orang tertente dan hanyva berleke techadap orang-orang tertent
saja, yang dibedakan menjadi dua macam yakni:

g  Pembatalan stas kekuaten sendir, dimasa hskim dalam
keputusannya menyataken batal sebagaimana dinyatakan dalam
pasal 1446 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b. Pembatalan belaka oleh hakim, di mana hakim membatalkan,
karena perjanjian terbentuk secara paksa, adanya kekeliruan atan

# Sudikno Mertokusumo, op. ¢it, bal 126
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penipuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1449 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Pembatalan mutiak (absohte neitigheid) atau batal demi hukum, yang
terjadi bila perianyian diadakan dengan tidak mengindahkan cara vang
dikehendaki undang-undang secara mutlak, atauw Kausanys
bertentangan dengua kesasilagn atau ketestiban umum,

2,83, Kewenangan Hekim dalam membainikan Akia Notaris

Dalam pengertian schari-hari yang dimsaksud dengan bukti adalsh
segala sesuatu yang dapat dipergunekan untuk meyskinkan orang lain
tentang kebenaran suata pendapat kesdsan, dalil atau peristiwa. Menurut
pengertian il sefiap orang dapat menguiarskan alat-alat bukt untuk
membenarkan pendapainys dengan tiada pembatasan terhadsp alat-alst
bukil, stau dengan kata lain pembuktian dalem pengertian ini adaleh
pembuktian bebas dalam arti setiap orang dapat mengutarsken bukil.bukti
yang dianggapnys dapat memberi keyakinen orang lain tentang kehenaran
pendapatnya tanps adanya suatu pembaiasan terhadap alat-alat bukt yang
dipergunakan,

Menurut ilmu hukum yang dimsksud dengan buldi adslah keselurchan
alat yang teleh ditetapkan oleh undang-undang, yang dapat dipergunakan
untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil atae peristiwa yang
dikemukakan oleh pihak-pihuk berpekara di dalam suatu persengketaan di
depan pengadilan.

Pada dasarnya bukum acara perdata menganut bahwa inisiatif uniuk
mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang
bersengketa, Apabila ada svatu perkara pibak yang bersengketa yang
menentukan perkara tersebut mew diajukan ke pengadilan atau fidak, dan
apabila perkara it diajukan ke pengadilan, maka hakim wajib memeriksa
dan mengadilinya. Hakim tidak dapat menolak suatu perkara dengan alasan
tidak tuhu atew kurang jelas tentang hukumnya Dalam hal ini hekim
dianggap sudah mengetahyi peraturan-peraturan terfulis maupun yang tidak
tertulus. Hakim diwajibksn untuk menggali, memahami dan mengikuti
pilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,

Univeraiias Indonesix

Pembatalan Akta..., | Novant A, FH Ul, 2009



Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdats memberikan
pedoman dalam ha! pembagian beban pembuktian, Ditentukan bahwa
barang siapa mempunyal sesvatu bak atau guna membantah hak orang lain
menunjuk pada suatu peristiva, diwajibkan membukiikan adanya hak atan
peristiwa tersebut,

Dalam hal pembukiisn, apabils salah satu pihek diberi kewenangan
untuk membuktikan sesuatu bal dan temyata fidak dapat membuktikan
maka pihak yang tidak dapat membuktikan ito dikalahkan.

Dalam praktek, apabila ads suafu peristiwa yang menimbulkan
sesuatu hak, maka pihak yang menuntut hak itu harus membuktikannya,
sedangkan apabila terdapat suatu peristiwa yang menghapuskan hak maka
pihak yang menyangkal penghapusan bak itn yang harus membekiikannya.

Hakim merapakan pelakn inti yang secara fungsional melaksanaken
kekuasasn kehakiman, Delam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut
Bakim hamis memahami nang lingkup tugas dan kewenangannys
sebagaimana {elah diatur dalam perundang-undangan. Setelsbh memahami
tugas dsn kewsznsngsnnys seclenjutnya hakim harus berupsys secara
professional dalam menjelankan dan menvelessikan pekerjaannys.

Beberaps tugas hakim yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasean Kehakiman adalah:>®
a. Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial) diangaranya

adalah:

1) menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya;

2) mengadili menurnt hukum dengan tidak membedaken omng
{Pasal 3 ayat 1)

3}  membantu pars pencari keadilan dan berusaba sckeras-kerasiya
mengatasi segala hambatan dan rintangan demi lercapainya
pergdifan yang scderhans, cepat dan biaya ringan (Pasal $
myat 2);

* Bambang Sutiyosi, dan $ri Hastuti Puspilasari, Aspek-dspek Perkembangan Kekuasaon

Kehakiman di Indonesia, (Yogyakania: UL Press, 2005}, him, 125-126

Univorsitas tndonesta

Pembatalan Akta..., | Novant A, FH Ul, 2009



59

4)  ftidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu
perkars vang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak tshu
kurang jelas melainkan wajib memeriksa den mengadilinya
(Pasal 16 ayat 1}.

b. Tugas yaitu memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat
tentang soal-soal hukum kepada lembaga Negara lainnys apabila
diminta {(Pasal 27);

¢ Tugas akademis atav flmish dalam melaksanekan tugas pokoknys
yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memabami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarskat (Pasal 28
ayat 1),

Beberapa sarjana hukum ada yang berpendapat bahwa Notaris dalam
membuat akta tidak mungkin bisa disalahkan karena tugas Notaris itu hanya
sebagal sekretaris dari masyarakat vang menghendakinya. Notaris hanya
mengkonstatir alas apa yang terjadi apa yang diberikan kepadanya, apa yang
dilihat dan dialaminya saja dan mencatatnya dalam suatu akia.

Notaris berkewajiban untuk mengetahui peraturan vang berlaku di
Negara kita bahkan Iebih jauh peraturan yang beriske di Negare lain
(bersifit internasional). Notaris harus mnegetshui hukum zpa yang berlako
pada pars pihak yang meminta bantuannya untuk membuat akia.

Pembatalan yang diputuskan oleh scorang hakim atas suatu akta
Notaris dapat berbentuk batal demi hukumn atau dapat dibatatkan, Apabila
suatu akts Nofaris dibatalken oleh suatu puimsan hekim, dapat ditibat
terlebih dabulu ekibat yang timbul karenanya. Jika femyasta pembatalan
(baik yang dibstalkan maupun yang batal demi hukum) menimbulkan
kerugian bagi para pihak yang meminta bantuan Notaris dalam pembuatan
akta tersebut make notaris dapat di hukum untuk membayay ganti kerugian
tersebut (sepanjang kesalahan tersebut terletak pada Notarisnya).*
Keberadaan akta otentik hanys mungkin terwuiud apabifa;

* Mudofir Hadi, “Pembataten Isi Akia Nolaris dengan Putusan Hakim™, Varia Peradilan,

No. 72 (September 1991), hal 142,
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a. untuk perbuatan hukum tersebut Undang-Undang mewajibkan
dibuatnya dalam bentuk otentik;

b. adanya permintaan dan dikehendakinya oleh pihak-pihak yang
berkepentingan agar perbuatan hukum mercka itu dinyatakan datam
bentuk otentik.

Sustu akis otenfik yang dibust atas permintaan para pihsk yang
berkepentingan, apabila teriadi pelanggaran maupun penyimpangan dari is
akis terhadap ketentvan perundang-undangan, maka dapat menimbulkan
konsekuensi hukum batalnya jsi akta otentik tersebut.

Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan “suaty
persetujuan tanpa sebab yang telah dibuat karena sesnatn sebab yang palsu
atau terlarang tidak mempunyai kekvatan”. Berdasarkan Pasal tersebut dapat
diartikan bahwa sustu persetujuan yang dibuat dengan sebab-sebab palsu
maks dapat dimintakan pembatalan ataupun batal demi hukum, Dengan
batalnya suats perbustan hukum ite maks menjadikan tidsk mempunyai
akibat hukum, baik terhadap orang tertentu maupun terhadap semua pihak.

Scbagai suatu perianjian maka skia Notaris tunduk pada syarst-syarat
perianjian schagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata tentang syarst sahnya perjanjian, schagaibmans telah
disampaikan sebelumnya vaitu:

a.  syarat subjekiif, yeits adanya kata sepakst antara mereka yang
mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suaty perikatan;

b.  syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu dan suata sebab yang halal,
Adapun yang dimaksud dengan sesuaty schab vang halal dapat

disimpulkan dari Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata vaitu

“suahy sebab adalah terlaseng apebila dilarang oleh undang-undang atau

berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum™

Dari Pasal itu dapat disimpulkan vang dimaksud dengan sehab yang
halal adalah yang fidek dilsrang oleh undang-undang, serta tidak
bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Konsckuensi hukum atas terjadinya pelanggaran terhadap syarat
tersebut adalah:
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a.  pelanggaran stas syarat subjekiif menimbulkan kongekuensi hukum
bahwa perjanjian (Ersebut dapat dibatalkan;

b. pelanggaran atas syarat objektif menimbulkan konsekuensi hukum
bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum.

2.6. Pertimbangan Hukum yang mempeogarshi Pembatalan Akia
Pendirian Perseroan Terbatss oleh Pengadilan Negeri, dan Tanggung
Jawab Notaris terhadap batalaya Akta Pendirian Perseroan Terbatas
yang telah dibnatoya.

{Analisa kasus terhadap Putnsan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor:
139/Pdt.GI2007/PN.Chn.)

2.6.1. Kasns Posisi

Kasus ini berawal dengan didirkannys Persercan Terbatas PT
GOLDEN LOBSTER, berkedudukan di Bogor, berdasarks
Pendirian nomor 3 fertanggsl 22 Juni 2007, yang dibuat di hadapan R.
SJIARIEF BUDIMAN, Sajana Hukum, Nowaris di kota Depok,
{(selanjutnya PT GOLDEN LOBSTER, berkedudukan di Bogor disebut
PERSERCAN). Bahwa pendiian PERSEROAN adalah  sebagai
kelanjutan dari perjanjian kerjasama yang diteangkan dalam akia nomor 2
tertanggal 22 Juni 2007 yang dibuat dihadspan R. SJARIEF BUDIMAN,
Sarjana Hukum, Notaris di kote Depok, antara Tuan ANDI HARTAWAN
SARDITTO  {(PENGGUGAT I} den Tuan TEUKU ANWAR
DJOHANSYAH (TURUT TERGUGAT HI) deagan Tuan JOHANNES
WIDJAYA (TERGUGAT Iy dan Nyonva INEKE WIDJAYA
(TERGUGAT 1.

PERSEROAN telah memperoleh pengesahan dart Meriteri sebagai
badan hukum sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 27
Agustus 2007, nomor W8-02.484 HTOH101-TH. 2007 Bahwa
sebagaimana tenyata dari Anggaran Dasar PERSEROAN,
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a. Modal Dasar PERSERQAN adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,-
terbagi atss 10,000 saham, masing-masing bernifal nominal Rp,
1.000.000-

b. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan oleh para pendin
sebanyak 3.000 sabam atau sebesar Rp. 3.000.000.000.dan disetor
penuh dengan vang funai oleh:

{{). Tuan ANDI HARTAWAN SARDHTO (FENGGUGAT D,
sebanyak 900 saham, dengan nilai nominal atsu  sebesar

Ryp. $00.000.000,-

(ii). PT' Poutera Bersaudars Mulis, sebanysk 900  ssham

{PENGGUGAT II) , dengan nilai nominal atau sebesar

Rp. 800.000.000,

(@ii). Tuan JOHANNES WIIAYA , sebanyak 900 seham, dengan nilai
nominal atau sebesar Rp. 900.000.000,-

{iv}. Nyonya INEKE WIDJAYA, sebanyak 300 saham, dengan nilai
nominal atau ssbesar Rp. 300.000.000.-

Dalam jawaban atas gugatan, Tuan JOHANNES WHAYA
{TERGUGAT 1} dan Nyonya INEKE WIDJAYA (TERGUGAT 1D ,
selaku pendiri PERSERQOAN dan para pihak di dalam akia pendirian, vang
sekaligus jugs bertindsk schagai pemilik dan Pemepang Saham dalam
PERSEROCAN tersebut di atas, menyatakan behwa mereka membantah
telah menandatengani akts nomor 3 terfanggal 22 Juni 2007, yang dibuat
di hadapan R. SJARIEF BUDIMAN, Sarjana Huokumn, Notaris di kota
Depok, mengenai pendirian PERSEROAN; dan menystaken bahwa
Peniggugat I selaku pemilik dan pemegang 30% (tigapuluh persen) saham
dalam PERSEROAN atens senilai dengan Rp. 900.000.400,- dan
Penggugat 1, selako pemilik dan pemegang 30% (tigapuluh persen) saham
datam PERSEROAN atau senilai dengan Rp. 500.000.000,- tidak pernah
melakukan penyetorsn modal secara penuh ke dalam PERSEROAN;

Di dalam persidangan ferbukti  bahwa Pengguget 11 baru
melakukan penyetoran modal sebesar Rp. 225.000.000,- dan Penggugat 1
baru melakukan penyetoran modal sebesar Rp. 32.500.000,~ dari
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kewajiban  penyetoran  modalnya  masing-masing  sebesar  Rp.
900.000.000,-

Dalam gupatan Rekonpensi, Tergugat I dan Tergugat Il memochon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang wilayah kerjanya meliputi
tempat kedudukan PERSEROAN, uatuk menyatekan batal dan tidak
berkekuatan hukum terhadap Akta nomor 2 fertanggal 22 Juni 2007
tentang Perjanjian Kerjasama dan Akia nomor 3 tertanggal 22 Juni 2007
tentang Pendirian PERSEROAN berdasarkan pada dalil-dali] berikut:

i. Bahwa Tergugat { dan Tergugst I menyatakan bahwa mereka tidak
pernah menandatangani Alata nomor 3, tanggal 22 Juni 2007 tentang
Pendirian PERSEROAN, yang dibuat di hadapan R. SJIARIEF
BUDIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di kota Depok.

fi. fidsk dilakukennya penyetoran modal oleh Penggugat I dan
Penggugat I, scbagaimana  fertuang  di dalem  Akta
Pendirian/Anggaran Dasar Perseroan;

iti. tidak adamya Jagi biaya operasional untuk menjalankan
PERSEROAN. ;

Maielis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalem Putussanya
Nomor 139/P3t.G/2007/PN.Chp, mengabulkan gugatan rekonpensi
Tergugat 1 dan Terpgugat 11 dan menyatskan tidek mempunyai kekuatan
hukum mengikat Akta nomor 2 tertanggal 22 Juni 2007 tentang Perjanjian
Kerjasama dan Akta nomor 3 tertanggal 22 Juni 2007 tentang Pendirian
PERSEROAN. yang dibuat di hadapan R. SJIARIEF BUDIMAN, Sariana
Hukum, Notaris di kota Depok.

Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong di atas
telah dilakukan Banding, vang sampai pada saat disclesaikannya tulisan
ini masih dalam proses pemeriksaan di Tingkat Banding den belum ada
putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggt.

Sefain mengajukan gugatan rekonpensi di Pengadilan Negeri
Cibinong, Tuan Johanes Widiaya dan Nyonya Ineke Widjays selaku
Tergugat I dan Tergugat H pada perkara di afes, telah mengajukan laporan
kepada Majelis Pengawss Wilayah Notaris Jawa Barat terhadap R. Sjarief
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Budiman, SH, Notaris di Depok (Terlapor) dan telah memperoleh Putusan
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor 226/MPW-
Jabar/2008.

Putusan Majelis Pengawas Wilayah dalam tulisan ini merupakan
tambahan, karcna yang menjadi Pokok Permasalahan dalam wulisan ini
adalah mengenai Pembatalan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Namun
dari penelitian yang dilakukan, didapatkan data sekunder yang didapat
Pennlis dari Majelis Pengawas Pusat terkait dengan Putusan Pengadilan
Negeri Cibinong  139/PAGR2007/AN.Con, Oleh karenaoya uraian
mengenai Putusan Majelis Pengawas Pusat terscbut diuraikan hanys untuk
mengetahui tanggung jawab Notaris dan sanksi yang timbul darf Undang.
undang Jabatan Notaris,

Darl putusan Majelis Pengawas Wilayah Jawa Barat di alus,
diuraikan bahwa dari pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukas oleh
Maijclis Pengawas Wilaysh Jawa Barat, Terlapor terbukii:

1. Telah menjalankan jabatan dengan melangear Pasal 16 ayat (1) harufa
dan hurnf | Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu membacakan akia
dengan tanps dihadin oleh sakst dan Pasal 44 Undang-undang Jabatan
Notaris;

2. Melanggar ketentuan Pagal 3 Kode Eiik Notaris tentang kewa)iban
bertindak jujur, mandiri, dan tidsk berpihal, penuh rasa tanggueg
jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi Sumpah
Jabatan Notaris, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan
martabat Jabatan Notaris;

3. Melanggar ketentuan Pasal 4 Kode Etik Notaris tentang melakukan
perbuatan-perbuatan lain yaitu pelangparan terhadap Undang-undang
Jabatan Notaris isi Sumpah Jabatan;

4. Telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (8) Undang-undang Jabatan
Notaris tidak dibacakan akts secara sempurna (keseluruhan) tanpa
dinyatakan dalam penutup skta serta diparaf pada setiap halaman
sebagaimena dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) Undang-undang
Jabatan Notaris.
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Dalam Putusannya, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat
Nomor 2264PW labar/2008 memutuskan:
f. Mengusulkan diberikan sanksi berupa teguran keras dalam bentuk
foertulis;
2. Mengusutkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris agar Terlapor
diberikan sanksi skorsing 3 bulan.

Analiss Kasus

2,621, Pertimbangan Hokem yang mempengarvhi Pembatalan Akts

Pendirian Perseroan Terbatas eleh Pengadilan

Sesual dengan uraian di atas babhwa Penulis hanya akan maembahas
dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Cibinong terkait dengan Pokok
Permasalahan yang diangkat yaity mengenai pembatalan skta pendirian
perseroan terbatas olch pengadilan,

Pasal 7 avat (4} Undang-Undanp Perseroan Terbatas menyatakan
bahwes “Persercan mempercleh status badan hukum pade tanggal
diterbitkannys Keputusan Menteri mengenai badan hukum Perseroan”. %
Menteri menerbitkan Keputusan berdasarksn format isian dan keicrmngan
mengenal dokumen pemiukung yang ielah disampaikan kepada Memeri,
Dengan diterbitkannya Surat Keputusan, berarti segala persyarstan yang
dibutuhkan . oleh Menteri telah dipenuhi, dan dalam Undang-Undang
Perseroan Terhotas telsh ditegackan bahwe modal menjadi salah satu syarat
untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum.

Telah divraikan bohwa perjanjian tidak sah apabila dilakukan tidak
berdasarkan kescpakatan pihakepihak yang terlibat di dalam perjanjian,
semus perjanjien vang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang
bagi mercka yang membuatnya, dan suate perjanjian tidak dapat ditarik
kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atav karena alasan-alasan
yang oleh undang-nndang dinyatakan cukup untuk it, suatu perianjian
harus dilaksanakan dengan itikad baik.

 Jpid, Ps. 7 ayat (4)
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Pada kasus ini, yaitu gkta nomor 3, tanggal 22 Juni 2007 tentang
Pendirian PERSEROAN, vang dibuat di hadapen R, 8JARIEF BUDIMAN,
Sarjana Hukum, Notaris di kota Depok, ielah dinvatakan oleh Majelis
Hakim dalam putusannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

Pertimbangan hukum yang dijedikan dasar oleh Majslis Hakim adalah
ketentuan yang ierdapat pada Pasal 48 Undang-Undang Perseroan Terbatas,
vang s¢luruhnya berbunyi sebagai berikut:

{1). Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya;

(2). Persyaratan kepemilikan saharn dapat ditetepkan dalam anpgaran
dasar dengan memperhatikan persyaraten yang ditetapkan olch
instansi yang berwenang sesuai dengan ketentusn peraturan
perundang-undangan;

{3). Dalam hal persyarstan kepemilikan saham sebagaimana dimaksed
pada ayat (2) telsh ditetapkan dan tidak dipenubi, pihak yang
memperolel kepemilikan saham tersebut tidak dupat menjadanken hak
selnku Pemegang Seham, dan saham ferscbut tidek diperhitungksn
dalam kourum yang harus dicapai sesuai dengan ketentusn Undang-
Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.”!

Dengan tidak disclorkannya meodal PT Putera dan Tuan ANDI
sebagaimana tertuang di dalam anggaran dasar PERSEROAN, maka pendiri
vang tidak melakukan penyetoran tersebut tidak berhak mendapatkan hak-
hak yang melekat pads saham tersebut.

Pasal 52 Undang-Undang Perseroan Terbsatas menyatakan bahwa:

Sabam memberikan hek kepada pemiliknya untuk:

& menghadivi dan mengeloarkan suara delam Rapat Umum Pemegang
Saham;

b.  menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaaan hasil lkuidasi;

¢.  menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang™.
Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 48 dan 52 Undang-Undang

Perseroan Terbatas, maka PT Puters dan Tuan ANDI, fidak berhek
menjalankan haknya schagai Pemegang Saham dalam PERSEROAN.
Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menitikberatkan pada
belum disetor secara penub modal PERSERQAN oleh PT, Putera dan Tuan
ANDI, sebagaimane dimaksud dalam Anggeran Dasar PERSEROAN, dan

& 1bid, Pe. 48
# tbid,, Py, 3% ayat (1),
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oleh kargnanya Akta Pendirian nomor 3 tanggal 22 Juni 2007 vang dibuat
dihadapan R, SJIARIEF BUDIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di kot
Depok, mengandung cacat hukum karenanys menurat Mejelis Hakim, akua
tersebhut adalah mervpakan akta vang tidak sah dan tidak mempunyal
kekuatan hukom mengikat,

Mengenai hal ini, Penulis berpendapat bahwa mengenai bukti sctor
modal sangat berkaitan dengan tafa cara pengajuan pengesahan badan
hukum yang diatur dalam Pemturan Menteri di atss. Peratoran Menteri
fersebut antara lnin mengatur bahwa:

bukti setor maocdal Perseroan berupa slip sctoren atan keterangan bank

atas nama Perseroan ataw rekening bersams atas nama para

pendiri atan pemnyatean telah menyetor modal Perseroan yang

ditandatangani oleh semua angpota Direksi bersama-sama semua
pendin serta semua anggotn Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran

modal dalam bentuk vang

Sosialisasi terhadap ist dari Peraturan Menteri ini terkait erat dengan
fungsi dan peranan Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas, yaitu
bahwa peranan Notaris adatah:

1. menampung semua kehendak dari para pihak termasuk di dalamnya
perjanjian-perjanfian yang disjukan oleh masing-masing pihak yang
hendak melakukan keriasaens;

2. memberikan advis den penyuiuhsn hukum kepada pama pihek
mengenat langkah-langkah yang harus dilempuh oleb para pihak
dalam pendirian perseroan terbatas.

Sehingpa berdasarkan fungsi dan peranan Nofaris di atas, sudah
selayaknya Notarls menerangkan bahwa demi keamanan dan kepentingsn
kedua belah pihsk, diharapkan agar para pendiri memberikan bukti sstor
maodal Perseroan berupa slip sctoran ke dalam rekening Perseroan dari bank
tertentu, Hal di atas mengace kepada ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-
Undang Persercan Terbatas yang menentukan bahwa modal ditempatkan
dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Ketegasan sikap Notaris dalam menentukan syarat bukti setor yang
dikehendaki yaitu berupa bukti setor modal Perseroan berupa slip setoran ke
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dalam rekening Perseroan pada bank tertenty tidak menyalahi peraturan,
karena meskipun terdapat alternatif cara penyetoran modal lain yang
terdapat di dalam Peraturan Menteri. Notaris dapat menyampaikan hahwa
ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang mempunyai kekuatan
berlaku lehih finggi dibanding dengan Peraturan Menteri, sehingga lebih
baik dan pasti apabila bukti penyetoran modal berupa slip setoran ke dalam
rekening Perseroan daripada menggunakan surat pernyataan telab menyetor
modal Persercan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-
sama semua peadiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam perstoran Menteri di atag, dinyatskan secam fepas dalam
Pasal 2 hahwa pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perseroan
dilakukan oleb Notaris scbagai kuasa dari pendiri. Dari ketentuan ini,
terfihat tanggung jawab Notaris agar pendirian perseroan terbatas memenuhi
peraturan  yang berlaku sehingga dapat memperoleh pengesahan dari
Menteri. Pengesahan ini mempakan saat diperolechnya status badan hukum
Indonesia dan pendiriannya telah memenuhi peraturan yang berlaku,

Mengenai bukii setor modal, diatur dalam Peraturan Menteri Pasal 7
bahwa bukti setor modal merupakan salsh sate dokumen pendukung bagi
pengesshan badan hukum persercan yang dapat berupa slip setoran atau
keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para
pendiri  atau pernyataan felah menyetor modal Persercan  yang
ditandatangani oleh semua angpots Direksi bersama-sama semun pendiri
serta semua anggota Dewan Komisaris P erseroan, jika setoran modal dalam
bentuk uang.

Bahwa terbukti dalam persidangan, PT. Putera dan Tuan ANDI tidak
menyetorkan modalnya secara pennh ke PERSERCAN, akan letapi
PERSEROAN telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum, berarti
secara nyata, Notaris telah melampitkan seluruh dokumen pendukung
sebagai persysratan disahkannya PERSEROAN sebagai badan hukum
termasuk diantaranys bukd setor modal ke dalam Perseroan.

Peraturan Menteri tersebut pada prinsiprnya hendak mempermudah
dan memperlancar semua pthak yang ingin berussha, akan tetapi pada
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prakieknya, peraturan tersebut banyak disalahgunakan, padahal dikemudian
hari apabila terbukli tidak dipenvhinya kewajiban penyetoran dapat
merugikan para pibak yang terkait sendiri.

Selain hal di atas, akta Notaris sebagai produk dari Pejabat Publik,
maka penilaian terhadag akia Notaris harus dilskukan dengan asas praduga
sah (Vermoeder: van Rechtmatigheid) atan Presumptio hustae Cousa. Asas
ini dapat dipergunakan untuk menilai akia Notaris, yaitin akia Notaris harus
dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta terscbut tidak sah.
Untuk menyatakan atan menilai akta Notaris tersebut tidak sah harus dengan
gugntan ke pengedilan umum. Selama dan sepanjang gugstan berjalen
sampai dengan ads keputusan pengadilan yang mempunyai kekoatan hukm
tetap, maka akfa Notaris tetap ssh dan mengikat para pihak ateu siapa saja
yang berkepentingsn dengan akta tersebut.

Dalam gugatan untuk menyatakan akta Notaris terscbut tidak sah,
maka harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lehirish, formal dan
materiil akta Notaris,

Berdasarkan Pasal 1869 Kitsb Undang-Undang Hukuwm Perdats
tersebut terdapat bebevapa beberaps cacat yang dapat menurunkan derajat
dan bentuk akta otentik menjadi akta di bawah tangan yaitu:

1. Akta dibuat oleh Pejabat yang Tidak berwenang maka:
a.  akiatersebut tidak dapat diperfukukan sebagai akia otentik;
b, fetapi hanya kembali sehagei akia di bawsh tangan dengan
syarat apsbila para pihak menandatanganinya.
2. Bentuknya Cacat

a.  akia tersebut tidak dapat diperiakokan schagaf akta ofentik;

b, tetapi hanys kembali sebagai skia di bawsh tangan dengen
svarat apabila para pihak menandatanganinya.
Maksud dari cacat bentuknya adalah apabila pembuatan akta it,
tidak memenuhi syarat formil dsp materiil. Mengenal skta
otentik yang dianggap cacat bentuknya, antara lain disebabkan
olch hal-hal sebagai berikut:
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i. Pembuatan akta tidak dilakukan di hadapan pejabat
vang bersangktan;

il. Pembustan akia fidsk di hadinl dua orang saksi atau
saksi yang badir hanya setu orang raupun sama
sekali tidak dihadiri saksi; Atau saksi vang hadir
terdiri dari keluarga sedarah atsu semenda dari notaris
atau para penghadap;

iti. Akia tidak menyebut secara lengkap identitas notaris
{pgjabat) ate para pibak maupun identitas para saksi;

iv.  di dalamnys tidak tercantum, tempat, her, bulan, dan
tahun akta;

¥.  Hal lain yang menjadikan bentuk akta cacat, apabila
tidak ditanda tangani serma plhak

Jiks dalam pembunatan akta otentik, Notaris terssbut berwenang untuk
membuat skia sesusi dengan keinginan para pibak, dan secara lahidah,
formal, dan materiil telab sesual dengan aturan hukun fentang pembuatan
akts otentik; maka akta otentik vang dibuat oleh Notaris tersebut harus
dianggap sah.

Dar putusan yang ada, menwrut Penulis bahwa unsur-unswr dalam
Pasal 1869 Kitsb Undang-Undang Hukum Perdats telah terpenuhi den
pertimbangan Majelis Hakim yesg membatalkan atau tidak mempunyai
kekuatan hukum yang dibuat oleh Notari¢ atas Akta Pendiran Perseroun
Terbatas adalah suatu petusen dengan pertimbangan yang kurang tepat,

Penulis berpendapa babhws dengan ielah disabkannya Akta Pendirian
Perseroan Terbatas oleh Menteri Hokum dan Hak Asasi Manusia, maka
scluruh prosedar telsh dijalankan oleh Notaris sesuai dengan persturan
perundangan yeng ada. Bahwa mengenai pernyataan seior muoxdal harusnya
disikapi oleh Majelis Hakim dengan memberikan pertimabangan dan
putusannya berupa perinteh agsr Penggugat I dan Penggugat IF untuk
membayar dan menyetor penvh seluruh kewsjibannya sesuai dengan yang

®) 04, Yahya Harahap, ap.cit. hal, 583
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tercantum  dalam  akta pendirian perseroan terbatas, bukan dengan
membatalkan akia pendiriannya.

Atas putusan ini, Penulis berpendapat bahwa jika dikemudian hari
putusan ini tetap dimepangkan atau dikuatkan, maka akan terjadi
ketidakpastian hukum dalam setiap pendirian persercan terbstas, Bahwa
atas putusan ini, periu dilakukan eksaminas potusan. Secars umum yang
dimaksud eksaminasi adalzh menguii kemball putusan hakim dengan
melihat 51 atun maferi dari putusan tersebut. Melshii eksaminasi,
masyarakat bisa mengetshui dasar pertimbangan seorang hakim dalam
mengambil petusannya. Dari situ, bisa dinilai pula apaksh putusan hakim
terschut diambil dengan cara-cara yang semestinya atau malah sarat dengan
nuansa kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dan tidak bendasar pada
pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat.

2.6,2.2. Tangpung Jawab Notaris terhadap bataloya Akis Pendirian

Perseroan Terbatas yang telah dibnatnya

Akta Pendirian Perseroan Terbatas merupakan akta parti), Akia
Pendirian Perseroan Terbatas berisikan suatu keterangan dari apa vang
teriadi karena perbustan yang dilakuken olch pars pendint di hadapan
Notaris, artinya yang diterangkan atsu diceritakan oleh para pendiri kepada
Notaris dalam menjalankan jabstoanya dan untuk keperluan mana para
pendiri itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan
itu atau melakukan perbuatan itw di hadapan Notaris, agar keterangan atau
perbnatan ito dikonstatic oleh Notadds di dalam Akta Pendirian Perseroan
Terbatas,

Penandstanganan di dalam ska partij merupaksn suatp keharusan
bagi otentisitas dari akia, apabila para pihak tidak menandatanganinya maka
akta kehilangan keotentisitasanuya, sehingga apabila terdapat pihak vang
tidak dapat menandatangani akis maka di dalam akia harus ditersngkan apa
yang menjadi alnsan tidak ditendstanganinys elda itu oleh pihsk yang
bersangkutas, sebagai contoh salah satu pihak tanpan kanannya sskit, maka
ketersngan mengenai sakitnya tangan sslah saty pihak yang mengakibatkan
pihak tersebut tidak dapat menandatsngani akta hams dicantumkan oleh
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Notaris di dalam akta. Keterangan ini berlaku sebagai pengganti tanda
tangan atau surrogaat tanda tangan®™.

Kebenaran isi dari akta partij dapat digugat isinya dengan jalan
menyatakan bahwa keterangan dari pihak yang bersangkutan dalam akta
merupakan keterangan yang tidak benar.

Berdasarkan keterangan di atas, penandatanganan Akta Pendirian
PERSEROAN adalah harus dilakukan, sedangkan pada Akta nomor 3,
tanggal 22 Juni 2007 tentang Pendirian PERSEROAN, yang dibuat di
hadapan R. SJARIEF BUDIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di kota Depok,
Tuan JOHAN dan Nyonya INEKE tersebut selaku pendiri PERSEROAN
membantah bahwa mereka pernzh menandatangani Akta nomor 3, tanggal
22 Juni 2007 tentang Pendirian PERSEROAN, yang dibuat di hadapan R.
SJARIEF BUDIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di kota Depok tersebut.

Pada kasus ini yang menjadi pertimbangan hakim dalam membatalkan
Akta Pendirian Perseroan yaitu karena tidak dilakukannya penyetoran
modal secara penuh ke dalam Perseroan, bukan mengenai tidak dilakukan
penandatanganan akta oleh beberapa pihak.

Namun apsbila hakim dalam pengadilan mempertimbangkan
mengenai bantahan dari Tuan JOHAN dan Nyonya INEKE tersebut yang
menyatakan tidak pernah menandatangani Akta Pendirian Perseroan, dan
hal ini kemudian terbukti di persidangan, maka nyatalah bahwa memang
Notaris telah melalaikan kewajiban dan telah melakukan pelanggaran
terhadap larangan yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-
undangan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris, yaitu: akta tidak
ditandatangani oleh semua pihak.

Dengan tidak ditandatangani akta oleh semua pihak, maka akta yang
dibuat di hadapan Notaris bentuknya menjadi cacat. Maksud dari cacat
bentuknya adalah apabila pembuatan akta itu, tidak memenuhi syarat formil
dan materiil. Sechingga berdasarkan ketentuan Pasal 1868 dan 1867 Kitab

# G.H.S. Lumban Tobing, Perahoan Jabatan Notaris, fec.cit., hal. 52.
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Undang-Undang Hukum Perdata, suatu akta otentik yang dianggap cacat

bentuknya, antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

i.  Pembuatan akta tidak dilakukan di hadapan pejabat yang
bersangkutan,

ii. Pembuatan akta tidak di hadiri dua orang saksi atau saksi yang hadir
hanya  satu orang maupun sama sekali tidak dihadin saksi; Atau
saksi yang hadir terdiri dari keluarga sedarah ataw semenda dari
notaris atau para penghadap;

iii. Akta tidak menyebut secara lengkap identitas notaris (pejabat) atau
para pihak maupun identitas para saksi;

iv.  di dalamnya tidak tercantum, tempat, hari, bulan, dan tahun akta;

v. Hal lain yang menjadikan bentuk akta cacat, apabila tidak ditanda
tangani semua pihak.

Dikarenakan Akta Pendirian PERSEROAN tersebut tidak
ditandatangani oleh semua pihak, maka Akta Pendirian PERSEROAN:

a. tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik;

b. tetapi berlaku hanya sebagai akta di bawah tangan dengan syarat
apabila para pihak menandatanganinya dan mengakui bahwa benar
yang bersangkutan telah menandatangani dan tanda tangan tersebut
adalah benar tanda tangannya.

Pada kasus ini, para pendiri yaitu Tuan JOHAN dan Nyonya INEKE
tersebut telah menyampaikan bantahannya bahwa yang bersangkutan tidak
ikut serta menandatangani Akta Pendirian PERSEROAN, sehingga hal ini
mengakibatkan Akta Pendirian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat bagi para pihak, dan tidak dapat dikatagorikan sebagai
akta otentik maupun akta di bawah tangan, karena Tuan JOHAN dan
Nyonya INEKE tersebut tidak ikut menandatanpani Akta Pendirian
PERSEROAN.

Apabila tegadi hal sebagaimana terdapat pada kasus ini, maka
pertanggung jawaban Notaris, selaku pejabat yang mengkonstatir kehendak
para pihak harus dimintakan, karena beberapa hal yaitu:
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Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris tidak melaksanskan syarat
otentisitas skta yang harus dipenuhi, yaitu tidak membacakan akia di
hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang
saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan
Notaris;

tidak bertindak jujur, seksama, mandin, tidak berpthak, dan menjaga
kepentingan pibak yang terkait dalam perbuatan hukum;

tidak memberikan pelayanan hukum kepada Idien/masysrakat yang
memerfukannya dengan sebaik-baiknya,

fidak memberikan penyuluhan hukum agsr masyarkat menyadari hak
dan kewaiibannya sebegai warga negara dan sebagal masyarakat,
Pertangpungiawaban atas hal-hal di atas harus dimintakan mengingat
perbuaten yang telah dilakukan oleh Notaris telah merugikan
masyarakat khususnya para penghadap di dalam Akta Pendirian
Perseroan, merugikan nama baik dan citra Notaris, serta menimbulkan
ketidakpercayaan masyarakat terhedap Notaris dan Akia Notaris
sebagni akia otentik.

Pertanggungiswaban Notaris terhadap Akta Pendirian PERSEROAN

yang telah dibatalkan tersebut dapat berupa:

a.

b.

Notaris mendapat sanksi berupa teguran keras dalam bentuk tertulis;
Notaris mendapat sanksi berupa skorsing selama 3 (tiga) bulan untuk
tidak menjalankan jabatareiya schagai Notaris;

Membatalkan Akia Pendirian PERSEROAN yans telsh dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan bukinn mengikat oleh Pengadilan Negeri;
Membayar biaya, ganti rugi dan bunga {apabila para pendiri yang
merass dirugikan dengan adanya Akia Pendirian PERSEROAN
mengajukan tuntutan ganti rugi, dan tuntutan tersebut dikabulkan oleh
Pengadilan).
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BAB 3
PENUTUP

3.1 Kesimpuian

i,

Pertimbangan hukum yang mempengaruhi dibatslkannys Akia
Pendirian PERSEROAN oleh Penpadilan adalsh fidak disetorkan
secars penuh modal PERSEROAN oleh PT. Putera dan Toan ANDI,
sebagaimana dimaksud delam Angperan Dasar PERSEROAN, dan
oleh karenanys Akte Pendirian nomor 3 tanggal 22 Juni 2007 yang
dibuat dihadapan R, SJARIEF BUDIMAN, Sarjana Hukum, Notaris
di kota Depok, mengandung cacat hukum karenanya menurut Mejelis
Hakim, akia tersebut adalah merupakan akta yang tidak sah dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Meskipun kenyataannya PERSEROAN telah disabkan sebagai badan
hukum oleh Menteri, akan tetapi dikarenakan kemudian diketahui
bahwa terdapat pendiri’Pemegang Saham yang tidak menyetorkan
modal yang menjadi bagiennya sesuai dengan pernyataan yang
dibuatnya, maka hal ini tetap menjadi pertimbangan bagi hakim untuk
membatalkan Ak Pendirian PERSEROAN.

Tanggung jawab Notaris tidak ferlepas dari peranan Notaris dalam

pendirian Persercan Terbatas, yaitw:

8.  menampung semua keheadsk dari pera pihak termasuk di
dalampya perjanjisn-perjaniian yang diajukan oleh masing-
masing pihak vang hendak melakukan kerjasama selams
kehendak tcrscbut sesuai dan tidak berientangan dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b, memberikan advis dan penyulohan hukum kepada para pihak
mengenn langkah-langkah yang harus ditempuh oleh para pihak
dalam pendirian perseroan terbatas.

Tanggung jawab Notaris apabila Akta Pendirian Perseroan Terbatas
vang dibuatnya dibatalkan oleh Pengadilan hanya dapat diberikan
jika secara nyata dan terbukii bahwa Notaris telah melanggar
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kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan

Notaris, yang sanksinya dapat berupa:

a. Notaris mendapat sanksi berupa teguran keras dalam bentuk
tertulis;

b, NWotaris mendapat sanksi berupa skorsing untuk idak menjalan-
kan jabatannyz scbagal Notaris;

¢. Membatalkan Akta Pendirian PERSEROAN vang telah
dinyatskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh
Pengadilan Negery

d. Membayar biaya, ganti rugi dao bunga apabila para pendird
yang merasa dirugikan dengan adanya Akia Pendirian
PERSEROAN menpaiukan funtutan ganti rupi, dan funtutan,

32 Sarun
Peluang teradinya pembamalan akia Notaris tentang pendirian
Persercan Terbates pada kasus yang dijadikan penelitian dalam tulisen ini
dikarenakan adanya peraturan mengenai bukfi setor modal, scbagaimana 1
distur dalam Pasal 7 Peraturan Menterd Hukum dan Hak Asssi Manusie B v
Republik Indonesia Nomor: M-01-HT.01-16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persefujuan
Perubshan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan,
Bahwa dari ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri di atas, bukti setor
modal merupakan salab sztu dokumen pendukung vang wajib dilampirkan
dalam rangka memperoleh pengesshan sebagal badan hukum Perseroan.
Bukti setor modal tersebut dapat berupa slip setoran atau keterangan bank
atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau
permyataan tclah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua
angpota Diveksi bersama-sama semus pendiri serta semua angpota Dewan
Komigaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang.
Dengan  dimungkinkan oleh Peraturan Menteri di atas untuk
memberiken bukti setor modal berupa Surat Pernyataan Setor Modal yang
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ditandatangani oleh Pemegang Saham bersama-sama dengan semua anggota
Direksi dan  anggota Dewan Komisaris Perseroan, maka pads
pelaksanaannya terdapat beberapa pihak yang menyalabgunakan alternatif
tersebut, yaitw tidak dilakukan penyetoran modal ke dalam rekening
Perseroan meskipun semyua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perserosn telsh menystakannya di dalam Surat Pemnyatazn Setor Modal.

Rerdasarkas hal twersebut, maka Penulis menyarankan demi untuk
kepastian  hukum, dan mengurangi kemungkinan dibatatkannya Akia
Pendivian Persercan Terbatas yang discbabkan oleh tidak dilakukannya
penyetoran modal ke dalem Persercan, maka Peraturen Menteri mengenai
ketentusn Surat Pernvataan Setor Modal di atas hendaknya diatur sama
dengan ketentuan yang terdapal di dalam Undang-Undang Perscroan
Terbatas yaitu modal ditempatkan dan disctor penuh dibukiikan dengan
bukii penyetoran yang sah yaitu bukti setoran Pemegang Saham ke dalam
rekening bank atas narpa Perseroan.

Atas putusan Pengadilan  Negeri Cibinong Nomer 139
PAGR00T/PN.Con perlu dilakukan eksaminasi putusan untuk menguii
kembali putusan hakim dengae melihat isi atau mater] dari putusan tersebut,
Melalui ekeaminasi, bisa diketahui dasar pertimbangan seorang hakim
dalam mengambil putusannya. Dari situ, bisa dinilai pula spakah putusan
hakim tersebut diambil dengan cara-cara yang semestinya atau malah sarat
dengan nuansa kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dan tidak berdasar
pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat.
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PUTUSAHN
Morn D 1I39PHLGIRONTIFN.Ch.

DEMI HEADILAN BERDALARKAN KETUHANAM YANG BAHA 134

| jf Fengadian Negerl Ulbinong yang mengadili perkara-perkara perdata peda
pdlian tngkat pertama telah menjaiuhkan putusan dalem perkara antara parz

' %zak s&:&gai beriud :

1. TUAN ANDI HARTAWAN SARDJITO, beratamat di Jalan Sumbawa Mo,
3 RU 0047004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatsn Menteng, Jakars
Pusat, dalern hal ini bedingak uniuk difl sendii da salaku [ l-Tedptes
ssham seda Komisars PT, GOLDEN LOBSTER, salanjutrva disshut
PENGGUCAT | ; g

o

PT. PUTERA BERSAUDARA MULIA, herkedudukan di Jakars, defam
hal meiakukan Ferbuatan Hukum inl diwekili oleh TUAN TOMMY
DJGHAN selaku Direktur Utama, beralamat di Jslen Karang Asem
Utara Blok ©5 No. & Rt 007/002, Kelumbhan Kuningan Timur,
Kecamatan Seliabudi Jakarta Selatan, selaku Pémegang Sehany PT.
GOLDEN LOBRT ER, selanjulnya disehut FENGSUGAT H |

Daiam hal inl Réduanya dhvakiii olsh kuasenya : 1. DR, Gagan Prawire
Subariah, 8H., 2. R. Wewan Damawan, SH.M Hum. 3. Darden
Kusdasxi; Skl 4. Toni Sopiyan, SH., Advoka: dan Penpasebat Hukum
pads Kantor Allorozy at Law, Privale Investigation, Seaurily Advisar amd
Caomerale intelligenc “CAGAN PRAWIRA & FARTNERS, berslame
di Jatan Cibeunying Petmal Raya No. 38 Baadung Jawa Barat dan
Puszt Perkanmtorgn Asosiast Jalan TR, Sueb Kaviing 128 — 14 Serang

Banton, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, fertanggal 12 Nepember
2007,

. AW AN

1. TUAN .}OH&NNES. WIDJAYA, beratamat di Kampung Kandang, Rt
0105, Kelurahan Cogreg, Kecamalan Parmung, Kabupalen Boger,

seiaku ;;arhe.gazzg saharn PT, GOLDEN LOBSTER, selanjulnya disebul

TERGUGAT !,

2. NYONYA INEKE WIDJAYA, beralamas di Villa Dagoe Blok C-9 Mo. 1, RL.
03/20, Kelurshan Benda Baru, Kesamatan Parulang Tangerang,
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selaku pemegang saham PT, GOLDEN LOBSTER, selanjuinya disebut
TERGUGAT U ;

PT. GOLDEN LOBSTER, beralarat di Rukan Serpong Town Square
{Setos) Blok B8-1, No. 8§, Jalan MH. Thamrin Km. 7 Cipondoh
Tangerang, selanjuinya disebut TERGUGAT 11 ;

H. SJARIEF BUDIMAN, SH,, Notaris, beralamat di Jaian Tule lskandar
Komnplek Lembsh Griya Depok, Blok B-1 No, 1 Kota Demk selanjutnya
disebut TURUY TERGUGATI ; .

8. BAFSY DAMAYANTHI YURISTIA, SH., Notatis dan Peisbat Pembumst

Akla Tanah, teralamat di Jalan Kisamaun No. 181, Kota Tangerang,
selanjuinya disebut TURUT TERGUGAT I ;

8.  TUAN TEUKU ANWAR OJCHANSYAH, herslamat di Jalan Karang

Asem Utasa Blok €5, No. 3, Rt B07/002, Kelurahan Kimningan Timur,
Kecamatan Sefiabudi, Jakarda Selatan, selanjulnya disebut TURUT
TERGUGAT il 3

7. PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk, Sentra Keadi Kisgil IMelawai
Raya, beraloniat di Jalan Melawai Raya No. 1, Kebayoran Barg Jakacts
Selatan, selanjuinya disebut TURUT TERGUGAT 1V ;

8 SUWAND; SURYA, beralamal di Banjar Wijayz A. 207928 L 0811,
Kelurshan Paris Palariad Indah Cipondoh Tangerang, sslanjuinya
disebut TURUT TERGUGAT V ¢

- 8, FX. THEYURO WIRATA, beralamat di Karang Anvar Jetan & GG |
No, 3 RL 012/003, Kelurahan Karang Anyar, Kecamalan Sawieh Besar
Jakaria Pusat, selanjulnya disebul TURUT TERGUGAT V! ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara |

Setelah menealiti surat-surat bukil yeng diajukan dipersidangan ;
‘Setolah mendengar irzet@:éngan saksi-saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak ;
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TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat tefah mengajukan Gugatan tertangga
jopember 2007 yang didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Neged
diong No. 139/PdLG2007/PN.Cbn., pada tanggal 16 Nopember 2007 yang pada
3 oknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2007, Para Penggugat dengan "!'e;’rgugat I dan
Tergugat Il telah mendirkan perseroan dengan nama PT. Golden Lobster,
herkadudukan i Bogor, sebagaimana tertuang dalarm Alta No. 3 yang gibuat
cleh dan dihadapan Turut Tergugat | Notars di Kota Depok ;

Bahwa sebelum didirkan pemsahaan sebagaimana dimaksud point 1,
Tergugat | adalah selaku persera tiam dengan jiabatan Komisaris GV, Exolica
Aquarnumn, sedangkan Tergugat Il adalah selaku perserc pengurus dengan
jabatan sebagat Direkiur dan] karenanya unluk dzn atas nama perseroan
koemanditer OV. Exofica Aquarium yang didickan berdasarkan Akle Nomor 8§
tanggal 20 Desember tahun 2000 dibuat oleh dan dihadapan Aris Hondrawan
Halim, SH. Notaris df Jakerta;

Bahwa CV. Exolica Aquarium selaku badan hokum bergerak dalam usaha
budidaya ikan alr tawarflobster dan ikan hias, dengan memiliki asset

a. Bideng-bidang tanahi hak milik yang semuanva terdaflar atas namaz
:ergugat i ?mletaf( di Oesa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten
Bogor, Provinst Jawa Baral vang divraikan dalam ¢

- Sertifikat Hak Milik Nemor 208/Tlesa Cogregy, gambar siuasi Nomor
3729/1987 tanggal 21 Maret 1997 seluas 1,808 M2 |

- Serfifikat Mak Mitkk Nomaor 208/Desa Cogreg, gambar situasi Nomer
372811007 tanggal 21 Maret 1997 seluas 860 M2 ;

- Serfifikat Hak Mifik Nomor 210/Desa Cogreyg, gambar situasi Nomor
37271997 tanggat 21 Maret 1897 seluas 2,600 M2 ;

. Selifikat Hak Miiik Nomor 211/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor
372611007 tanggal 21 Maret 1897 seluas 1,945 M2,

~  Sarifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor
372411997 tanggal 21 Maret 1997 seluas 2.270 M2 ;

- Serifikat Hak Milik Nomor 243/Desa Cogreg, Sural Ukur Nomor
"50/Cogreq/1988 tanggal 14 Agustus 1998 sewas 3,745 M2 )
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- Serdifikal pak Mifik Momor Z58/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor
| 64/Cogreq/1998 tanggal 29 Desember 1998 seluas 760 M2 :

~  Sertifikat Hak Milik Nomor 273Desa Cogreg, Swral Ukur Nomor
88/Cogreg/199¢ tanggal 18 Oklober 1899 seluas 1.543 M2,

- Serifikal Hak Miik Nomor 275/Desa Cogreg, Sural Ukur Nomor
B8/Cogrea/1909 langgal 19 Oiktober 1999 seluas 1,330 M2,

«  Sertifikat Hak Mk Nomor 275/Desa Cogreg, Swat Ukur- Nomor
B7iConreg/ 1589 tangyal 19 Ckloher 1948 seluas 2.800 M2,

- Serlifkat Hak Milik Homor 352/Desa Cogreg, Swurat Ukur Nomor
169/Cogragi2002 tanggal 02 Aprl 2002 seluas 2.524 M2 ;

- Bedifikat Hak Milik Nomor 184/Desa Cogreg, sefuas 1,205 M2 ;
~  Serifikat Hak Milik Nomeor 188/Desa Cograg, seluas 870 MZ ;

- Sertifikat Hak Millk Nomor 189/Desa Cogreg, seluas 2.070 M2 ;
- Serifikat Hak Mifik Nomor 186/Desa Gogreq, seluas 1.225 82,

b.  Bangunan-bangunan yvang didinkan ¢i atas tanah sebagaimana diuraikan
diatas yaitu berupa ©

Bangunar-bangunan rumah tinggal untok karyawars ;

Bangmzan Kantor 2 {dua) lantal ;

- 1 {s8lu) unit gazebo ype B,

- 2 {dua} unii gazebo type C ;

- Baﬁgw&an Mass |

«  Bangunan mushola ;

- Gudang seluas 2,000 (dua ribu) mster pesegh ;

- &iat~;§§at,uﬁiul{ oparasionat farmn dan nventaris kantor ;

4, Bahwa Tergugat | sefain mempunyal asset-aset sebagaimana diuraikan diatas,
felah pula mempunyai hutang kepada |

a. Turat Tergugal 1V, sehesar RHp. ’2,69&{]{30.{}00,» (Sala milyar enam raius'
juta rupiah}, dengan jaminan |

- Sedifikal Hak Miik Nemor 208/Desa Cogreg, gambar situast Nomor
372871987 tanggal 21 Marat 1987 selues 1,{:’;05 M2 ;
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- Serlifikal Hak Milik Nomor 209/Desa Cogreg, gambar sitluasi Nomor
3728/1897 tanggal 21 Maret 1087 seluas 880 M2 ;

- Sedifikat Hak Milik Nomor 210/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor
37271997 tanggal 21 Maret 1897 seluas 2.800 M2 ;

Sertifikel Hak Mikk Nomer 211/Desa Coyreg, gambar situasi Nomor
JTAGMSYY tangyal 21 Maret 1897 seluas 1,845 M2 :

- Berlifikat Hak Milik Nomor 258/Desa Cogreg, Serat Ukur Nomor
84/Cogreg/1998 tanggal 28 Desember 1338 seluas 760 M2 ;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 275/Desa Cogreg, Sural Ukur Nomor
88 Cogregf1999 tanggal 19 Oktober 1996 seluas 1,330 M2 ;

b. Pihak Keliga sebesar Rp. 1.400.000.000,- {Satu milyar grnpat ratus juta
rupiany ;
> :

Bahwa dalam kondisi kesulitan keuangan karena tedilil hutang, Tergugat 1 dan
Tergugat Il telah mengajak Penggugat | dan Toemt Tergugal il untuk

‘bekerasama, dimana dalam kerfasama tersebul Penggugat § dan Turul

Tergugat 1) bertindak: selaku investor terhadap bidang ussha yang diialankan
oleh Terpugat | dan Tergugat . Selelab beberaps kali mengadakan
perttmuan, kedua belah pihak sepakat untuk bekerdasama sebagaimana
dituangkan dalam akta perjanilan kedasama Nomor 2 fanggal 22 Juni 2007
dibuat oleh dan dihadapan Turul Tergugat T Nolars i kota Depok, dimana
dalam penanjian Kerasama tersebut para pitak hadiy kecuali Turut Tergugat H1

. diwakii oleh kaasanys yailu Freddy Chandra ;

Bahwa oleh karena akla perjanjian kerasama antara Penggugat | dan Tung
Terquaat Il dengan Terqugat | dan Tergugat i tersebut telah memenuti
ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338
KUHPerdata surat perianjian kerjasama tersebut mengikat bagi para pihek

-yang membuatnya ;

Bahwa dalam surat perjanjiz; kefjasama tersebut pada intinya disepakali hal-
hal sebagal berikut : '

a. Bidang-bidang tanah dan bangunan serta selurih asset milik CV. Exolica
Aquadum difotapkan dengan nilai ssbesar Rp. §.000.600.000,- {knam
milyar rupiah), jumiah terssbut setetah dikurang jumlah ?wtar;g Tergugat |
kepada Turd Tergugat IV sebesar Rp. 1.600.000.090,- {Satu milvar enam
retus jutaz rupiah} dan kepada pihek keliga sebesar Rp. 1.400.000.000-
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(Gatu milyar empat ralus juta ruplab) sehingga sisanya merjadi Rp.
3.000.000.000,- ({Tiga mityar rupiah} akan ditetapkan sebagat niiai asset
Perseroan Terbalas yang akan didirkan ;

i, Nama Persercan disepakali dengan nama PT. Golden Lobster,
berkedudukan di Bogor dengan komposisi saham :

1. Turut Tergugat | dengan menunjuk dan menggunakan narma  PT.
Putera Bersaudara Wulia, sebesar 30 % =alau senilsl Rp.
800.000.000,- {S8embilan alus jula rupiah), akan menyetor bsrupa
uang;

2. Penggugat | sebesar 30 % atay senflal Rp. $00.000.000 - (Sembifan
ratus juta rupiah}, akan menyetor berupa rang ;

3. Tergugat | sebesar 30 % atau senifal Rpp. §00.000.00C - (Sembiian

ralus jula ftupiah}, vang penyetoran modalnya berupa tenah dan
assel | '

4. Tergugat, ii sebesar 10 % atau senilai Rp. 300.000.000.- {Tiga ralus
juta ruplaby}, yang penyetoran modainya berupa lanah dan asset |

. Kemposist sanggola direksi dan dawan komisarls disepakali sebagai
berikut

tomisaris Utama  : Tergugat|

Kaomisasis : Penggugat!

Kornigaris 1 Dicky Jaya Putera Johan
Direktur Utama : Rusli Suriadi

Birektur : Tergugat i

Direkiur : Freddy Chandra
Direktur . : Kusman Lim

. Hutang Tergugat ! dan Tergugat Il kepada Torut Tergugat iV sebesar Rp.
1.6800.000.000,- (Safu milyar enam rafus jula tuplah) menjadi hutang
perseroan ;

. Hutang Tergugat | den Tergugat It kepada Plhak Kefiga sebesar Rp.
1.400.000.000,- {Satu milyar empat ratus juta rupiah), akan dibayar oleh
Pars Penggugal secara bersama sebesar Rp., £72.500.000,- {Delapan
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vatus {ujuh puluh dua jula lima ralus dbu ruplahy diangsur selama 12
buian dai sisanya tetap menjadi tanggungan Tergugat | ;

\ ahwa Tergugat { selaku pemegang 3D % saham PT. Golden Lobster slain
glangkat selaku Komisaris Wama juga diberi wewenang untuk mengetola

udidaya ikan air tawariobster dan ikan hias sesuai heahliannya dan karena
sefak awal tempat tingga! Tergugat | berada di dalam area perusahaan maka
Para Penggueat masih menglinkan meskipun rumah tersebul sudah menjadi
assel peruysahaan dengan catatan apabila perusahaan telah berjaian dengan
baik Tergugal | akan diber rumah diluar area perusahaan, sementaca
Teigugal il selaku pemegang 10 % saham PT. Golden Lobster juga diber
kedudukan selsku Direkiur yang dalam menjalankan pekefjaannya dibantu
cleh adik iparnya bernama Joe Danfel Adanto yang juga menupakan karyawan
CV. Exotica Aquarium sebelum dilebur menjadi PT. Golden Lc;izsier, sehuruh
biaya opergsional Tergugat 1 dan Tergugat # termasuk fasilitas berupa

rendaraan oherasional berikut sopir dilanguung olsh perusahaan diluar gaji
pertulannya ;

8., Bahwa seliing dengan pedalanan weldu Para Penggugat mendapat laporan
dari Tergugat ! mengenal adanya penyimpangan dalam pengelolaan
i perusahaan dimana pada tanggal 06 Agustus 2007 Tergugat il mendapatkan
bukti penjualar lobster dan ikan hias yang dilakukan oleh Jloe Daniel Aranto
sentlai Rp. 3.700.000.- (Tiga juta tujub ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juli
2007 tanpa menggunakan faktur yang blasa digunakan perusahaan, hal mana
E diduga diakiukan seiak berdiinys perusshgan dilekukan diluar jam k&r}é gan
; - berdasatkan pengakuan Yany berspngkuian saal dimintai
- pertanggunniewaban pada tanggal 8 Agustus 2007, perbustan tersebut
-dilakukan sepengetahuan serta uontuk kepentingan Tergugat | dan Tergugat 1.
Sehubungan teriadinya Tindak Pidana Penggelapan dalam parusahaarn yang
dilakukan oleh Joe Denie! Artanto, untuk memberikan efek jsra direks! tefah
me!apafkan' perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian sesual surat laporan
potisi Nomor : LP/S81/KNVI2007/Res Bogor tanggal 16 Agustus 2007 ;

10. Bahwa sehubungan hal diatas, pada tanggal 13 Agustus 2007 Para Penggugat
menemul Tergugat | unluk mengusulkan beberapa kebijakan menyangkut

- perusghaan supava. dapat difa!ankazi secara profesional dan proporsional
yaitu :

1. Memberhentikan dengan hormat Tergugat Il dari Dewan Direks! ;
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12.

13.

14.

15,

#. Melakukan perombakan manajemen ;

A Bahwa Tergugat | menolak usutan Para Penggugal dan menyatakan lebih baik

memnbubarkan perusahaan, akibat adanya sikap penolakan maka hubungeon
antara pemegang saham dalam persergan menjadi tidak hasmonis. Sehingga
daiam situasi yong tdak kondus tersebut diminte agar Tergugat | dan
Tergugal Il untuk menyerahkan dan atau mengembalikan modal kerfa serta
pambayaran hutang kepada Pihak Ketiga yaitu Turyt Terglgat ¥V dan Turut
Tergugat Vi yang felah ditakukan oleh Para Penggugat ;

Bahwa dalam situasi dan kondisi perusahaan yeng terganggu operasionainya,
Tergugat | dan Tergugat 1 meminta §in untuk henjual hasit budidaya lobster
dan {«an higs telapi tidak diijinkan oleh Para Fangugat. Walaupun tidak diber!
fiin Tergugat | dan Tergugat U tetap mengeluarkan hastl budidaya dengan
paksa dibantu oleh pihak luar dengan menggunakan 4 {empat) mobil, Merasa
perouatannya berhasll pada tangga! 10 September 2007 Tergugat | dan
Tergugat U bermaksud untuk menguiangl perbuatannya tetapi berhasi
digagalkan aleh Tergugat iff dengan dihanty keamanan setempat ;

Bahwa pada tanggal 25 September 2007, tanggat 8 Oklober 2007 dan tanggal
08 Oktoher 2007 direksi dan pemegang saham PT. Golkden Lobster telah
.mengadekan Rapat Umoem Pemegang Saham Luar Bissa yang basiinya
dicatelkan dalom Akta Risalah Rapal Urnum Pemegang Seham Lluar Biasa
domer 8, 8 dan Akla Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 yang dibuat oleh
dan ¢ hadapan Turut Tergugat 1, Motards dan Pejabat Permbuat Akts Tanah
Kota Tangerang, dengan sl keputusan antara lai membethentikan dengan
homit Tergugat | selaku kormisars utama dan Tergugat | selalus Dicektur
Persercan ; '

Bahwa oleh karena akia pendifian PT. Golden Lobster dan Rapat Umum
Femegang Saham Luar Blasa vang dibuat dan dilaksanakan sebagaimana
divratkan di atas lelgh sssuaj dengan kelentuan perundang-undangan yang
“berlsku, maka parseroan den Ropat Umum Pemegang Saham Luar Blasa
yang telah dibuat dan dilaksanakan adalah sah secara hokum ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat | semula selak Komisaris
Hama dan Tergugal | semula selake Direktur {slah melakukan tindakan

£
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perbuatan Tergugat | dan Tergugat 1 tersebut Para Penggugat telah dirugikan
balk secara materil maupun immaterial ;

Kenuglan mated :

Selurubitya betjumiah Rp. 1.745.000.000.- (Salu milyar tujuh ratus empat
puluh fima jula rupiah), dengan perincian ;

Pra Operasional ;
- Tanda Jadi Bp. 225.000.000,- (Dua vatiss dua pulub ima juta ﬁzpiah} :

« Pambayaran Kepada pihak ketiga {Andi Sdzyantc) Rp. 85.000.00G.- (Enam
puaiuh fima luta ruptahy

Qoerasionai ;

investasi buian Juni Rp, 130.800.000 - (Seratus tiga paiuh juta ruplah) R

i

investasi bulan Jul Rp, 130.000.000,- {Seratus tiga puluh jula rupiah) |

X

investasi bulan Agusius Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta
fupiah) ; T

lnvestasi bulan Seplember Rp. 150.000.000,- (Seratus ima puluh ula
rupiah ;

Investasi bulan Okiober Rp, £0.000,000,- {(Detapan puluh juta rupiah) ;
Investasi bulan Nopember Rp. 40.000.600,- {Empat pulal Juta rupiahy ;
Kewaiiban kepaga Pihak Ketia ;

- Pembavaran kepada Turut Tergugat V Re. 345.000.000,- (Tiga ratus empat
puluh lima juta rupiah} :

~  Pembayaran kepada Turut Tergugat VI Rp, 400.000.000,- (Empal ralus iuta
tupiah} ; :

enugian Immateril ;

Bahwa dengan tindakan atav parbuatan Tergugat | dan Tergugal 1 berups
mengeluarkdn has#t budidaya dengan paksa yang dibantu oleh pihak juar telah
menimbulkan rass tidak nyaman Kepada Para Penggugst, bahkan hal tersebut
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17.

13

engalami kelakutan yang luar biasa. Sehingga menimbulkan kerugian
inmaterial yang lidak ternital, maka Para Penggugal menggugat Tergugat |

" dan Tergugat I untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp.

500.000.006,- (Lima ratus juta rupiah) secara tanggung fenteng, tunai dan
seketika |

Bahwa adapun dasar tuntutan Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada
point materit dan inmateral torsebut diatas telab sesual dengan bunyi
ketentuan Pasal 1365 KUMPerdata dimana seliap perbuatan yang melanggar
hokum dan membawa kerugian ke;mda arang lain, mewalibken orang yang
menimbulkan kerugian ftu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian
tersebul. Karenanya Tergugat | dan Tergugat # haruslab dihukum unfuk
'membayar ketugian balk materil maupun immaterial yang digerita oleh Para
Penggugat yang jumiah seluruhnya adalah sebesar Rp. 2.245,000.000,- {Dua
milyar dua ralus empat puluh fima jula rupiah) secars tanggung renteng, tunai
darn sekelka ;

Bahwa akibat korugian tersebul Para Penggugat menggugat Tergugat | dan
Tergugat I unltk merbayar bungs sebesar 8 % {ima persen) dari seluruh
kerugian yang diderita oleh Para ?engguéat untuk setiap bulannya terbitung
sejak diputuskannya perkara int pada Pengadilan Tingkat Pertama

Brthwa untuk menjamin kepastian dilaksanakannya putusan dalam perkara ini
dan kelancaran permbayaran ga«riti tugt kepada Para Penggugal, maka
Tergugat 1 dan Tergugat i diwajibkan membayar vang paksa {dwangsoem)
sahasar R;:;, 1.000.000,- {8atu jula rupiah) unfuk setiap har! keteraimbatan

-pemenhan Kewajiban terhadap putusan perkara int |

Bahwa maskipun Tergugat | dan Tergugat il telah dikeluarkan dad perseroan,
akan tetapi Para Penggugat memptnyat kekhawaliran akan dana yang telah di
investasikan karena sampal dengan saat inj sebzgian besar asse! yang telah
menjadi asset perusghaan masih dalam penguasaan Tergugat | dan Tergugat
i, sedangkan assel lainnya mesth menjadi jaminan hutang pada Tunut
Tergugat IV, ) ' ' .

fiahwa untuk manja:min n.odal Para Penggugat dalam perseroan. dan untuk
menjam'n apar gugatan fidsk sia-sia (fiusolry maka mohon kiranya Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakan
sita jaminan alas ¢ “Saham-saham milk Tergugat | dan Tergug?at i yang ada di
#T, Golden Lobster dan asset milik Tergugat Il eks CV. Exotica Aquarium
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;: hwa demi eraminnya keadilan dan kepastian hokum karena gugatan Para
Fenggugat ind telah didukung bukii-bukti sebagaimana dikehendaki oleh Pasal

5 !

” 180 HiR, maka putusan ini cukup beralasan untuk dinyalakan dapat dijalankan

terlebil: dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hokum Verzet,
Banding maupun Kasasi;

Bahwa segaia akibal hokum dari putusan dalam perkara il maka sudah
sewajarnya Para Turut Tergugat untuk tunduk dan tast terhadap putusan
dalem perkata ini ; ' .

Bahwa segala biaya yang timbul sébagai akibat dat perkara ini dibebankan
kepada Tergugat l, Tergugat H dan Tergugat i ;

- Berdasarkan halhal yang telah divraikan dialas, mishon kepada yang terhormat
Majelis Hakim yang memerksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya
membesikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR &

1.
2.

Mangabulkan gugalan Para Penggugat untuk selurghtya ;

Menyatakan Tergugat | dan Tergugat Il telah me'akukan Perbuatan Melawan
Hukur 3

Menya'akan sah

« Surat Periatiian Kerjasama mntara Pengougst | dan Turut Tergugat i
dengan Tergugat | dan Tergugat | yarg dituangkan dalam Aklé Perjanfian

Keriasarra Nomor 2 {anggal 22 Juni 2007 dibual uleh: dan dihadapan Turdt
Tergugat 1 Notards di Kota Depok ;

- Akle Pendirian PT. Golden Lebster dengan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal

22 Juni 2007, dibuat oleh dan dihadapan ”:f‘uwt Tergugat ! Noteris di Kota
Depck ; :

- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Ssham Luar Biasa PT. Golden
Lobster. Nomor 8 tanggat 25 September 2007, Nomor 9 tanggal 8 Oktober
2007 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Golden Lobster Nomor 11
tauggal 08 Oktober 2007 yvang dibuat oleh dan dihadepan Turpt Tergugat B

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Tangerang ;

' Menghukum Tergugat ! dan Tergugat I membayar kepada Para Penggugal

atas kerugian meterl sebesar Rp. 1.745.000,000,- {Satu milyar tujuh ratus
empat puiuh fma juta rupleh) dan keruglan jmatedal sebesar Rp.
500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika
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Peartama ;

8. Menghukum Tergugat | den Tergugat 1 apabila mereka lalai dalam
relaksanakan isi putusan ini, maka terhadapnya dikenakan uang paksa

{dwangsor) dalam setiap had keterlambatannya yaiti sebesar Rp. 1.000.000,-
{Satu jula rupiah} ;

7. M@ny&lakan putusan ini dapal dijdlankan terdebih dahulu (Uil voerbaar bij
voorraad) meskipun ada upaya hokum Verzel, Banding maupun Kasas, ;

8. Menyalakan szh dan berharga sita jaminan yang lelsh diletakitan dalam
perkara ini; s

9. Menghukum agar Para Turut Tergugat taat dan tunduk atas isi putusan
tersebut diatas | i

10, Menghukum Tergugat | Tergugat It dan Tergugat HE untuk membayar biaya
parkara secara fanggung renieng

SUBSIDAIR

Apablia Pengadilan berperdiapal lain, mohon pulusan yang seadibadilnya {ex
asquo et bono). i

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang talab ditentukan untuk
Ponggugat hadir kuasanya 1. DR, Gagan Prawira Subarjah, SH., 2. R. Wawan
Darmawan, SH. M., Hum. 3, Dandan Kusdanl, SH. 4. Toni Sopivan, 8H,,
perdasarkan Surat Kuasa Khusus wnaagéat 12 Nopembar 2007, untuk
Tergugat |, § hadir kuasanys Thomas Abbon, SH., bordasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 11 Desember 2007, untuk Tergugat Il hadir kuasanya
sadangkan untuk Tergugat VIl dan Tergugat VIN fidak poernah hadir
dipe raidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patuf o

Menitnbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R Nomer 2
Tahun 2003, tanggal 11 3eplamber 2003 sebelum dilakukan pemeriksaen perkara
talah diupayakan pardamaion antara kedua belab pihak, namun sampal perkara ind
diputus, anlara kedua belah pihak gagal nelakuken upays perdamaian |
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Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian gagal maka pemerksaan
gfa dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya telap
ghanikan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ¢

Menimban;c::. bahwa alas gQugatan Penggugat tersebut Tergugatl | dan

ergugat | menyampaikan jawaban secara terlulis yang pada pokoknya berbunyl

sebagal berkut

DALAM KONPENS!
" DALAM EKSEPSI

A
1.

Para Panggugat Tidak Berwenang Untuk Mengajukan Gugatan

Bahwa sesua dengan keteniuan yang fersebul dalam UU No. 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbalas (selanjutnya dissbut UU PT), keabsahen
geseorang menjadi pemegang saham pada suslu Perseroan Terbalas
harusiah dibukiikan dengan buldi penyetoran modal ke dalam Ferseroan |

Bahwa dalam kaitahnya dengan maksud pendifian PT. Golden Lobster, pada
kenyalaannys, balk Penggugat | atas nama Andi Yerlewan Sardiitc maupun
atas tama Tumt Vergugat il Teuku Anwar Djohansyah g PT. Puters

Bessaudara Mulia, tidak pemah melakukan penveloran modal ke dalam

Perseroan, sementara dalam gugalannya, Para Penggugat mendalikan ditlnya

bersca daiam Kaepasilasnya scbagai pemegang saham dan Komisars
Peisersan |

Bahwa sehagalmens disepakati dalam Pasal 2 Akle No. 2 langgal 22 Juni
2007 ientang Perjanjion Kerjasama, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut
Tergugat |, Para Tergugat dengan Para Penggugal bemalsud untul
menditkan PT. Golden Lobsler dan karenanya dibebani kewajiban untuk
melakukan penveloran modal, namun hingga sast inl, lemysta Para
Penggugat dan Turut Tergugat i tidak pemsh melakukan panyeloran modal
yang dimaksﬁdkan, dan karepanya menurut hokum sesual UU PT, Para
Penggugat tidak dapat dianggap sebagal pemegang saham dari PT. Golden
Lobster dan lebih lanjut PT. Golden Lobster harus dianggap fidak pemah ada;

Bahwa apa yang diberikan Tirut Tergugat 1l kepada Tergugat | sebesar Rp.
228,000.000,- (Dua rxdus dua puluh ma juta rupiah) hanyalah sebagal landa
jadi untuk adanya kerjasama dengan Tergugat | dan If ternasuk segals
pengeluaran yang telah dikeluarkan Para Penggugat dalam menjalankan
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1.

- dan Il sebagai Pihak Pertama ;

sebagai pemegang sahom dan atay PT. Golden Lobster menurut hokum
dianggep sebagai tidak permah ada, sehingga menurut hokum Para Peﬁégugai
lidaklah berwenang (berkualitas) untuk mengajukan gugatan aguo dengan
mengeltasnamakan sebagat pemegang saham dan Komisars PT. Golden
Lobster ; '

Gugatan Kabur (obscuyr lizel

Bahwa dengan mempethatikan gugatan Para Penggugat dalam perkara aguo, yang
pada pokoknya mengajuken gugatan perbuatan melawan hokum yang dilakukan
Para Tergugat dengan Para Turut Tergugaf, dapa! diketahud bahwa gugatan Para

Penggugat adalah katwr alias fidak jelas (obscuur fibel), vaitu dengan alssan-alasan
sebagail benkid

Bahwa sebagaimana dalam gugstannya, Pengguget I pincipal, P, Putera
Bersaudara Mulia, dalam mengajukan gugatan diwakill oleh Tomemy Djohan,
sedangkan dalam Akte No. 2 tapnggal 22 Junl 2007 tentang Peranjian
Kerjasama sebagal dasar hubungan hokusn antara Para Penggugat dengan
Tergugat | dan 1}, Penggugat principal, PT. Putera Bersaudars Mulia diwakili
olefi Teuku Anwar Diohansyah yang dalam gugatannya justru ditempatian
sebagal Tural Tergugat i bersama-sama dengan Penggugat | principat Andi
Hartawari Sardjito sebagai Pihak Kedua berhadapan dengan ?ar? Tegugat |

Bahwa mengingst dalarn Perjaniian Keijasama dalam Akle No, 2 tanggal 22
Juni 2007 tersebui, Pihak Kedua adalah Andi Hartawan Sadjito bersama-sama
dengan Teuku Anwar Djohansyah yang menempatkan PT. Putera Bersaudara
Mulla, maka menurut hokum, keberadasn Teuku Anwar Djohansyah adalah
sebagal Penggugal dan bukan sebagal Turut Tergugat ssbagalmana dalar
gugatan Para Penggugat aquo, satux dan lalnnya Para Penggugat dalam
gugaﬁan\nya tidak sds menguralkan peran danfatau  perbualan  yang
hagaimana yang Sitakuken Teuku Anwar Dichansyah sebagat Turut Tergugat
I yang mengakibatkan keruglan bagi Para Penggugat ;

_Bahwa dengan ditariknya Teuku Anwar Djohansyah sebagai Turut Tergugat

yang seharusnya menuiut hokum adelah Penggugat sesual Akla No, 2 tanggal
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5.

~ gugalannya tiigk menguraikan peran dan parbuaian apa vang dilakukan oleh

Para Turst Tergugat yang mengekibatkan kerugian bag' Para Penggugat,

o —

khusunya perbuatan yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia, Thk
sebagai Turut Tergugat IV, Suwadi Surya sebagai Turul Tergugat V dan FX.
Theyuro Wirata sebagai Turdd Terguget VI, {elah mengakibaican gugatah Pora
Penggugat menjadi kabur alias tidak jelas atau selidak-tidaknya telah salah
datarm menentukan " ergugat {error in parsona) ;

Bahwa dangan memperhatikan gugatan Para Penggugat aguo, dengan mana
Para Penggugat dalam kapasifasnya schagai demikian sebagai pama
pemegang saham dan Komisarns PT. Golden Lobster, namun ternyats dalam
gugatannya Para Pengguga! luga telzh menjadikan PT, Golden Lobster
sebagal Terguget Hl, selingga dengan demikian merwrat hokum, Para
Penggue at telah menggugat dirinya sendird, satu dan lainnya terutama dengan
memperhatkan adanya RUPSLE tanggal 25 Seplember 2007, tanggal B
Oktober 20407 dan fengost 9 Oktoher 2007 ssbagaimana dalam Risalah
RUPSLB No. 8 dan No. ¢ serta Akte Pemyalaan Keputusan Rapat No, 1,
dibuat oleh dan diradapan Ters Tergugat Il ;

DALAM POKOK PERKARA

Hahwa apa yang terdapat pada baglan eksepst dialas, mohon dianggap dirmuat dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini

?i

ohwa Tergugat § dan § dengan ind menolak sefuruh delil-dalii Para Penggugat
yang terdapat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui
kebenarannya oleh Tergugat | dan il ; ‘

Bahwa dulif Para Penggugat yang tersebut pada angka {1) gugatanny yang
pada pokoknya mendafikan bahws pada tanggal 22 Junl 2007, Para
Penggugat dengan Tergugat 1 den Il telah mendidkan PT, Goklen Lobster
adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak, dengan alasan-alzsan sebagal
berkut

a. Bahwa hingga gugatan inl diajukan, femyata PT. Golden Lobsler secara
“Fiokum fidak pernah ada karena sesua! Akle No. 7 tanggal 22 Juni 2007,
Para Penggigat dengan Tergugat | dan I baru berkehendak/bermaksud
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akan mendirikan PT. Golden Lobster akan tetapi para pihak, khusugnya
Paya Penggugat tidak pernah melakukan penyetoran modal sekafipun
teia?*; diwajibkan sesuai Akle No, 2 tersebut, selain itu Tergugat | dan it
# tidak permah menandatangani Akte No. 3 tanggal 22 Juni 2007 tentang

,,f Akte Pendirienr PT. Golden Lobster, yang dibuat oleh dan dihadapan
Turut Tergugat 1

b, Bahwa hingga saal inj, ternyata PT. Golden Lobsta tidak pamah terdafiar
dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ;

llabwa adalah benar bahwa GV, Exotica Aguarium sebagai badan usahs yéng
tidak berbadan hokum {(bukan badan hokum sebagaimana didalitkan Para
Pengguyat pada angka (3) gugatannya) yang memiliki asse! sebagaimana
divvaikan Fara Penggugat pada angka 3.a s/d 3.b gugatannya ;

Bahwa datam rangka pengembangan dan perluasan usaha, Tergugat 7 dan i
bemaks 1§ mengadakan kefiasama dengan Para Penggugal yang untuk
segala smsuziunya diluangkan dalam  susty  Perjanjinin  Kerasama,
sebagaimans tersebut dalam Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007, dibuat oleb dan
dihadapan Turut Tergugat | yang sebelumnya secara berturgt-urul uniuk hal
yang sama secara d.bawah langan telah ditendatangani pada tanggal 27 April
20G7 dan pada taaggét 20 Jumi 2607

Bahwa dengan memperhatikan isi dan mailed keselurchan Pedanjian
Kerfasama yang pernah ditandatangani tersebut, yang terakhir denga Akle No.

2 tanggsl 22 Juni 2007, dapat diketahui bahwa keberadaan Akle No. 2 fanggal

27 Juni 2007 adalah cacat hokum dan berdasarkan Pasal 1335 dan Pasal
1337 KUHPerdata serta asas misbiuik van omstandingheden (penvalsh
gunaan kedudukan dan keadsan exonomi yang lebih kuat], Akie tersebut

beralasan hokum untuk dibatalkan, yaitu dengan slasan-alasan sebagal
berikut ; ‘

- Penilaian asset milik Tergugat | darg il telah dilakukan tidak sesudi dengan
keadaan yang sebenamya, karena berdasarken Laponmn Penilaian Assel
{Shot Form Reform) darj Perusahaan Jasa Pentlal PT. Tridharma Jaspindo
Utama pada tahun 2000, assel peternakan kan milik Tergugat 1 dan B

. adelzh kurang tebih Rp. 10.000.000.000,- . (Sepuiuh milyar rupiahy,
sementara dalam Akle No. 2 tersebud hamya dinfied sebesar Rp,
£.000.000.000,-"(Enam milyar rupiah) yang kemudian setelah dilurangt
hutang-hutang mgnifa{f’f Rp. 3.000.000.000,- (liga mityar rupiahj ;
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- Retentuan yang membebanken hutang persercan yang akan didirikan
menjadi beban dan tanggung Jawab Tergugal 1 dan Il yang menurut hokum
adalah menjadi beban dan tanggung jawab Persercan yang akan didirikan,
temaauk dan lidak terkeguali membayar pesangon alas sai wuh karyawan

B 4 m———

y&ng akan diberhentikan atas permmtaan dan kehendak para Penggugat ;

6. Eahwa dengan memperhatikan substansi pengaturan Perjanjian Keriasama
dalam Akie No. 2 tanggal 22 Juni 2007 fersebut sebaguimana diuraikan diatas,
ternyata apa yang terdapat didalamnya adaiah* merupakan suatu causa
{sebab} vang tidak benar dan be.antangan dengan keadaan yvang sebenamya
sehingga sesuai Pasal 133% dan Pasal 1337 KUHPerdata serta asas misbruik
van omstandingheden, Peraniian Kerfjasama dalam Akte Mo. 2 tanggal 22 duni

2007 tersebist beralasan hokum untuk dibataltan dan tidak memiliki kekuatan
hokusn ;

7. Bahwa adalah tidak benar dan harus ditclak daiil Para Penggugal vang
tersebut pada angka (9} gugatannya karena Sdr. Joe Daniel Adanto Hdak
parnah menjual iobster dan ikan hias untuk kepentingan Tergugal |, semetara
Laporan Pidana No, LPASBUKANIZ007Res. Bogor, tanggal 18 Agustus 2007
terhadap Sde. Joe Daniel Artanto sekarang ini masih dalam ta%‘zag peryelidikan
dan penyidikan ;

&  Bahwa sesuai surat Para Tergugat | dan 11 No. 467/Som{JSBXIFZ0067 tanggat
14 Mopember 2007, sebagai akibal kelidak hammonisan hubungan antara
Tergugat | dan It dengan Para Penggugat, dengan mana Para Penggugat
telah melakukan parbuatan melanggar hokum yang mengakibatkar kerugian
bagi Terqugat | dan - yaitu selaly mengintimidasi dan mernasukkan orarg-
orang | yang tidak dikenal ke dalam areafiokasi famm  serta
menguncimenggembaek pintu ?agar areaflokal usaha, Para Tergugat dengan
itikad ballc 1eleh berusaha untuk menyelesaikan peraasaishan inl secara
musyawarah kekeluzigaan, yaitu untuk mengembaliitan uang tanda jadi yang
diberikan Turut Tergugat I dan bisya operasional yang felah dikelusrkan Para
?anggﬁgat; rarun hingga gugatan ini diperiksa, Para Pengguoal tidak pernah
dengen tikad baik berusaha menyelesaikannva secara damal den hahkan

Pembatalan Akta..., | Novant A, FH Ul, 2009



L
&
[

!

18

Jafwa maksud penjualan lobster dan ikan hias yang dilarang oleh orang-
%} yang yang tidak dikenal atas suruhan Para Penggugat adalah dimaksudkan
Naeeiee” demi kefangsungan usaha Tergugat | dan I} karena tdek ada lagi biaya
operasional untuk membeli pakan dan pemefihataan lobster dan ikan hiaw, dan

akhirnya biaya operasionat dijnaksud ditanggung sendinl oleh Tergugat | dan
1

10. Bahwa mohon akte ates pengakugn Para Penggugat dalam angka (15)
gugatannye yang mengakui batwa Para Penggugat bukaniab sebagai
pemegang saharz} dalam PT, Golden Lebster melainkan adalah sebagai
investor dan karenanya sebagai investor, Para Penggugat tdak berwenang

urtuk menyelenggarakan RUPSLS, termasuk dan tidgk tedkecuali mewakili PT,
Giolden Lobster dalam mengajukan gugatan aquo ;

11. Bahwa ganti ketugian yang dituptut Para Penggugat dafam gugatannya, haik
ke-ugian mater] maupun keugian immaterial adalah tfidak berdasar atas
hokum, khususnya perincian kenugian pra operasional, operasional dan
kewsjiban kepadapihak ketiga, karena disamping “PT. Colden lobster”,
secara hokum tidak pernab ada, pengelusran tersebut jiga tidak dapat
dipertanggung fawabkan, dan karenanya beralasan untuk ditolak ; ~

i2. Bahwa tuntutan bunga sebesar 5 % dari sefuruh Rerugian yang diderita Fara
Fenggugat serla uang peksa sebesar Ry, 1.000.000,- (Saty juta rupiah) untuk
setiap hart ketedambatan pementhan kewajiban terhadap putusan perkara ini
sebagaimana tersebut pada angka 18 ~ 19 gugatannya juga beralasan ‘untuk
ditolak karena tidak berdasar, termasuk dan tidak terkecuali permohonan sita
“faminan dalam angka (21) gugatannya ;

13. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat aquo fidek memenuhi syarat-
syarat unlok adanya suaty putusan serta merta sebagaimana diatir dalam
pasal 190 HIR, maka hemnﬁénan putusan serfa merla yang diajukan Para

Penggugat dalam perkara ini ssbagaimana dalam angka (22) gugatannya,
harus ditolak ;

 DALAM REKONPENS!

Bahwa apa yang terdapat pada bagian konpensi diefas, mohon dianggap dimuat
dan merupakan bagian yang idak terplsahkan dengan bagian rekonpensiini ;
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Mahwa pada awalnya sebagaimena diuraikan pada bagian konpensi diatas,
anggugat 1 dan | Rekonpensi bermaksud untuk mengadakan kedasama

U5 \d8hha dengan Tergugat | dan 1l Rekonpensi yang untuk keqasama tersebut
nj " angkar datam suatu Perjanjian Kerjasama ;

Pl
: _- Bahwa kemudian antara Penggugat | dan 1| Rekorpensi dengan Tergugat |
berturut-turut pada tanggal 27 April 2007 dan pada tanggal 20 Juri 2007 dan

terakhir dengan Akte No. 22 tanggal 22 Juni 2007, dibuat oleh dan dihadapan
Terqugat It Rekonpensi .

3, Bahwa dalam kallannya dengan penandatanganan ssjurish Pedanjlan
Kerjasarma diatas, ternyata Tergugat | dan I Rekonpensi telah melakukan
serangkabn perbuatan balk sendiricendiri maupun bersama-sama dengan
Tergugat i Rekonpens! yang merugikan Para Penggugat Rekonpensi, dengan
mengaby dan menentukan syaral-syaral dan iwz?dis%«kandisi yang sangal
membergiien dan membebani Para Penggugat Rekonpensi dalam sefiap
Perjanjian Kedasama yang dilandalangani, yailu dengan memasukken
keadazn-keadaan yang fidak benar dan Akte Peranjian Kefjasama tersabut,
khususnya Tergugal 1 dan Il Rekonpensi telah menyalab gunakah keadaan
ekonomi - dan  kedudukannya yang lebih kuat sebagai investor dan
mampengaruhi Para Penggugiat Rekonpensi untuk menandatanganinga, dan
kKarepanya sesual Casal 1335 dan Pasal 1337 KUHParduta, keseruanys
Peljanfian Kerjasamsa tersebut, termasuk dan tidak ferkecuall Akte No. 2
tanggal 22 Juni 2007 tersebut adalah beralasan hokum untuk dibatalkse dan
dinyatakan tidak berkekuatan hokum berikut segala turutannya |

4, Bahwa keadaan-keadaan vang fidak benar yang terdapat dolam Akte No, 2
tanggal 2z Juni 2007 tersehul, yang berhasit dimeat atas daser penyalah
qunaan keadaan ekonomi dan kedudukan yang lebih kust dar Tergugat | dan
i Rekonpenst adalah sebagal berikut |

- Penilaian Asset milik Para Penggugat Rekonpensi dilakukan fidak sesual
éengw{ keadaan yang sebencmya, karena berdasarkan Laporan Penilalan
Asset (Shot Form Reform) dari Perusahaan Jasa Penilatan PT. Tridharma
Jespindo Utama pada tshun 2000, Asset Peternakan tkan {Fam) tersabut -
kurang lebin Rp, 10.000.000.000,- {Sepuiuh mliyar ruplah) sementara
dalem Alde No. 2 {tehun éﬁﬂ?) tersebut hanya dinilai sebesar Rp.
6.000.000.000,~ (Enam milyar rupiah) yang setefah cikurangi hutang-
hﬁtan{: menjadi Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) ;
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- Ketentuan yang membebankan haiang persefoan vang akan didirikan
manjadi ‘Z}eban dan tangrung Jawab Para Penggugat Rekonpens! yang
menurut hokum adalah menjadi beban dan tanggunyg jawab persercan
yang akan didirkan, termasuk dan tidak terkecusl membayar pesangoen

atas seluruh karyawan yang akan diberhentikan atss permintaan dan
kehendak Fara Penggugat ; '

Bahwa demikian dengan ARle No. 3 tanggal 22 Junl 2007 tentang Akte
Penditian PT. Golden Lobster yang dibuat oleh dan dihadapan Tergtigai |
-Rekonpensi, karena dibuat afas dasar Akte No. 2 tahggai 22 Jurk 2007 yang
cacat hokum, satu dan lainnya dengas alasan-alasan sebagal berdkut adalah
teralasan unluk dibataikan danfatav dinyatekan tidak berkekuatan hiokum,
yaitu ; )
a. Bahwa Tergugat | dan I Rekenpensi tidak perah melakulan penystoran
modal sekalipun telah diwajibkan sesuai Alle Na. 2 tanggal 22 Junt 2007
terselut sehingga menurut hokum, PT. Golden Lobster tidak pernah

didiikan dan atau Tergugat | dan Ui Rekonpensi tidak berkualitas
menyatakan didnya pomenang saham FT. Golden Lobster

b. "Bahwa Para Penggugat Rekonpensi fidak permah menaadatangani Akle

No, 3 tanggal 22 Juni 2007 fentang Akte Pendifian PT. Golden Lobsler
tersebut; - i

Bahwa penyelenggaraan RUPSLEB yang dilakukan schagaimana diuralkan
dalzmy dalil gugatan Tergugst N dan Turut Tergugat Rekonpensi adalah
mempakafz wljud patizu&tah melanggar hokum yang dilakukan Tergugat | dan
I Rekonpensi yvang -mengakibatkan kesugian bagi Para  Penggugat
Rekonpensi, karena ternyala dengan hasil RUPSLB dimaksud, Para
Penggugat Rekanpensil felah fidak dapat menjalankan kegiatan usahanya
dengan baik untuk kepentingan lobster dan kan hias ;

Bahwa sebagai akibat tindakan Tergugat | dan Il Rekonpensi menguasai Fam
yang seolah-olah bertindak sebagal pemegang sabam mayoritas dan
pengelola, tetupi fidak betlanggung jewab, leish menyebabkan Pasa
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nanya telah mengakibalkan ikan hias dan lobster bznyak yang mati,

suk tidak terbayarnya rekening listrik sejak bulan Agustus 2007 ;

perbuatan melanggar hokum, & :lah perbuatan Tergugat | dan 1l Rekonpensi

seiak Agustus 2007 yang telah melakukan intimidasi dan menyuruh orang-
orang yang tidak dikenal pada lokasi usaha serta yang menggembok pintu
|

% pagar lokasi usaha ikan hias ;

9. Bahwa adapun kerugian yang dialami Para Penggugat Rekonpensi sebagai
akibat perbuatan Tergugat 1 dan 1l Rekonpensi, baik secara sendiri-sendiri
maupun secara bersama-sama dengan Para Tergugat lil dan 1V, Rekonpensi
adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sebagai'kerugian
materil, sedangkan kerugian immaterial falah telah mengakibatkan hilangnya
kepercayaan para felaku usaha lain terhadap Para Penggugat Rekonpensi
yang tidak ternilai harganya, namun wajar unluk ditetapkan sebesar Rp.
10.000.000,000,- (Sepulun milyar rupiah) ; ;

10. Bahwa uniuk menjamin gugatan Para Pengygugat Rekonpensi ini tidak menjadi
sia-sia di kemudian hari (illusioner), disebabkan adanya itikkad buruk dari
Tergugat | dan. Il Rekonpensi untux mengalihkan hartia kekayaannya di
kemudian hari, kiranya beralasan menurut hokum untuk meletakkan sita
jaminan atas harta kekayaannya atas sebidang tanah berikut bangunan rumah
dlatasnya, t€rletak di jalan Sumbawa No. 3 Rt. 004/04, Kelurahan Gondangdia,
Kecamatan Ménteng, Jakarta Pusat milik Tergugat I' Rekonpensi dan atau

harta kekayaan lainnya milik Tergugat ! Rekonpensi yang akan ditentukan
kemudian ; '

Maka : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dengan ini, rmohon kepada yang
terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili dan memutus
perkara ini berkenan memutuskan :

— DALAM-KONPENSI
DALAM EKSEPSI
- Menerima eks2psi Tergugat | dan Il untuk sefurubhnya ;

- Menyatakan gugatan Para Pénggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke
verklaard) ; '
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., yatakan gugatan tidak dapat diterima {niet on vankeliike verklaand) ;

~ Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpeansi uniuk seluruhnya ;

- Menyatakan Tergugat | dan il Rekonpensi, balk secara senditi-sendiri maupun
secara barssmarsama dengan Para Tergugal It dan IV Rekonpensi telah
meolakukan perbuatan melawan hokum yang mengskibatkan kerugian bagi
Para Pengguaat Rekonpensi | '

- Menyatakas: balal dan fidak betkekuatan hokum :
» Pedanjian Ketjasama tertanggal 27 April 2007 ;
» Pefjanjian Kerjasama tanggal 20 Juni 2007 |

e Akle No. 2 tanggal 22 Juni 2007 tentang Peranjian Kerjasama, dibuat oleh
dan dihadapan Tergugat IIf Rekonpensi ;

» Akte No, 3 fanggal 22 Juni 2007 tentang Pendirian PT. Golden Lobster,
dibuat oleb dan dihadapan Tergugat il Rekonpensi ;

~  Menghukum Para Tergugel Rekonpensi secara tanggung renteny  untuk
membayas Kerugian bagi Para Penggugat Rekonpersi sebgsar Fp.
500.000.070,~ (Lima ratus jula rupiah} sebagai kerugian materil dan sebesar
Re. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) sebagai kerugian immalerisl |

S Menyaiakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkaa dalor perkara ind |

DALAM KONPENS| DAN PEKGONPENS!

- Menghukurn Turut Tergugat KonpensifT urut Tergugat Rekonpensi untuk
tunduk pada putusan perkara ini;

- Msnetapkan blaya periara menunut hokum ;

X Menimk 1ng, bahwa Tergugat 11 menyampaikan jawaban tertulis tertanggal
Pebruart 2008 atas gugatan Para Penggugat tersebut yang pada pokoknya adatah
sebagai berikut ¢ ‘

1.  Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2007, Para Penggugat dengan Tergugat |
dan Tergugat 1) telah mendirikan perseroan dengan nama PT. Colden Lobster,
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Gahwa benar sebelum didirikan perusahaen sebagaimana dimaksud poir 1,
f gugat { adalah selaku perserc diam dengan jabatan Komisaris CV. Exotica

jabatan sebagal Dirakiar dari dan karenaﬂya untuk dan atas nama persercan
komanditer CV. Exolica Aquarium vang didinkan berdasarkan Akle Normior 8

tanggal 20 Desember tanun 2000 dibuat oleh dan dihadapan Aris. Hendrawan
Halimn, SH. Notaris di Jakarta ;

3. Bahwa benar GV, Exofica Aquarium selaku badan hokum bergerak dalam
usaha budidaya ikan air tawarfobster dan ikan hias, dengan memiliki asset

a. Bidang- bidang tanah hak milik yang semuanya teidaftar atas nama
Tergugat | terletak di Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten
Bogor, Provinsi Jawa Barat yang diuraikan dalam :

- Sertifikat Hak Milik Nomar 268/Desa Cogreg, gambar sitvasi Nomor
3728/1997 tanggal 21 Marel 1997 seluas 1.805 M2 ;

- Séniﬁkal Hak Milik Nomar 209/Desa Cogreg, gambar sittasi Nomor
372811907 tanggal 21 Maret 1987 seluas 860 M2 .

- Serlifikat rak Milik Nomor 210fDesa Cogreg, gambar siuasi fomor
872711997 tanggal 21 Maret 1997 seluas 2.600 M2 ;

- Serifikat Hak Milik Nomor 214/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor
72611987 tanggat 21 Maret 1997 seluas 1.945 M2 ;

- Sedifikat Hak‘ Miltk Nomor 213/0esa Cogreg, gambar situasi Nomor
272411997 tengga! 21 Mare!l 1887 seluas 2270 M2 |

- Sewifikat Hak Mk Nomor 243/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor
50/Cogreg/ 1968 tanggal 14 Agustus 1998 seluas 3.745 M2 |

- Serfikal Hak Milik Nomor 258/Desa Cogreg. Surat Ukur Nomor
B4/Cogreg/199% tanggal 29 Desember 1998 seluas 760 M2 ;

- Sedifikal Hzk Wik Nomor 273/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor
88iCogreg/1999 tanggal 19 Oktober 1998 seluas 1.543 M2 ;

- Serifical Hak Milik Nomor 278/Desa Cogred, Surat‘ Lkur Nomor
" 88/Cogreg/1999 tanggal 19 Oklober 1898 seluas 1.330 M2 ;
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Sedtifikat Hak Milk Nomor 276/Mesa Cogrey, Surat Ukur hNomor
87 Cogregl199% fanggal 16 Oklober 1989 seluas 2.600 M2,

Sertifikal Hak Milik Nomor 352/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor
138/Cogreg/2002 tanggal 02 April 2002 seluas 2.524 M2,

Sertifikat Hak Mk Nomor 184/Desa Cogreg, saluas 1,205 M2 ;
Seitifikat Hak Milik Nemor 185/Desa Cogreg, seluas 970 M2 ;

Sartifikat Hak Mitik Nomor 189/Desa Cogreg, seluas 2.070 M2 ;
Sertifikat Hak Milik Nomor wﬁﬁ}es‘a Cogreg, sehias 1.225 M2,

diantas yailu berupa :

! b. Bangunan-bangunar yang diditikan di atas tanah sebagaimana diuraikan

-

-

L

Banguoan-banguran rumatt tinggal untuk karyawan |

Bangunan Kantor 2 (dua) laniai;

1 {salu} unit gazebo type B

2 (dua) unit gazebo type C _;

Bangunan imess |

Bangunan mushola ;

Gudang seluas 2.000 (dus dbu} meler pere2gi;

Adat-alat untuk operasional farm dan inventaris kantor |

4. Bahwa benar “Fergizgat 1 selain mempuayai asset-aset gebagaimana diuraikan
diatas, telah puta mempunyai hutang kepada . '

a, - Turdt Tergugat 1V, sebesar Rp, 1;600.0{30,{3{2&;» {Balu milyar enam ratus
juta supiah), Jengan jamincl, ¢

Sertilikat Hak Millk Nomor 208/Desa Cogreg, gambar situasi Nomar
47201997 tanggal 21 Maret 1997 seluas 1.805 M2 ;

Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor
372871997 tanggal 21 Maret 1997 seluas 860 M2 ;

Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor
37271967 tanggai 21 Maret 1997 seluas 2.600 M2 |

Sertifikat Har Millk Nomor 211/0esa Cogreg, gampar situasi Nomor
372611997 tanggal 21 Mare! 1897 seluas 1.945 M2 ;
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Sedifikal Hak Milk Nomor 288/0esa Cogreg, Sural Ukur Nomor
Y B4/Cogreg/1998 tanggal 29 Desember 1998 seiuas 760 M2 |

| Serlifikat Hak Wik Nomor 275/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor
7 89/Cagreg/M892 taryga! 10 Oklober 1888 seiuas 1,330 M2,

/’ Piak Ketiga sebesar Rp. 1.400.000.000,~ (Satu milyar empat ratus jula

T rupiahd

Bahwa benar, Tergugat 1 dan Tergugat {f telah mengajukan Penggugat | dan
Turut Tergugat 1l untuk bekerjasama, dimana dalam kerjassma tersebut
Pengguoat | dan Turut Terpugat 1 bedindak selaku investor terhadag bidang
usaha yang difalankan oleh Tergugat | dan Terguget . Setelah beberapa kali
mengadakan perdemuan, kedua belah pihak sepakal unfuk bekeriasama
sebagaimana dituangkan datam akta peranflan kerjasama Nomor 2 tanggal 22
Juni 2007 dibuat oleh dan dibadapan Turut Tergugst | Notaris i kota Depok,
dimans dalam parjanjian kejasama tersebut para pihak hadiv kecuali Turut
Tergugat Il diwakik oleh Kuasanya yaitu Freddy Chandra;

Hiahwa oloh karenz akla pardanjion kerjasama Nomor 2 tangaal 22 Juni 2007
dibuat oleh dan dihadapan Turut Terguget 1 Notaris di kota Depok antara
Penggugat { dan Turut Tergugat Il dengan Tergugat { dan Tergugat i tersebut
telahh meamenubi ?(etenhzan Pasal 1320 KUMPerdata, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 1338 KUHPerdaia surat pedanjian kerjasama tersebut
mengikat bagi para pihak yang membualtoya |

Bahwa benar dalam surel peranjian kerasama fersebut pada infinya
disepakali hal-hail sebagai berikut :

a. - Bidang-bidang tanah dan bangunan sera seluruh asset milik CV. Axofica
Aguarium ditetapkan dengan nilal sebssar Rp, 6.000.000.00C,- (Enam
milyar rupiah), jumiah tersebut sstelah dikurangt jumlaly hutang Tergugat |
kepada Turet Tergugat IV sehesar Ry, 1,600.000,000,- (SBatu milyar enam
ralus jula rupiah) dan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 1.400.000.000,
{Satu milyar empat ratus juta rupiah) sehingga sisanya ‘newnjadi Rp.
3.000.000.000,~ (Tiga milyar rupiah}, akan ditetapkan sebagal nilal asset

. Perseroan Terbalas yangy akan didirikan ;

b, Nama perséroan disepakali dengan nama °T, Colden Lobster,
berkedudukan di Boger dengan kompasiai saharm :
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Turut Tergugal | dengan menunjuk dan menggunakan nama
Pangguga! U, sebesar 30 % afau senilai Rp. 900.000.000:
{Sembifan ratus juta tupiah}, akan menysior berupa uang ;

Penggugat | sebesar 30 % atau seniloi Rp. 900.000.000,- (Sembilan
ratus juta rup’ah), akan menyetor berupa uang ;

Tergugat | sebesar 30 % atau senifei Rp. 800.800.000,- {Sembilan
ralus jula rupiah), yang penyetoran modalnya berupa tanah dan
assei ;

4. Tergugat Il sebesar Rp. 10 % ateu senilai Rp. 300.000.000,- {Tiga
ratus juta rupiah), yany penyeloran modalhya berupa tanah dan

asse! |

. . Susunan anggota direksi dan dewan komisars disepakali sébagai

berikut :
Komisaris Ulama : Tergugat |
Komisaris 1 Penggugat |
Komisaris : Dicky Jaya Pulers Johan
Direklur Utamz : Rusli Surtadi
Diegldtur : Tergugat (i
Direktur ; Freddy Chandra
- Direktur : Kusman Lim

d.  Hutang Tergugat 1 dan Tergugat It kepada Tunst Tergugat IV sebes ¥ Rp.
1.600.000.000,- {Satu milyar enam ratus Jula rupiah) menjadi hutang
perseroan ; :

e Hulang T erguga'{‘ { dan Tergugat U kepada Phak Keliga sebesar Rp.
q‘i 389.86_&3‘&6,» {Saty milyar erapat ratus juta rupiah), akan dibayar oleh
Para Penggugat secara bersama sebesar Rp. 872.500.000,- (Defapan
ratus tujuh puiﬁh dua juia fima ratus ribu rupian} diangsur selama 12
bulan dan sisanya tetap menjadi tangqungan Tergugat 1 ; ’

8. Bahwa benar Targugat | seiaky pér:zegarzg 30 % saham PT. Golden Lobster
selain diangkat seleku Komisaris Ulama juga diberi wewenang unfuk
rmengelola budidaya tken  alr tawar/lobster dan kan hiss sesuai keahlisnnya
dan karena sejak awal tempat tinggal Tergugal | berada didalam =area
perusshaan make Para Penggugat masih mengijinkan meskipun rumah
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Bbster juya diberi kedudukan selaku Direkiur yang dalem menjalankan
Jpekerjaannya dibantu oleh adik iparya bernama Joe Danle! Arlanto yang juga
merupakan Karyawan CV. Exotica Aguarium sebelum dilebur menjadi PT.
Golden Lobster, seluruh biaya operasional Tergugat 1 dan Tergugat

termasuk fasifitas berupa kendargan operasional berkut sopir ditanggung oleh
petusahaan diluar gajl perbulannya ; |

9. Bahwa benar seiring dengan perjalanan waktu pada tanggal 08 Agustus 2007
Tergugat il mendapalkan buk penéuaian lobster dan ikan hias vang dilakukan
oleh Joe Daniel Artanto senilai Rp. 3.700.000,~ (Tiga juta tujuh ratus ribu
rupiah) tertanggal 21 Juli 2007 tanpa menggunakan faktur yang biasa
digunakan perusabaan, hal mana diduga dilakikan sefak berdirinya
perusahaan, Karena hal tersebut dilzkukan diuar jam kerja dan berdasarkan
pengakuan Joe Danle! Artanlo saat dimintai perianggungiawaban pada tengyal
8 Agusius 007, serbualan fersebut dilakukan sepengeishuan seda untuk
kepentingan Tergugat { dan Tergugat ll. Sehubungan tedadinya Tindak Pidana
dalam perusahaan yang dilakukan oleh Joe Danlel Artanic, uniuk memberikan
efek jera Tergugat I} telah melaporkan perbuatan tersebut kepada pihek
kepolisian sesuai surat laporan polisi-Nomar © LPAS81/KNIZ007Res Bogor

tanggal 18 Agustus 2007, dan terthadap peristiwa tersebut Tergugat iit telah
mslaporkar kepada Para Penggugal ;

10. Bahwa benar sehubungan hal dialas, pada tanggal 13 Agustus 202}? Para
Penggugat - menemul Tergugat | untuk mengusulkan bebserapa kebijakan

menyangkut gerusahaan supaya dapal disiankan secara profesional dan
proporslonal, yaity ¢

1. Memberhentikan dengan hormat Tergugat tf dar Dawan Direksi ;

2. Memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengurus 4 {empat)
sertifikat perusahaan yang hitang ;

3. Meminin Tergugat | tidek bertemoat tinggad di {aon ;
4. NMetakukan perombakan mansjemen ;

11. Bahwa benar teshadap usulan tersebut diatas Tergugat 1 menclak usulan Para
F‘enggugat dan menyatakan lebih baik membubarkar. perusahaan, akibat
adaiya sikap penolakan maka hubungan antara pemegang saham dakam
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t Rerseroan menjadi fidak hamionis. Sehingga dalam situasi yang tidek kondist
¢ rz[ztzt diminta agar Tergugat | dan Tergugat H untuk menyerahkan dan atau

,‘ Bahwa benar dalam situasi dan kondisi perusahaan ya;zg;' . tergangqu
operasionalnya, Tergugat | den Tergugat Il meminta jjin untuk menjual hasil
budidaya lobster dan ikan hias tetapi tidak diffinkan oleh Para Pengugat
Waiaupun tidak diberd §in Tergugat | dan Tergugat 1l tetap mengeluarkan hasil
budidaya dengan paksa dibanlu ofeh pihak luar dengsn menggunakan 4
_- fempal) mobil, Merasa perbuataan;ya berhasil pada fanggal 10 September

2007 Tergugat | dan Tergugat § bemaksud untuk mengulangt perbuatannya

tetapi berhasit digagalkan oleh Tergugat Il dengan dibantu kedmanezn
setempat ;| ;

13. Bahwa bunar pads langgal 25 September 2007, tanggal 8 Oktober 2007 dan
langgal 08 Okiober 2007 direkst dan pemegang saham F1. Golden Lebsier
telah mergadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang hasiinya
dicatatkan dalam Akla Risatah Rapst Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Nomor 8, 8 dan Akla Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 yang dibuat oleh
dan dihadapan Tumt Tergugat i, Notaris dan Pejabat Pembuat Akla Tanah
Kota Tangerang, deligan isi keputusan antara lain memberhentikan dengan

hormat Tergugat 1 selaku komdsards ulama dan Tergugat H sefaku Direkiur
Perseroan’

14, Bahwa benar Para Penggugat telsh mengeluarkan biaya kepada Tergugat 1

2007 dan biaya operasional Tergugat W, seluubnya berdumiah Rp.
1.745.000.000,- {Sate milyar tufuh ratus empat pulub fira jula rupiah), cengan
perinctan :

Pra Qperasionsal :

- Tanda Jadi Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dug pulul fima juta rupiah) ;

- Pambayaran kepada pihak ketiga (Andi Suryanto) Rp. 88,000,000,~ (Enam
‘puiuht dma jula rupiahy ;

QOperastonal ;
- investas! bulan Jurd Rp. 130.000.000 - (Seratus tiga pulub juta ruplah) |
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Investasi bulan Oklober Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) ;

- Investasi bultan Nopember Rp, 40.000.000,- {Empat piiuh juta rupiah) |
Kawatiban kepada Pihak Ketiga ¢

- Pembayaran kepada Turut Tergugat V Ryp. 345.000.000,- (Tiga ratus empat
puduh tima juta rupiahj ;

- Pembayaran kepada Turat Tergugat VI Rp. 400.000.000,- (Empat ratus iuta
rupiahy} ; ‘

. HAahwa benar meskipun Tergugat | dan Tergugat 1l telah diberhentikan dengan

hormat dan jabalan di perseroan, akan tetap! sampai dengan saat ini sebaglan

besar asset yang telan mernjarii assel perusahgan masih dalam penguassan

Tergugat | daa Tergugat i, sedangkan asset lainnya masih menjadi jaminan
hutang pada Turut Tergugat IV ;

Berdasarkan hal-hal yany telah diurakan diatas, mohon kepada yang terhomeat
Majelis Hakim vang memertiksa dan mengadii perkera int uniuk dapat kirsnya
membetikan putusaa yang seadil-adilnya {(Ex aequo et bonoy ;

Menimbang, bahwa Turut Terguget | menyampalkan jawaban terlulis
fertangga! 18 Pebruad 2908 gslas gugatan Para Penggugat tersobut yang pada
__ pokoknya adaah sebagal berikut :

1. Bahwa pada hart Belasa, tanggal 25-08-2007 (Dua puluh ima September dua
ritbw wijuh), direksi dan para pemegang saham mengajukan pembuatan Risalah
Rapat Umum Pemegang Sabsm Luar Biasa (RUPSLE} PT. GOLDEN
LOBSTER. Pemanggilan vntuk Rapat telah dilakukan sebelumnya dengan
penyamg 3ian panggilan secara sural tercatat pada tanggal (7-68.2007 {Tujuh
September dua ribu tuiuh). Yang hadir dalam rapat adalah @

* 1. ANDY HARTAWAN SARDJTO (Selaku pemegang 00 lembar sahgm dan
Komisaris ?ersamaé} \ '
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‘ 2 Haji ACHMAD ZAINI selaku Kuasa uniuk dan atas nama TOMMY DJOHAN

_ | REDIYY TIANDRA {Selaku Direktur Ferseroan) ;

& KUSMAN LIM (Sriaku Direktur Perseraan),

+umiah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah 3.000 {Tiga
ribu) lemhar dan yang haair 1.800 {Seribu delapan ratus) lembar, Jadi kuorum
kehadiran sebesar 60% {enam pululy prosen). Berdasarkan kelentuan Pasal
22 ayal 1 juncto Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Persercan, kucnim
kehadiran Rapat paling sedikit 2/3 {Dua per figa) bagian dari seluruh saham
yang telah dikeluaran Persercan, sehingga Rapat tersebut tidak dapat
ditaksanakan karena kuorum Fapat tidak terpenuhi.

Jadi RUPSLE PT. GOLDEN LOBSTER pada, tanggal tersebut tidak

mempunyal agenda rapat. Akta RUPSLE PT. GOLDEN LOBSTER diberi
nontor 08 (Delapan).

Bahwa pade hart Senin, tanggel §8-13-2007 {Delapan Oktober dua ribu lt;:juh),
direksi dan para pemegang saham mengajukan kembali unfuk pembuatan
Risalah Rapal Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUF’SLB} FT. GOLDEN
LOBSTER yang kedua. Pemanggtlan untuk Rapat Kedua ini felah ditakukan
sebelumnya dengan penyainpaian panggilan secare. sural tercalal pada
tanggal 28.-08.2067 {Dua pultsh enam Seplember dua ribu tjuh), Yang hadir
dalam rapat adalai * .

1. ANDY HARTAWAN SARDJTO {Seloky pemegang 800 lembar saham dan

Komesaris Perseroan) ;
2. Haji ACHIMAD ZAINI selaku Kuasa untuk dan atas nama TOMMY DJCHAN

QQ. PT. PUTRA BERSAUDARA MULIA {Sé!aku pemegang 900 lembar
saham} ;

DICKY JAYA PUTRA DJOHAN {Selaku Komisaris Perseroan) |

RUSLI SURIADI (Selaku Difektur Utama Perseroan) ;

FREDDY TJANDRA {Seisku Direldur Perseroan);

8. KUSMAN LIM {Selzku Direktur Perseroan). \

Jurilah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah 3.000 (Tiga
ribuy lemnbar dan yang hadir 1.800 (Seribu delapan ratus} lembar, {adi kuorum
kehadiran sebesar 50% {enam ouluh prosen). Bardasarkan ketentuan Pasal
22 ayat 1 hz;tz*sz & juncto Passal 25 ayat 4 Anggaran Dasar Peeseroan, kuorum

A
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T AN & _f‘;'?alm RUPSLE PT. GOLDEN LOBSTER pada tanggal tersebul mempunyai
;ﬁgenda rapat sebagai beriku :

1. Penguxuhan Anggota Dircksi dan Komisaris Pergercan;

Rapat renyelujul secara musyawnrah-mufakat ;}engut«zban {ergebud,
dengan susunan sebagai berikut :

- DIREKS]
- Cirgktur Utama  ; RUSLE SURIADI
- Dhrektur + INNEKE WIDJAYA
- Direklur : FREDDY TJANDRA
- Birekiur T KUSMAN LI .
. = KOMISARIS
- Komisaris Utara | JOHANNES WIDJAJA
- Konlsaris : ANDY HARTAWAN SARDIYO
- Komisaris : THCKY JAYA PUTRA DJOHAN

£
i
i3
i
{

2. Penjualan Saham Persercan ;
Agendd ini tidak depat dilaksanakan kesrena INNEKE WIDJAYA dan
JOHANNES WIDJAJA fidek hadir kembali dalam Rapal Kedua,

3. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Komisaris Perseroen |
Rapat menyeluj# secara musyawarah-mufaket perubzhan lersebul dan
memuluskan memberhentikan dengan homaat EN&EKE WIDJAY#A dan
KUSMAN LIM sslaku Direktur Persercan, serta JOHANNES WIDJAJA
selaku Komisards Ulama. Sehingga tedsttung sejak ditiupniva Rapat Kedua
i, susunan ‘anggotgz Direks: dan Komisaris Perseroan adalsh sebggai

Lerikut
- DIREKSI

- DiekurUtama 1 RUSL] SURIAD]

~ Direktur : FREDDY TJANDRA

- Direktur : Dr. GAGAN PRAWIRA 3UBARJAH
- KOMISARIS

- Komiseris Utama CISKANDAR AL
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«  Komisaris L ANDY HARTAWAN SARQNTO
-~ Komisaris DICKY JAYA PUTRA DJOHAN

tapat juga memberi kuasa kepada Direksi Persercan untuk menyatakan
asit dari acara Rapat ketlga ini df hadapan Notaris dan membetitahukan

perubahan susunan Direksi dan Komisaris tersebut hepada instansi yang
berwenang.

4, Laine'n;

Rapat menyelujul sscara musyawarah-mufgkat unfuk membahas hal-hal
jain, diantaranya adalal:

a. Menvetupi untuk menegaskan pemasukan ke dalam peréssmn
E {Inbreng) asset-asset alas nama JOHANMES WIDJAJA ke dalam
Perseroan ;

1

b, Menyeluid untuk menegaskan pemblokiran atas 9 {Sembilan) sertipikat
atas nama JOHANNES WIDJAJA ¢ Kantor Pedanahan Kabupaten
Bogor, yaltu 1 HM No, 184 (493}, 185, 188, 188, 213, 243, 273, 2765,
352.‘ terieak dt Desa Cogreg, Kabupaten Boger, -

Akta RUPSLB PT. GOLDEN LOBSTER pada tangga! tersebut diberi nomor 09
{Sembsiian).

3. Bahwa pada har Selasa, tanggal 08-10-2007 {Sembilan Oktober duz ribu
tujuh}, RUSLI SURIADI bertindak datam jabatannya selaku Direkdur Utama PT.
GOLDEN LOBSTER, berkedudukan di Bogor, menghadap untuk menuangkan
hasil Rapat Umum ?emegang Saham Luar Biasa (RUPSLE; PT, GOLDEN
LOBSTER di atas untuk dibuaikan dalam Akfa Pernyataan Kepulusan Rapat
Akla ini akan disampaikan kepada Menten Hukurn dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia unluk mendapatkan penigesahan,

Akla Pemyataaﬁ Keputusan Rapat PT. GOLDEN LOBSTER pada tanggal
tersebut dibevi nomor 11 (Sebealas),

4, Bubwa ketiga akia tersebut di atas dibuat berdasarkan ketentuan Anggaran
... Basar PT. GOLDEN LOBSTER yang telzh mendapat pengesahan dari Menteri
" Hukumn dan Hak Asssi Manusia Republik Indonesia, sesual dengan Surat
Kééuiusamya‘teﬁ&nggaf 27-08-2597 (Duz puluh tjuh Agustus dua ribu fujuh)

nomor W8-02.464 HT.01.01-TH.2007 dan Undang-Undang - Perseroan

Terbatas No. 1 Tahun 1995 serta Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30
Tahun 2004.

[P S——
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oleh Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat [V ;

Gugatan Para Penggugatl Eror In Persona

" Bhawa gugatan yang disjukan Para Penggugat kepada Turut Tergugat iV telah
keliru (Error In Persona), dengan perlimbangan sebagai berikut :

1. Babwa Turul Tergugat IV tidak mempunyal hubungan hokum dengan Para
Panggugal mengenal parmasalahan yang sedang diperkarakan. Hal mana
sesual dengan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yvang
menyalaki n bahwa "Sualu perjanjian hanya beriaku antara pihak-pitiak yang -
membuainya, Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugl kepada pihak-pihek
ketiga | tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selsin hai
yang diatur dalam Pasal 1317 Kitab Undang-undang Hukum Perdaa®,

2.  Turdt Tergugat IV hanya memiliki hubungan hokum dengan Tergupat |
berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit kepada CV. Exolica Aguarium
yang mata Tergugat | dan Tergugat i berlindak sebzgal Komisaris dan
Direktur pada CV. tevsebut. Mengenal hal tersebut, {elah pula diakul oleh Para
Penggugat dalam petitum bulir 4 gugatan ?enggugat yang menyebutkan
bahwa Tergugat | memiliki kewajiban berupa hutang kepada Turut Tergugat
W

3. Berdasarkan hal tersebut, mengingatl pokok perkara yang meniadl dasar
gugatan Penwggugal adalah adanya kewajiban Tergugat 1 dan Tergugat #f
kepada Para Penggugat sedangkan hal dimaksud sama sekall tidak
berhubungan dengan kewajlban Tunut Tergugat [V melakukan prestasi atasy
perkara dimaksud maka gagatﬁn Para Penggugat merupakan gugatan yang
keliru (Error In Persona) ;

Sehubungan dengan hal-hai tersebut, maka kami (Turit Tergugat IV} mohon
perkenan Malelis Hakim yang terhormat bahwa gugatan yang diajukan Para

Penggugat Errer In Persona sehingga secara hokum patut dinyatakan tidak gapat
diterima (Niet Onvankelijre Verkiaand),
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i al ngar lermasuk pula secara lengkap dafam pokok perkara a quo ;
:

secara tegas dan tertulis oleh Turt Tergugat iV ;

3. Bahwa lergugst | selaku Komisars dan Térgagat i selaky Direklur CV.
Exclica Aquarium mempunyal hutang kepada Turut Tergugat [V sebssar Rp.
1.800.000 000~ (Satu milvar enam ratus jula rupiah). Hal mana telah pula
diakyi oleh Para Penggugat dalam Pefitum bullt 4 gugatennya.
Kewajiban/hutang Tergugat { dan Tergugat I kepada Turut Tergugat IV adalah
bewpa pemberian fasifilas kredit yang diluang kedalam Perjanfian Kredit
masing-asing ; '

3.1. Pedanjian Kredit Nomor ; 2001/PIEf306 tanggal 15 Nopember 2001
beserda perubahannya dengan maksimumn kredit Rp, 1.000.600.000,-
{Satu milyar mpiahj ;

3.2, Perianiian Kredit Nomor @ 2001/PIERO7 tangga!l 15 Nopember 2001
beseria perubahannya dsngen maksimum kredit Rp. 800,000,000,
{Enam ratus juta rupiah) -

337 Berkut perpanjangan, penggabungan dan pembaharuan  kedua
pesanjian kredit di.atas ke dalam Perjanjfian Kredit Nomor 2003/P1E/126
tangga! 18 Nopember 2003 besarta perubahanaya dzngan maksimum
kredlit Rp. 1,800.000.000,~ {Satu milyar enam ralus juia ruptah) |

" 4. Jaminan atas nemberian fasiiitas kradit keapda Tergugat | dan Tergugat I
selaka Pengurus CV, Exotica Aquarium herupa ;

4.1, Derfifikat Mak Mk Nomor 288, Kelurahen Cogreg tanggal 15

Seplember 1998 atas nama Johanes Widlaya {Teérgugat 1) yang telah

dikat dengan Hak Tanggungan Peringkat | senilai Rp. 588.500.000,

{Lima ratus delapan puluh delapan Jula Bma ratus ribu ruplah) sesuai

~ dengan Sertifikat Mak Téngganga_n Nomor 28/2002 tanggal 10 Januad

2002 ; ’

4.2, Sertifikat Héz_k Kilik Nomor 275, Desa Cogreg tanggat 30 Juni 1889 atas

| nama Johanes Widjaya (Tergugat [} dan Sedifikat Hak Miik Nomor 208

Desa Cogreg tanggal 2 April 1897 atas nama Johanes Widjaya yang

telah  diikat dengan Hak Tanggungan Peringkal | senfiai Rp.
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A\ y 350.000.000,- (Tiga ratus Tima puluh juta fupiah) sesuai dongan

ke \ Sertifikal Hak Tanggungan Nomor 305/04 tanggal 04 Maret 2004 ;

3. || Sertifikal Hak Milik Nomor 209, Desa Cogreg tanggal 2 Aprll 1997 atas

nama Johanes Widjaye (Tergugatl 1) yang teiah diikat dengan Mak

Tanggungan Peringkat | senilal Rp. 288.000.000,- {Dua ratus sembilan

puluh delapan juta rupiah) sesual dengan Serifikat Hak Tanggungan

Nomor 31/2002 tanggal 10 Januari 2002 ;

4.4, Bertifikat Huk Milik Nomo. 216, Desa Cagreg tanggal 2 April 1897 atas
nama Johanes Widiaya (Tergugat ) yang telah ditkat dengan Hak
Tanggungan Peringkat | senilai Rp. 520.000.000 - {Lima ratus dua puluh
juta roplah) sesuai dengan Sertifikat Huk Tanggungan Nomor 20/2002
targgal 10 Januari 2002 ;

4.5.  Sedifikat Hak Milik Nomor 211, tanggal 2 Aprii 1887 atas nama Johanes
Widjaya (Tergugat 1} yang lelah dikat dengan Hak Tanggungan senila
Rp. 389.000.000,- {Tiga rafus delzpan puluh sembilon juta rupiah)
sesuai dengan Sertilfkat Hak Tangoungan Momor 282002 tanggal 10
Januad 2002 ; 5

Sebuagaimana penjelisan vide bulir 4 Jawaban Tund Tergugst IV babwa

terhadap jaminan yang diserahkan Tergugat 1 {selaku pemegang hak atas

serfifikat-sertifikat tersebutl kepada Tusut Tergugat iV telah ditakukan
pangikataé ‘secara sempurna berupa. Mak Tanggungan atas masing-masing

serifikat; .

Oleh karena itu, adslah tidak tepat dan berzlasan apabiia Para Pengougat

mengajukan permchonan unluk meletakan sita terhadap aset-aset milik

Tergugat 1 a qud ‘mengingat sehagian dard asetasetl tersebut vide butir 4

Jawaban Turul Tergugat IV telah diserahkan oleh Tergugat | kepada Turut

Teraugat IV sebagal jaminan atas fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat 1.

Hal mana telah ditegaskan puta di dalam putusan Mahkamah Agung No. 394

KIPdy1684 yang ‘menyehutkan balwa terhadap barang yang sudah dz;adskan

jaminan k-edit fidak dapaz diletakan sita jJaminan ;

Bahwa Turut Tergugat v mewpakan kreditur yang beritikad baik dan segual

dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan mempunyai

kedudukan vang divtarakan terhadap kreditur-kreditur fain atas assel-aset
berupa tanah dan bargunan vedi bulir 4 Jawaban Turut Tergugat IV di atas
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. Menerima Eksepsi Turut Tergugat IV ;
Menolak gugatan Para Penggugat atau setidak-lidaknya menyatakan bahwa
gugatan Para Penggugat tidak dapat diteriraa {Niet Onvenkelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA @

1. Menolak gl;gatan Para Pengougat mengenal sita jaminan atas Tanah dan
Bangunan yang dijansinkan oleh Tergugat | terhadap Tuntt Tergugat 'V ;

2. MWenyatakan lidak sah dan lidak berharga SHa Jaminen yang dimohonkan oleh
Para ?enggug}az terhadap Tanah dan Banguran yang sudah dijaminkan oleh
Tergugat | kepada Tunit Tergugat IV

3. Menyatakar bahwa Turut Tergugat IV sebagai kreditur yang beritikad baik dan
cieh karenanya mohon agar difindungt hak-hak dan kepentingannya sebagai
pemegang Hak Tanggungan atas Tansh dan Bangunan yang dijaminkan oleh
Tergugat | kepada Turut Tergugst IV

4.  Menghukum Para Penggugat untuk membayar selurch biaya perkara yang

' fimbd Jefam perkara a quo |

; Alau apabila Majelis Hakim berpendapat kin, mohon pulusan yang seadil-adiinya
{Ex Ague Et Bono)

‘ﬁﬁenimhang, bahwa Turui Tergugat Vi tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat |, H, W, Turat Tergugat 1 dan

Turut Tergugat IV, Para Penggugat telah mengajukan Replik terfangyal 26 Pebruar
2008 ; ' '

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugal tersebut Tergugat 1, 1§l
mienyampaikan Dupiik secara teriulis tertanggal 22 April 2008 |

Menirabang, bahwa atas Replik Para Penggugal tersebut Tergugat I
menyampatkan Duplik secara terfulis tertanggal 11 Maret 2008 -
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gnimbang. bahwa unluk mendukung dalil gugatannya, Penggugat

fe Dy paikan surat bukfi berupa ¢

Bukti P-4 :  Fole Copy Akfa No. 8 tanggal 20 Desember 2000
tenlang pendirian Perseroan Komanditer OV, Exofica
Aguatium ;

Buktt P-2 - 1 Foto Copy Sediflkat Hak Milik No. 208/Desa Cogreg,

Gambar Situast No. 37281987, tanggat 21 Maret 1897,
seluas 1.805 M2,

Bukti P-3 :  Folo Copy Sertifikat Hak Milik No, 208/Desa Cogreg,
Gambar Situast No, 372871897, tanggal 21 Maret 1097,
sghiag BEO M2 ;

R
4
b4
A
:
Ly
A1

X

4. Bukti P4 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No 210/0esa Cogreg,
_ Garnbar Situasi No, 372741897, tanggat 21 Maret 1867,

seluas 2.600 M2 ;
8, Bukti P& 3 Fote Copy Sedifikat Hak Miik No. 211/Daga Cogreq,

-selyas 1.945 M2

6. Bukti P-G p Foto Copy Serfiikat Hak Milk No. 213/Desa Cogreg,
Garnbar Situast No. 372411897, tanggal 21 Maret 1997,
" S seluas 2,270 M2 ;

.‘*3

Bukti PF 10 Foto Copy Serliflkal Hak Millk No 243/0esa Cogreg,
’ Surat Ukur Mo, B0/Cogregrt8os, tanggal 14 Agusius
1988, gelups 3.745 M2

8. Bykd P-8 : Fote Copy Sedilikat riak Milk No. 288/Desa Cogreg,
Burat Ukur No. 84/Cogreg/1998, fengoal 28 Dessmber
1998, seluas 780 M2 ;

©

Bukti P-§ : Folo Copy Serlifikat Hak Milik No. 273/Desa Cogrey,
: Surat Ular No. B&/Cogregi1ey, tanggal 19 Oktober
1064, selupns 1.843 M2;
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13.

14.
15,
8.

7.

18.

19.

i P10
i P11
Bukti P-12

Bukti P-13

Bukli P-14
Bukli P-15
Bukti P-18

Bukti P-17

Rukii £.18

Bukii P19

3%

Fole Copy Serifikal Hak Milik No, 275/0esa Cogreg,

Surat Ukur No, 88iCogreg/1998, tanggal 19 COklober
1989, seluas 1,330 M2,

Foto Copy Sedifikat Hak Milk Mo, 276/£esa Cogreyg,

Surst Ukur No. 87/Cogreg/1999, tanggal 19 Oklober
1808, seiuas 2.600 M3

Foto Copy Serifikat Hak Millk No. 352/Desa Cogreg,

Surat Ukur No. 169/Cogreg/2002, tanggal 2 Apnif 2002,
selung 2.524 M2 ;

Foto Copy  Surat Keterangan Hilang No. Pol,

 SKH(B26/111/2007/Res Bogor, tanggal 30 Maret 2007,

sebagal bDuktl kehilangan Serifikat Hak Milik Ho,
184/Desa Cogreg, Seluas 1.285 M2, Sedifikat Hak Milik
No. 185/Desa Cogreg, seluas 970 M2, Sertifikat Hak
Millk No. 188%/Desa Cogreg, seluas 2.970 M2, dan
Serifkal Hak Mifik No, 188/0esa Cogreg, sslias
7228 M2 5

Folo Copy Perjaniian Kredit No. 2001/P1E/306, langgal
18 Nopember 2001 dar Bank Negara Indonesia ;

" Foto Copy Perjanjien Kredit No. 2001//IE207. fanggal

15 Mopember 2001 dard Bank Negara indonesia ;

Folo Cepy Petjaniian Kredit No, 2003/PEA28, tanggal
18 Nopamber 2003 daid Bank Negara indonesia ;

Fato Copy Surat Perjanjian Kegasama No. 2, tanggai 22
Jumi 2007 yang dibuat aleh dan dihadapan R. Syarief
Budiman, SH./Tunn Tergugat | Notaris di Kola Depok |

Fole Copy Alda No. 3, tanggal 22 Juni 2007, tentang
pendidan PT. Golden Lobster, yang dibust cleh dan

ditadapan R. Syarief Budiman, SH.,/Tergugat | Notaris
di Kota Depok;

Folp Coepy Pengesahan Akle Pendirian perusahaan dari
Lepartemen Hulam dan Hak Asasi Manusia |
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27.

22.

23.

24.

25,

26.

28.

Bukti £.22

Bukii P-23

 ———

Bukti P-24
Bukii P25

Bukl £-28.1

Bukti P-28.2

Bukl P27

-

3%

Fowe Copy Surat Laporan Poiisi No,
STPLIASEIAN/2007/Res Bogor, tanggal 16 Agusius
2007,

+oto Copy Akla Risalah Rapatl Umum Pemegang Saham
Luwr Blasa PT. Golden Lobster No. 8, tanggal 25

September 2007, yang dibuat oleh dan dihadapan Turot
Tergugal il ;

Foto Copy Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa‘ PT. Golden Lobster No. 9, tanggal 8 Qklober
2007, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat Il ;

Fotle Copy Akiea Pernyataan Hepulusan Rapat PT.
Golden Lobster No, 11, tanggal 9 Oktober 2007, yang
dibuat oleh dan dihadapan Turdd Tergugatl i ;

Foto Copy Alda Surat Kuasa No. 4 tanggal 22 Jurd 2007
yang dibuat oleh dan dihadapan Tustd Tergugat

Folo Copy Akta Sural Kuasa No. § tanggai 22 Juni 2607
yang dibuat oleh dan dihedapan Turut Tergugat ' ;

Foto Copy Kwilans! fanda tedma uang seniiai Rp.
160.000.000,~ (Seratus juta rupiah), tanggal 272 Maret
2007, Foto Copy cek Bank Ekonomti No, BE 529188,
tanggal 30 Maret 2007, senilal Rp. 70.000.000,- (Tuiyh
puluh juta rupiah) dan Fote Copy cek Bank Fkonomi No,
BE 8316805 {anggal 23 April 2007 senilai Rp.
§0.000.000,- {Enam pulub juta rugsah) ¢

Foto Copy Bilyet Girc Bank Cenleal Asia No. BB.3E7T0

tangaal 21 Juni senllai Rp. 32.500.000,- (Tiga puiuh dua
juta fima ratus ribu supiah) dan Fote Copy Cek Bank

" Ekonomi No. BE. 870863 senilai Rp. 32.507.000,- {Tiga

puluh ﬁua juta fima ratus dbu ruplah}

Foto Cnpy bukli penerimaan ded PT. ﬁaidea
LobsterTargugat i tanggal 27 Junl 2007 senilat Rp.
65.000.000, {Enam puluh fima juta rupiah) atas nama
P, Putera Bersama Mulia/Penggugat if dan tanggal 28

. Junl 2007 senilai Rp, 85.000.000,- (Enam putuh lima juta

rupiahs atas names Sndl Sacdilin Frna ..
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1 P-28

P-29

31, Bukl P-3p

32 Bukfi P-31

32. Bukti P-32

34, Bukd P-33

35. Bukti P-34

40

Foto Copy bukli penermaan dari PT. Golden
LobstarTergugat B tanggal 17 Juil 2007 senilai Rp.
65.000.000,- (Enam puluh fima juts rupiah) atas nama
Andi Sardjito/Penggugal § dan Folo copy bukti satoran
Bank Ekonomi No. 989236 tanggal 19 Juli 2007 senilai
Rp. 65.000.060,- (Enam pulub fima jula rupiah) ;

Foto Copy pemindah bukuan Bank Ekonomi No. 874358
tanggat 7 Agustus 2007 sepilai Rp, 80.000.000,~ (Enam
pulub jula pupiah) dan No. 874423 wanggal 27 Aguslus
senilai Ap. 30.000.000,- (Tiga puluh uls nmpiah) atas
nama PT. Pulera Sersama Mulia/Penggugat Il ;

Fole Copy pemmohonar pengitiman vang Bank Central
Asig No. 0108027 tanggal 07 Agustus 2007, senital Rp.
60.0320.000,- {Enam ;m%uﬁ juta liga puluh dbu rupiah)
dan fole copy bukil setoran Bank Ekonomi Mo. 801125
tanggal 31 Agustus 2007 senital Ry, 30.000.000,~ (Tiga
puduh juta ruplah), atas nama Andi Sardiito/Penggugat 1 ;

Fote Copy bukll sstoran Bank Ekonomi No. 062487
fanggal 13 Seplember 2007 seniial Rp. 80.000.000,.-
{Lima puluh juia ruish) darc No. 034639 tenggal 26
Seplember 2007 senitai Rp. 25.000.000- {Dua puluh

ima juta rupial) atas nama PT. Putera Bersaudara
MuliafPenggugat H ;

Folo Copy buklti penedmazsn dag PT. Golden
LobsterfTergugat Ui tanggal 10 Seplember 2007 senligi

~ Rp. 50.000.800,- {Lima pulih jida rupiah) dan folo copy

bukli saforan Bank Ekonoml No. 601128 tanggal 25
September 2007 senflal Rp. 25.000.000,- (Dua puluh
fima juta rupiah), atas nama Andi Sardjito/ Penggugat 1

Folo Copy bukli setoran Bank Ekonomi Ho. 038383
tanggal 10 Oktober 2007 senilai Rp. 50.000.000 - (Lima
puiuh juta rupiah) dan No. 865512 tanggal 26 Cktober
9007 senilai Rp. 30.000.000.. {Tiga puluh juta rupiah) ;

Foto Copy bukil setoran Bank Ekonomi No. 269533
tanggal 01 Nopember 2007 senitai &p. 10.000.000,-
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(Sepulub juta rupiahl dan No. 865835 tanggat 2
Nopernber “007 senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga puiuh juta
rupiaty) |

Folo Copy Perjanjian pelunasan huteng Tergugat |

kepada Suwandi SurysiTunit Tergugat V tanggal 4 Juli
2007 ;

37, Buki P-368 Fote Copy Perjaniian Pelunasan hutang Tergugat | dan
Etvira TanardiSuami Tergugat |t kepada F.X. Theyuro
Wirate/Turut Tergugat 1V tanggal 23 Jull 2007 ,

Menimbang, bahwa keseluruhan surat bukfi tersebut tefah dibubuhi materal
cukup ;

Menimbang, bahwa dipersidengan Pama i’enggug&t {idak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat t dan It mengajukan surat buldi
berupa sebagai berikut - -

1. Bukli T.1=1.1 . Folo copy Akta Notars No. 8 tanggal 20 Desember
2000 ; .
2, Bukti 7.0~ 1.2 B Foto copy Akda Notaris No. 1 tanggal 4 Agustus 20603 |
3. Bukti 7.1-1.3 : Folo copy Pelianiian Kerjasama tangyat 27 Aprit 2007 |
4. Bukti T.4=1l4 : Folo copy Pefjanjian Kefasama tanggal 20 Junl 2007 ;
8, Bukii T.4+-11.8 . Foto copy Akle Notads No, 2 fanggal 22 Juni 2007

tardang Pedanjian Kedasama

8, Bukti T.1~il.5¢ : Foto copy Pengakuan Hutang tanggal 12 Mei 2007 |

7. Bukti T.1-1.8 @ Foto copy Surat Penggugal kepada Tergugat I tanggal
’ 6 September 2007 ;
&. Buki T.+-IL7 : Foto copy Akta Notaris No. 11 tanugai 8 Oklober 2007
tentang - Peryataan Keputusan Fapal PT. Golden
Lobster:
9. Bukli T.I-1.8  : Folo copy Surat No. CO/KOMWGLAVINZD0T tanggal 22

Agustus 2007 tentang Penutupan Farm Ciseeng
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~ 48

14,

15,

7.
18,
18,
20.
1.
22.‘
23,

24,

12, Bukti T.-1.11

. Buldi T, =#12
Bukli T.{—-N13
- Bukti T. F-— .14

. BUR T. 115
Buldi T, 1~ fi?e
Buktl T.1-1117
Bukti 7. 1118
Bukti T.1~i{L18
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Folo copy Swral No. 487/SomfdS8/XI72007 tangga) 14
Nopember 2007 perihal somasi ;

Folo copy Surat Gugatan yang diajukan oleh Gagan
Prawira & Partners di Pengaditan Negeri Cibinong
dengan No. Reg. Perkara 139/Pdt.G/2007/PHN.Chn
pada tanggal 18 Nopember 2007 ; '

Fote copy Surat No. 001/GLAR2008, tanggal 18 Januar

2008, perhal Pengoperasian Tambak PT. Golden
Lobster,

Foto copy lLaporan Panilaisn Agset PT. Tridharma
Jagpindo Utama ;

Fotoe copy Serfifikat Hak Millk No. 185 atas name
Johanes Widjaya | ’

Foto copy Sertifikat Mak MK No. 180 atas nama
Johanes Widiaya ;

Folo copy Serlifiket Hak Milik No. 208 wtas nama
Johanes Widjaya ;

Folo copy Serfifikat Hak Mililc No, 208 atas nama
Johznes Widiava ;

Fote copy Sedifikat Hak Miik Mo, 210 atas nams
Johanes Widjaya ;

fFote copy Sertifikat Hak Milik No. 211 atas nama
Johanes Widiaya ;

Fote copy Sertifikat Hak Mifik No, 212 atas nama
Jehanes Widjava ;

Folo copy Serdifikat Hak Milik No, 213 stas nama

" Johanes Widjaya |

Foto' copy Sertifikat Hak Milik No, 243 atas nama
Johanes Widjaya ;

Foto copy Sertifikal Hak Milk No. 268 atas nama

- Johanes Widiaya ;

Foto copy Serdifikat Hak Mitik No. 273 atas nama

Jnbasnoe Whdiases -
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Folo copy Sertifikat Hak Milk Ne. 278 atas nams
Johanes Widjaya ;

Folo copy Serfifikat Hak Milik No. 276 atas nama
Johanes Widjaya ;

Folo copy Sertifikat Hak Milk No. 352 alas nama
Johanes Widiaya ;

Folo copy Sertifikat Hak Millk No. 188 atas nama
dohanes Widjaya ;

Foto copy Sural pembatitahuan lelang dari Bank BNi
kepada CV, Excofic Aquanium No, MRC/TA230
tangqal 24 Ckiober 2007 ;

Foto copy Dukdl setoran cicifan pembayaran atas
hutang V. Excofie kepada PT. Bank BNI masing.
masing tanggal 18 dan 21 November 2007, tanggat 28
Besember 2007, dan tanggal 2 Januari 2008 ;

Foto copy bukii pembayaran rekening listik atas nama

Johahes Widiaya bulan September sid Desember
2008 |

Foto copy bukii pembayaren rekening ﬁstr%%g alas nama
Jiana bulan September s/d Desember 2008 ;

Foto copy tands terima yang dikinm cleh Sdr. Freddy
Tiandra atas namna PT. Colden Lobster kepada Bpk.
Jonanes Widiaya tanggal 112 beptember 2007

Foto copy Swal pemberitahuan  pemutusan
sambungan istrik dai #T, PLN;

10 fsepuluh} lembar Foto lokasi pelemakan kan hias
dan lobster ;

Foto copy Memo Intemal No. Q03/VIIMIFAGLI2007 |

Folo copy Burat dad Deparemen Hukum dan Hak
Asast ldanusia iCantor Wilayah Jowa Barat No.
WE.UM.068.02-2624, tanggal 08 Mel 2008 dan Folo
copy Daftar pengesehan FT. di Depadernen Hukum
dan Hak Asasi Manugia Kantor Wilayah Jawa Barat |
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Folo copy Tanda Buikli Lapor Kepolisian No. Pol
TBLA4MV/2008/Siaga-l ;

Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT,
Colden Lobster yang diterbitkan oleh Kantor Desa
Cogreg dengan No, S00/27NVI2007 tanggal 4 Juli 2007
yang diajukan oleh Rusli Suriadi ;

Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NMPWP) No.
02.644.254,1-403.000;

Foto copy Sueat Izin Usaha Perdagangarn (SIUP) Besar
No. 657/10-20/PBAII2007,;

Foto copy Kliping Koran dan Majalah {entang Famn
Johanes Widjaya ; '

Fotoe copy Surat Kunjungan cfan  Prakiek Keija
Lapangan dari berbagai inclanst maupun Pe.guruan
Tinggt Neged dan Swasta di Indonesia ;

Folo copy Swrat Pemanggian Notards oleh Majelis
Pengawas Wilayah Nolads Jawz Buial Departemen

Hukum dan Hsk Asasi Manusia Kentor Wilayah Jawa
Barat ;

Foto copy Sural Pemanggiian Pelapor oleh Majelis

Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Deparlemon’

Hukurr dan Hak Asaal Manusia Kantor Wilayah Jawa
Barat No, 1534PW-Jabar/2008 tanggal 2 Juni 2008 ;

Foto copy Kontrak Kerja, fertanggal 14 Mai 2007 .

Fotg copy Akta No. 3, tanggal 22 Juni 20083, tentang
‘Penditian PT. Golden Lobsler, dimana Para Tergugat |
dan i tidak pemah mendapatkan salinan asiiaya serfa
tidak pemah menandatangani dari Akla tersebut dan
copy tersebut didapat metalui pengiriman Tiki;

Foto copy Daftar Buke Register Pendaftaran
Perusahaan di Kanwil Dep. Hum dan Ham Jawa Barat.
Bahwa dalam calelan Daftar Register Nomor SK
Badan Hukum PT, Golden Lobster tidak tercalat dan
tidak terdaftar ;
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imbang, bahwa dipersidangan telsh di dengar keterangan saksi Para
1 dan i yang telah bersumpah menurut agamany2 dan menarangikan pada

st 8
Mya adaiah sebagai berikut

1.

Saksi 1 LEQ SURYADI, BBM,

¥

Bahwa saksi sebagal ahl suntik ikan dan pernah berkerja dengan Tergugat |,
kurang lebih 4 tahun:

Bahwa saksi tidak tahy PT.nya, hatiya kenal Tergugat § ;

- Bahwa sakst tidak lerikat pekedaan hanya dipanggil untuk penyuntikan dan

dia terima 30 % dari hasil panen, dalam bentuk ikannya, bukan uang atay

gaji dari Tergugat | ; :

Bahwa saksi tidak tabu temtang perusabaannya, saks! hanya kenal secara
pribadinya |

E

Bahwa saksi sejak tahun 2002, tidak lagt bekerda dengan Teigug;'it i;

¥

Balvwa saksi tabu perkembangan usaha Yohannes, semuanys ik
Tergugat | ;

]

. peneiitian dari pemetintahan ;

E

Babwa saksi iaht ada kurang lebih 70 (tujuls puluh) orang karyawan, tinggal
- dirumah tersebit, mergka adalah yang mengurus iken-ikan tersebut ;

¥

Hahwa saksi tahu diirurmah tersebut tidak ada kantor sebagaimana biasanya
kantor-kantor, para karyawan tinggz! dirumah tersebut seperti mess ;

Bahwa saks! usahanya hanya ikan hias ;

¥

" Batwa hasfinye dikirim untuk dieksport oleh exporter dad Bandung dan
Jakaria ; ‘

Banwa saksi ishu tentang linnya- ada derl DKP (Dinas Kelautan dan
Perikanan), dan hatye mengetahul karena ada penelitian dan DKP, ijin

sacara tertulis tidak permah saksi tihat, dan yang menugurus ijinnya adalah
Tergugjati ;

]

Bahwa saksi tahu tentang an:eiknya Tergugat |, Inneke, seiak ménikah tidak
lagi tinggal di sana ;
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-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat |, pada waktu itu tahun 1982 — 1998,
pada wakiu itu saksi sebagai Kepala Desa ;

Bahwa saksi tahu Tesgugat | wadu ity pernah membeli tanah sejak tahun
1992 -~ 1908, beberapa kali ; '

Bahwa saksi tahu usaha Tergugat | usaha ikan hias, usaha lersebut secara

pribadi bukan dengan perusahaan, dan pembalian assel atas nama p?ibadi
Tergugat |, ada beberapa akie jual beli ; '

Bahwa sakst tahu luas pembellan lanah fersebut kurang lebih 3 Ha (liga
hektad) di lokasi Desa Cogreg, sekarang sudsh ada Sertifikat atas nama
Tergugat §, yany dua alas nama orang lain, tapi sudah dibalik nama dengan
nama Yohannes Wadiaya ;

Bahwa pada waktu dibell hanya bangunan kecil, 1alu kemudian dibangun ada
bangunan basar, ada mess, ada kolam ikan hias dan ada tempat penefifian,
jumiah kolam tkan hiss tersebut satusan ;

Bahwa salbst tahu dule tidalk ada merk atau papan nhame, sekarang rda
papan nardg PT. Golden Lobster kurang lebih 1 {sats) tahun vang lalu ;

Bahwa saksi fidak lihat ada kantor disana, sckarang Karvawannya tidak
batyak yang banyak banya securitinya, kolam tkan hiasnya ratusan ;

Bahwa saksi tahu ssjak tahun 1891akiivitas Tergugat | dibidang kan hias

dan karyawannya 80 % adalal pemuda-pemuda desa tersebut yang direkeut
Tergugat i ;

Bahwa selsl tahu sekéfang feblh banyak satpam-salpam sementars
kegiatan perikanan sepetlinya tidak beijalan ;

Bahwa saksi pernah mefhat adz plang nama PT. Golden Lobster, pfang PT.
Golcen Lobster tersebut tidak permanent hanya berupa spanduik;
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ahwa suksi kenal dengan Tergugat 1, sefak tahun 1988, kenal dengan
ubungan bishis, ada usaha yang sama dibideng kan hias, usaha ekspori

// ian hias beli dart Tergugat | dijual ke Luar Neger ;

Bahwa gaksi tahu pada wokiu ftu belum ada badan hukumnya |

Bahwa saksi pada tehun 2003 sudab beralih ussha;

Bahwa sakst tahu lerakhic tabiun 2007, Tergugat | sudah budidays di Lobster

sebelumnya iken hias, Larena pada saal fu ikan hias mengalami lesu den
beralih ke Lobster;

Bahwa saksi tahu Tergugat {, CV. Exotic, berdiri tahun 2000 ¢

Bahwa saksi setelah beralih dengan Tergugat | sudah tidak pemah membel
ikan dari Tergugat |, dan sudah eksport kan hias sendir ;

Bahwa saksi sudah tidak membel ikan darl Tergugat | sejak tahun 2001 ;

Bahwa saksi tiduk tahu usaha Tergugat | usaha sendirt atau dengan orang
fain ; )

Bahwa saksi tidak lzhu hubungan antara Penggugat dengan Tergugatl;

Bahwa saksi tehu Tergugat | mempunyat kurang lebih 40 pegawei dan ada
“inessnya serla safana lainnya, yang terpisah dari tempat tinggal Tergugat ! ;

Bahwa pad: tahun 2007 saksi pernah berikunjung dalam rangka hubungan
teman, dan tidak ada plang, karyawannya sudah mulal berkurang ;

Bahwa saksi tahy tanah dan lahan yang ditempati Tergugat | adatab milik
Tergugat t seluas 4 Ha '

Bahwa saksi tidak tahu PT. Colden Lobster, tahunya CV, Exotic |

Bahwa saks: tahu pemah melihat kolam-kolam lebster, yang psmasarann; 4
eksport ' '

Bahwa saksi tidak permah. metihat finnya, Tergugat §, tempatnya ada suatu
tempat penelitian dan pendidikan ;

Bahwa Tergugat | selain menjalin hubungan ketjasama dengan saksi juga
dengan pthak lain |
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Rative saksi pernah magang di tempat usaha Tergugat | yang belum ada

ta usahanys, sejak bulan juli 2008 setama 3 minggu, karena 4l iPB botum
fempal magang

- Wakiv kedatangan sakst disana sudah ada Lobsler dan saksi pernah ikut
mensrunkannya |

- Bahwa saksi pernah main dan mengantar adik kelas pada bulan Pebruard
2007, magang disana sebanyak 8 - 6 orang, magangnya pada bulan Juni -
Juli 2007, peman beli lobster dan Tergugat | sebanyak 2000 ekor lobster |

- Bahwa selama saksi magzng nama perusahaannya Ychannes Fam,

. menuryt dia tidak ada badan hukumnya, {in magang ke Tergugst ! tidak ada
nama badan hukumaya ;

«  Bahwa sakst tahi pada bulan Nopemher — Ckdober tatun 2007, peméh beli
tapi lidak diperual belikan olel farm, karena ada persengketaan, lebih baik
mafi dari pada dijusl, ada bapak-bapak yang menyatakan disana |

~  Bahwa sakst tidak pemah mendengar nama Hernan ataut Anton ?

- Bahwa saksi tahu pada bufan Juli 2007, jam 5 sore ada syukuran dan ada
peranjian dengan invesior, telapi ssksi fidak tahy siapa investor itu, karena
pada sazl ssksi datang acarana sudan selesat |

- Bahwa saks! tkdak pemah dengar ada PT. basu dan pernah bicara dengan
Tergugat | bahwa sedang ada sengkela keilasama di bidang lobster ;

5. SaksiV:AGUS SAUM.

¥

Bahwa saksi berkerja di bitlang kensultan keuangan ;

At o —

- DBabwa saks! setelah melthat PT. Yohannns Fam bergerak dibldang
peternakan ikan hias dan febster ;

- Bahwa saksi selak latwn 2006 akhlr sampai terakhir Tergugat | deal dengan
investor baru pada tahun 2007, saks! mencarikan kredt ke bank ;

5 - Bahwa seingat saksi Yohannes Fam berbenttds PT vang bergerak dibidang
ikan hias dan jobster ;

. Bahwa saksi tahu pada tahur 2007 ada investor baru dan sejak itu saksi
tidak menangani proses pengajuan kredit ;
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Bahwa hubungen saksi dengan Tergugat | karena salah seorang murid saksi
kenal dengan Terguga! |, teman saksi mengenal Tergugat | karzaa perly
dana, karena temarn saksi akuntan maka teman saksi yang meju, Yohannes
Faim mempunyai prospek yang bagus ;

Bahwa caksi tahu Kondist farm terakhir sangat memprihatinkan, banyak
benih-benih yang rnati dan disana ada yang jaga ;

Bahwa saksi tidak tahu ada PT. Golden Lobster ;

Bahwa saksi idak lahu Investor yang masuk, karena pada saal #u saksi
sudal: pergi ;

I

Bahwa sal's| {zhu ada hutang plutang di BN sebanyak 1,6 milyar ;
Bahwn saksi iahu ada 2 (dua) Bank untuk Take over darn BNi;
Bahwa sakst ahu ada nvestyr barit dati terman saksi;

Bahwa saksl tahu ada kasus, karena kedasama tidak berjalan mulus pada

bulan Agustus 2007, saksi ada teélpon ke Tergugat 1, die mengataken
katanya tidak dapal investor yang tepat ;

Bahwa saksi fahu kerjasama fidak mwulus, dengardengar ada PT. Bam
namanyz bukan Yohannes Fagn lagi, pada suatu seat ssksi bilang apa
maz‘zg‘!dn lernbags PT. tidak sda tenda tangan. Saksi masih sempat
mengartarkan ke Deparemen Hukum dan Ham hasilnya di Deparlemen
Hukum dan Ham tidak ketemu, tetapt saksi membesi support moral ;

8aksl tahu Tergugat | finggal senditian dan diteman! karyawan ;

Saksi tidak pemah melinat Anggaran Dasar |

Bahwa saksi pada bulan Agusius diundang makan malam |

Bahwa saksi 1ahu dari Tergugst §| OV Exofika adalah assel Yohannes Farm
mum ; :

Bahwi saksi tidek tahu ada investor baru yang hanya 2 {dua) milyar kurang
bisa mengt asal seluruhnya dan saksl tidak tahu fovestor menanamkan
modalnya | '
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R M, a%:wa menurut saksi syarat-sayarat pendirian PT, didirkan 2 (dua) orang

atau lebih, dibuat dhadapan saksi-sakst pengesahan nama PT, kemudian
dibuatl anggaran dasar

- Bahwa menurut saksi jika ada perubahan Anggaran Dasar, harus ditekankan
slatus, penghadap bisa datang ke Notaris terdeial tetapi harus dalam
wilayah keranya, untuk minta perubahan Anggaran Dasar, kalau ada

persbahan dalam minuta ada nfang kosong untuk direpvai dan ditanda
tangani pihak dan diparaf ;

- Bahwa menurut saksi gihubungkan dengan Kasus, akhir akta di tanda
-~tangani para pihak dan saksl-saksi kalau salinan dicap Notarls |

- Bahwa menurul saksi minuta tidak bisa keluar, yang bisa minvia yang
ditegalisir kecual untuk forensic keaslian tanda tangan ;

- Bahwa menurut saksi minufa kosong ( bukti T- T, 1 ), safinan hukd P-18, 7C
yung dilegatisir bisa seperti dikemukakan Polis!, Jaksa untuk forensic ;

- Bahwa menunit saksi jika ada safinan dikeluurkan ada perbedaan yaf‘:g
hertanggung jawab adalah Nefaris |

- Bahwa mewwl saksi, dajam UU No. 1 tahun 1995 ada kewajiban sebelum
disahkon Dep. Kom dan Ham hamus ada bukl setor ke bank uniuk
pergesahan ke Dep. Kum dan Ham

-  Bahwa menmut saksi Perubahan pengurus cukup pemberitashvan direksi
keputudan RUPS dilaporkan ke Cep, Kumn dan Ham |

- Bahwa menuruf saksl dalam UL PT. mengatur batas minimum Anggaran
Dasar forum fedinggi adalah Anggaran Dasar, Forum rapat 5041, quorum

pengambilan kepulusan® perubahan Anggaran Dasar %4, pembubaran PT.

fidak boleh karena tidak Quorum ;

- Bahwa menurt saksi datam RUPS tidak harus ditadirl Notarls, kalau dihadin
Notaris membuat atas permintaan Direksl, dalam Akle Nofaris, mejeka
é?hz:nleﬁkan rapat sendiri, akta partal dan disahkan Notaris hasil rapat

k‘ ditusingkan dadamn akle ;
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- Bahwa menurut saksi dibual minuta kalau belum ada KTP blasanya bisa
kosong, lalu minuta yang kosong tidak boleh keluar salinan. Kalau para pihak
lengkap dibacakan akicnya dan ditanda tangani ;

- Bahwa menurdl saksi setelah ssh dan sudah iengkap para penghadap
diserahkan sallnan ; ¥

- Bahwa menurul saksi legalisir dard Noteris, mengesahkan dokumen Hu henar
dan keadaannya benar ; '

- Bahwa menurut saks! berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Peraturan
Jabatan Notars kalau dilanggar menjadi akle dibawaih tangan karena akte

pendirian?‘l',, maka harus akia otentik, minuta dianggap sempuma setelah
Gitanda tangani para pihak dan gitutup |

- Bahwa menuryt saksl dalam Undang-ndang PT. penyetoran ssham bisa
tunai, pengambilan sahamnys Kalad penyetoran sahtam bukan unai msainya

.. tanah-harus dilakukan penitaian tanahaya dan haus diumarokan dalam sursd
kabar, bila PT, bertbadan hukum, pényetoran saham dalam bentuk tansh
harus disetujul dalam RUPS dan jika tidak dibayar tunal harus secara tegas
dicantumkan dalam akte pendidiannya ;

« Bahwa menurut saksi jika para penghadsp menandatangani sedangkan
sakst tidak maka berdasarkan pasat 40 PJN alde ity menjadi akie dibawab
tangan ; '

Menimbang, ba!uwa{ Teréugat Y dipersidangan te.ah mengajukan surat bukli

. benmupa . '

1. Bukli T.M—~1 : Foto copy Alda Pendirdan Perseroan dengan nama PT,
Golden Lobster berkedudukan di Bogor, secagaimana

" lertuang delam Akta No. 3 yang dibuat oleh’ dan
dihiadapan Tunut Tergugat | Notaris di Kota Depok ;

2] Buki T.M-2 : Fo' éopy Suratizin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar
' Normor : 087TH020/PRAIIR00T ;
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ki T.1t-3 ; Folo copy Tanda Daflar Perusahaan Perseroan
Terbatas Nomor TDP : 10.20.151.038588 ;

ukli T. lit~4 © Folo copy Keputusan Mentert Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik indonesia Nomor
W8,02464 HT.01L.TH.2007 Tentang Pengesahan Akia
Pendirian Perscroan Terbatas ;

5. Bukii T.il~5 : Foto copy Surat Laporan Polisi  Nomor
LPHSaURKVIZZO07Res Boger, tanggal 16 Agustus
2007 . ' :

8. Bukl T.Hl~6& ! Folo copy bukii penedmasn blaya dalem rangka

melaksanakan isi Pefjanfian Rodasama MNomor 3
. lenggat 22 Juni 2007 dan blaya operasiona! dari Para
Pengguga! kepada Tergugalt il ;|
7. Bukti T.1ll-7 © Foto copy buldi Laporan Kas {(Petty Cash) PT, Golden
Lobster Per 25 Juni g&d 31 Juli tahun 2007 ;

8  Bukii T.W~8 : Folo copy bukli Laporan Kas (Pelly Cash) PT, Golden
~ Lobster Per 1 s/d 31 Agustus tahun 2007 ;

9. Bukti T.W~9 : Foto copy bukti Laporan Kas (Petty Cash) PT. Golden
Lobster Par 1 sid 30 Septernber tahun 2007 ;

10.  Bukii T.Ui~40 : Foto copy bukti Laporan Kas {Petty Cash} PT. Golden
" Lobster Per 1 s& 31 Okinber tahun 2007 ;

11, Buki T.W—11 . Folo copy bukii Laporan Kas {Petty Cash) PT. Golden
Lobster Per 1 s/d 30 Nopember tatwn 2007 ;

2. Bukli T.1-12 : Folo copy Pembayaran pada percetakan Negara
Republik Indonesia ;

Menlmbang, bahwa keseluruhan surat bukli tersebut tefah dibubuhi materal
L oukup

1

% Menimbang, bahwa dipersidangan lelah di dengar keterangan saksi
i Tergugat W jiér‘zg telah bersumpah meaurut agamanya dan menerangkan pada
§ pokokeya adalah sebagal bedkut :
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Bahwa saksi tidak 1ahu jat.atan Andl Hatawan ;

Bahwa saksi tahu saudara Andi Hartawan, Ineke dan Johannes adalah dari
PT..Golden Lobster ;

Bahwa saksi digaji oleh PT. Golden Lobster:

Bahwa saksi lahu Ineke Wijaya kareéna dia atasan saya dan Direldumnys
waktu ity adalah bapak Rusli sebagal Direldur Utaina ¢

Bahwa Tengku Johansyah sebagai investor ;

Bahwa saksi {ahws mereka di Colden Lobster karena Wakla i’zﬁ ada peresrian
makan-makan dan ada pembentukan PT, Goiden Lobster dan pada waldu it
fidak ada pidato, katanya sekarang kita PT. Golden Lobster ;

Bahwa setahu saksi usahanya dibidang Lobster dibudidayakan lalu dijual
Bahwa bulan Nopember saksi birhenti bekeria mengundurkan di:‘i‘ karens

AN

tidak ada kerjaan, pada bulan Juli Agustus ada ketjaan setefah i rbut, wxdz
pencurian udarig-udang yang tidak boleh keluar ;

Bahwa yang dbut setahu sakst Pak Yohannes dengan investor dan saksi
tahu kerena ada pencurion udsng

Bahwa yangy f;zﬁmcuﬁ tersehut isunya pak Yohannes |

Bahwa saksi tahu benloknys mereka berupa Perang mulut dan beda
pendapatnya masing-rasing, Jadi tidak ada penjuatan ;

Bahwa meskipun rebut tapi masih ada produksi akan tetapt tidak ada yang
dijual karena fidak boleh cleh investor ;

Bahwa karyawan yang digaii kurang leblh 30 orang dan yang dibayar galinya
hanya karyawan apangan ;

Bahwa saksi kera sebslumnya i Ciseeng dan atasan saya adalah Pak
Ruslan jubatannya General Manager, diresmikan bulan Juli 2007 §

Bahwa saksi tahu ada pedurunan penjualan, karena saks! terima bulan Juli
Agustus lancar, September tidak ada penjuaian |
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< Bahwa saksl sebagal kervawan pada PT. Qolden Lobster, pada saat

pemualan saksi tidak permah mefhat ada PT. lain, iadi vany divaiang hanva
ada PT, Golden Lobster

- Bahwa sa'si pernah meihat dokumen vaitu exclica |

- Bahwa saksi kera diganz apa ada- plang PT, Golden Lobster cefalah 2 (dus)
butan peresmian : :

Menimbang, bahwa Turul Terpurral IV dipersidangan telah mengalukan surat

bukt berupa ;
. Bukti T.1-WA : Folo copy Pedanjlan Kredit Nomor @ 2001/PIES2GE,
tanaaal 15 Nopember 2001 |
2, Bukd T. 712 : Folo copy Periandian Kredit Momor @ 2001/4PE/3D7.
tanagat 15 Nopember 2001 ;
3. Bukli T.T-1V.3 : Folo copy Setlifikat Hak Milik No. 258, Kelfurshan
2 Cogreq, tangaat 15 September 1988 otas pama Johanes
Widiaya .
4, Buki 'l‘ T-iV.4 : Folo copy Serifikat Hak RMiik No. 278 Desa Cogreg
] tanagal 30 Junt 1689 atas nama Jobanes Widiava ;
5. Bukl T.T-WW5 : Fota copy Serifikat Hak Milik No. 208 Desa Cogreq
tanggat 2 Apdil 1987, ates nama Johanes Widiava
8. Bukll T.1T-IV.8 : Folo copy Serdifikat Mak Miik No. 209 Dasa Coaren
* tangnal 2 April 1997 atas nama Jotmnes Widiava ;
7. Bukli T.T—IV.7 : Foto copy Serfifikat Hak Miik Mo. 210 Desa Conreg

tanaual 2 Ais;il 1807 nias nama Johanss Widiava |

Bukti T.T~IV.8 : Foto copy Serdifikat hak Milik No. 211 fanggal 2 Apsil
1997 alas nama Johanes Widiava ;

Bukt T.T~ V.9 : Folo copy Serlifikat Hak Tanngungan Perinokat Pertama
N Nonor @ 2972002 tanaga! 10 Januard 2002 vang menqikat
SHM Mo, 258 atas nama Johanes ¥ fidiava sebesar Rp.
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588 500000, (Lima ralus delapan pulub delapan jula
ima ratus Abu rugiah) ;

folo copy Settifikat Hak Tanggungan Peringckal Perlama
Nomor © 305/04 tangga!l 4 Mare! 2004 yang mengikat
M No., 275 alas nama Johanes Widiaya dan SHM No,
o ' 208 atas nama Johanes Widiaya senilai  Rp.
350.000.000,~ (Tiga ratus lima puluh jula rupliat)

11. Buktt T.7-1V.11 :  Foto copy Serfifikat Hak Tanggungan Feringkat Portama
_ Nomor : 31/2002 tanggal 10 Januari 2002 vang mengikat
SHM No. 208 atas nama Johznes Widiaya senilai Rp.
298,000.000,- {Dua ratus gsembilan pulth defapan juta
rupiah) ;

12, Bukti T.T=1V.12 :  Foto copy Serifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama
Komaor ©: 30/2002 tanggal 10 Januari 2002 yarg mengikat
SHM No. 210 atas nama Johanes Widjaya senifal Rp.
520.610.000 - {Lima ratus dua puluh juta rupiahj ;

13. Bukt T.1-10.13 - Foto copy Sedifikat Hak Tanggungan Peringkat Petama
Nomer : 28/2002 tangga! 10 Januan 2002 yang mengikat
SHM No. 211 atas nama Johanes Widiaya senilat Rp.
$88.000.000,~ (Tiga vatus delapan puluh sembilan juta
rupiah) |

Menimbang, bahwa keseluruhan suzat bukhi tersebut telah dibububi materai
oukup |

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat vraian putusan ini, maka segala
sosuaty yana teriadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara
. persitiangan dianggap telah dimuat dan dipertiimbangkan dalam putusan nd ;
Menimbang, hahwa sela;njz.itﬁya Penggugat, Tergugat |, 1, Tergugat Il dan
_ Turut Tergugat 1V, telah mengajukan kesimpulan ;

‘Menkrbang, behwa para pihek yang bersengkata tidak mengajukan apa —
8- apa lagi maka memohon putusan ;
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TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

\BEnimbang bahwa Gugtan Para Penggugat, moksud dan lyjuannya adalah
ang diyraikan tersebut dials ;

Menimbang bahwa tethadap Gugalan Para Penggugat fersebut dlatas,

Tergugat | dan Tergugat 1, teloh mengajukan Jawabanya berupa Jawalyan Tergugat
| dan il Dalam Konpensi dan Bugatan Cialam Rekonpensi, Tergugat 1ll, telah puta

~mengajukan Jawaban berupa Jawaban Tergugat i, Turur Tergugat ! lelah

mesngaiukan Jawabannya berupa  Jawaban  Ates Parkarm  No.
139/t Gf2007/PN. Con dan Tund Tergugat IV telsh pula mengajukan Jawabannya,
berupa Jawaban Pediara No. 139/Pdt GR2007/PN.Con, dimana Tergugat | <an
Tergugat B dan Turut Tergugat IV dalam Jawabannya tersebut tefah pula
mengajukan Eksepsi terhadap gugatan dad Para Penggugat ;

Meninbang Dahwa Eksepsi darf Tergugat | dan Tergugat i ferssbut pada
pokoknya adalah mengenal hal-haj sebagal berikut

A. Para Penggugat tidak benvenang untuk mengaiukan gugatan.

Bahwa sesuai dengan ketenfean yang fersebut dalam UU No. 48 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, keabsahart seseorany menfadi pemegang saham
pata suaiu Perseroan Terbatas hanustah dibuktikan dengdn bukli penyetoran
modal ke dalam perseryan. Bahwa pada kenyataannya, balk Penggugat | atas
nama Andi Hartawan Sardjitc maupun aias nama Turut Tergugat NIl Teuku
Anwar Pichansyah qg PT. Pulera Bersaudara Mulia, tidak pemeh melakukan
penystoran modal kedalam Pearséroan, sementara dalam. gugatannya, Para

Penggugat mendaliiikan dirinya berada dalam kepasitasnya sebagal peimegang
saharn dan Komisans Persercan.

Bahwa sebagaimana kesepakatan dalam Akte No. 2 fanggal 22 Juni 2007
tentang Petianjian K&ﬁééama,y&ng dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat
'i, Tergugat | dan Tergugal 1 dengan Para Penggugatl bermaksud uniuk
mendikan PT. Golden Lobster %etapi kenyatagnnya hingga saat ini Para
Penggugat dan Turet Tergugat 1 fidak pemah melakukan penystoran modal
sehagaimana isi Akle tersebut diatas, dengan demikian Para Pengougat bukan
sebagal pe negang saham dan atav PT, Goiden Lobsier menurut hukum
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B. Gugatan Kabur { obscuur libel ).

1. Bahwa sebagaimana daiam gugatannya, Pengguaat [} principal, PT. Putera
Bersaudara Mulla, dalam mengajukan guoatannys diwakill oleh Tommy
Djohan, sedangkan datam Akte No. 2 fanggal 22 Juni 2007 tentang
Peganjian Kenasama sebagel, dasar hubungan hukurmn antara Para
Penggugal dérngan Tergugat ! dan i, Penggugat Principal PT. Putera
Egrgaudara Mulia diwakili oleh Teuku Anwar Dichansyah yang dalam
pugatannya justru ditempatkan sebagal Turut Tergugat {il bersama-sama
dengan Penggugat 1 principal Andt Hartawan Sardiilo sebagai 1ihek Kedua
berhadapan dengan Para Tergugat | dan | se»zhagai pitak Partama.

Bahwa dalam Akle No, 2 tanggal 22 JSurd 2007 lersebut, Pihsk Kedua
adalah Andi Hartawan Serdiito bersama-sama desgen Teuku Anwar
Diohansyah yang menempatkan PT. Putera Bersaudara Mulia, maka
menurst hukum, Keberadaan Tuaky Anwar Diohansynh adalah sebagai
Penggugat dan bukan sebagat Turut Tergugat sebagaimana daiam gugatan
Para Penggugat aguo. Bahwa dengan ditarilnya Teuku Anwar Djohansyah
se}}agaj Twrut Tergugat i yang éeharusnya menurut hukum adalah

Penggugat, telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur
alias tidak Jelas { obscuur livet ).

. Bahwa b}gitu juga gugatan Ii;ara Penggugat vang menarik dap menjadikan
pihak lain sebagal twrut fergugat namun delam posita Cugatannya tidak
menguraikan peran dan perbuatan apa yang dilakukan oleb Para Turut
Tergugat yang menjakibatkan kerugian bagi Para Penggugel telah
mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur alias tidak elas
atay setidak-idaknya telah salah dalam mesentukan Terguget { error in
persona ). '

., Bahwa gugatan Para Penggugat aguo, dimana Para Penggugat dalam
kapasitasnya sebagal para pemegang saham dan Komisaris PT. Golden
Lobster, namun temyata dalem gugatannya Para Penggugal juga telab
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menjadizan PT. Golden Lobster sebagal “ergugat NI, sehingga dengén
demikian, Para Penggugat telah menggugat dirinyz sendiri,

i kan Dksepsi dad Turul Tergugat 1V tersebul pada pokoknya adalah
gfai hal-hal sebagai berikut ¢

a Gugatan Para Penggugat envor in persona dengan alasan sebagai berikut ;

- Bahwa Tunt Tergugat IV tidek mempunyal hubungan hukum dengan Para
Penggugat mengensi permasalahan yang sedang diperkarakan ;

- Bahwa Turut Tergugat IV hanya ynermifiki hubungan hukum dengan Tergugat |
berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit kepada CV. Exitic étqixarium yang

mana Tergugat | dan Tergugat Il bertindak sebagal Komisaris dan Direktur darl
CV tersebut

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, mengingat pokok perkara yang menjadi dasar
gugatan Penggugat adaiab adanya kewsiiban Tergugat I'dan Tergugat 1 kepada
Para Panggﬁgat sedangkan hal dimaksud sama sokali fidak berthubungan
dengan kewajban Turut Tergugal IV melakukan prestasi atas perkara dimaksud

maka gugalan Para Ponggugal merupakan gugatan yang kefine { Emor in
Persona J.

Menimbang bahwa lerhadap ekeepsi dari Tergugat | dan Tergugat #f dalam
huruf A tersebut clatas, yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak herwenang'

untuk mengajukail gugatan, akan Majefis Hakim perfimbangkan sebagaimana
pertimbangan Majefis Hakim dibaweh inf ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi térsebut, menurut Majelis Hakim sudah,

masuk dalany materi pokok perkara yang akan diperiimbangkan bersama-sama
dengan pertimbangan terhadap pokok perkara ini, karena apakah benar antara
Para Penggugat dengan Tergugat | dan Tergugat U telah ada kesepakatan

- kefjasama untuk mendirfkan sebush Perseroan ‘{ei'batas dan apakah juga felah

g T e T T

terjadl pendirlan Perservan Terbatas tersebut serda apakah benar Para Penggugat

belum pemnah melekukan periyetoran modal ke dalam Persercan Terbatas yang'

didiriksn tersebut sebagat syaral wujud -éiidirikannya suaty Perseroan Terbalas 7 Hal
tersebut akan baru diketahui setefah»mainpeﬁimbangkan tsrhadap bukti-bukit yang
dialukan Qléb kedua belah pihak ‘}a’ng herperkara, sehingga ieblhy tepat jika
dipertimbangkan barsama-samd \dengjan pertimbangan terhadap pokok perkara
gugatan Para Penggugat int | :

Pembatalan Akta..., | Novant A, FH Ul, 2009



39

Menirabang bahwa berdasarkan perimbangan lersebut diatas, maka eksepsi
rgugat | dan Tergugat # pada hurul Atersebut diatas, menunst Majelis Hakim,
1 tersabut belum cukup berslasan Karenanya eksepsi tersebul haruslah

Menimbang bahwa terhadap ekeepsi dari Tergugst | dan Tergugat !l pada
huruf B.1, yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena dalam
sural gugatannya telah menempatkan Teuku Anwar Ojohansyah sebagal Turut
Tergugat, sehary myya Teultu Anwar Dichansyah juga ditempatkan sebagai salah
salu pihak Penggugat, akan Majells Hakim pertimbangkan sebagaimana.
pertimbangan Maielis Hakim dibawah ini}

Menimbang bahwa berdasarkan Akle Notazris R, Svarf Budiman { Turut
Tergugat 1} yaifu Akte No. 3 tanggal 22 Juni 2007 yang metupakan Akla Pendirian
Persercan Terbaias ( bukit P-18 ) bahwa datam Alda torsebut, pendin ctan
pemegang saham dari PT. Golden Lobster adalah Para Penggugat dan Tergugat |
dan Tergugat I, karena pokok cugsian sengkata ded gugatan Penggugat pada
masalah pendirian Perseroan tersebut, maka sudah tepat kzlau Para Penggugat
menempatkan Tuan Teuku Anwar Dichansyah ssbagal pihak Turut Tergugat bukan

 sebagal salah satu pihak dari Pama Penggugat, karena Tuan Teuku Anwar

. sebagai Tergugat dan ‘Turut- Tergugat adalah didasarkan pada hall Penggugst
menentukan sia{&a‘ saia yang. ingn. digugainya, cenempatan Teuku Anwar

Djohansyah bukan pendiri dan pemegang sahaia dari Akta No. 3 tanggal 22 Juni
2007, karensnya eksepsi Tergugat | dan Tergugat I vang menyatakan gugalan Para
Penggugal kabur { checuur libel } kerena menempatkan Teuku Anwar Djohansyab
sebagal Turut Tergugat 1l yvang seharusaya ditempatian sebagai pihak Penggugat

bersama-sama dengan Para Penggugal, menurut Majelis Hakim, fidakiah cukup
beralasan: )

LJMMeaimbang bahwa peqémpatan para pihak sebagal Penggugat maupun

Djohansyah pada posisi sebagai satat satu Turut Tergugat menggambarkan bahwa
Teuku Anwat i:}jéhansyafz hanya memﬁm{yai hkubungan hukum dalam gug;azizn i
sebafas pada mentaati putusan, jadi belum tentu Teuku Anwar Cjchansyan { Tunat
Tergugat il } telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak
Para Penggugat karenanya dalam gugatan Para Penggugat tidak ada keharusan

untuk menguraikan peran dan atay parbuatan Teukn Anwar Djchansyah aeﬂaku‘

Turut Tergugat [ daterm perkeia i, yang telah mengakibatkan kerugian bagi Para
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gangkutan sebagai salah satu Tundt Tergugat, maka la dapat diharapkan
Entaati apa yang akan diputugkan dalam perkara tersebut ;

'Menimbang bahwa begitu juga terhadap Tunut Tergugat |, Turut Térgugat i,
Furut Tergugal IV, Tund Tergugat V dan Turut Tergugat Vi, penempelan Para Tunit
Tergugat tersebut karena mempunyal keledkaitan hubungan hukum dengan pihak

Pare Penggugat maupunt Para Tergugat, dard beberapa hubungan hukum yang
dibuat oleh Para Penggugat dengan Tergugat | dan Tergugat I, sehingga justru

apabila fidak dilempatken sebagat pilak Tunit Tergugat maka gugatan Para ‘

Penggugat menjadi kuvang pihek yang berakibat gugatan menjadi tidak sempuma,

sehingga bisa dinyalakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterma karena kurang
pihak yang digugat

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka
eksopst Tergugat | dan Tergugat 1l dalamt hund 8 angka 1 dan 2 tersebut diatas,
yang menyatakan gugaten Para Penggugat kasbur dan fidak jefas karena salah
renertuken Tergugat { error in persona ), datam hal ind menurut Majelis Hakim,
tidak cukup beralasan, karenanya eksepsi tersebut harusiah ditatak ;

-

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Terguaat | dan Tergugat It pada huruf i3
angka 3 vaily bahwa gugatan Para Penggugat aquo, dimana Para Penggugat
" dalam kapasitasnya sebagal para pemegang saham dan Komisaris PT. Gotden
Lobster, namun termyata dalasn gugatannya Para Penggugat uga tefah menjadikan
PY. QGolden Lobster cebagai Tergugat W), sehingga dengan 'demikzan, Para

Fenggugat telah menggugat dirdnya sendir, akan Majelis Hakim pertimbangkan .

sebagalmana perlimbangan Majelis Halim dibawah inf ;

Manirnbang bahwa datam LU Mo, 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
( PT), ada beberapa kemponen cz:gan daiam kebaradaan suate Perseroan Terbatas
{ PT) yany dapat dibedakan antara Pendiri Perseroan Terbatas, Pemegang Saham,
Pengurés‘( Oireks! ) dan Dewan Komisans serta RUPS, yang mempunyal fungsi
dan fugss niasingmasing yang perbeda satu dengan lainnyz, sehingga dapat
menimbulkan perbuatan dan kepentingan hukum yang berbeda pufa, sedangkan
_yang menjalankan Perseroan Terbatas adalzh Pengurus { direksidirekst ) dan
~ RUPS { Rapat Umum Pemegang Saham Ydengan diawas! oleh Dewan Kormnisaris ;
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Menimbang bahwa sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat dan Akla
'\; tanggal 22 Juni 2007 { bukti P-18 }, bahwa Para Penggugat adalah Pendiri
> XA jgus pemsgang saham dad PT. Golden Lnbster, dan Para Penggugat
i n?ah Pengurus { direksi-direksi 3, yang menjalankan roda perseroan tetbatas
Aéfsebut, sehingga Para Penggugat menggugat ©T. Golden Lobster bukaniah
menggugat difnya sendii larena PT. Golden Lobsler adalah terdii darn
Pengurusnya dan RUPS, dan Pengurusnya adalah terdini dari, semula Rusli Suriadi
{ Direkdur Utama 3}, Inneke Wiaya {Direktur ), Freddy Tiandra { Oireldur } dan
Kusman Lim { Direlktur } kemudian mengalami perubahan dalam RUPSLE ( Rapat
Umnum Pemegang Ssham uar Biasa ) yaltu terdid dar Rusli Suradi ( Direldur
Utama 3, Freddy Tiandra { Direktur } dan Dr. Gagan Prawira Subarah { Direlktur 3,
dengan demikian Para Penggugst bukanlah sebagal Pergurus dari PT. Grﬁden
Lobster vang menjalankan rada perseroan terbatas torsebut ;

Manimbang bahwa kemudicn delam Pasal 61 ayat'( 1 3} UU No. 40 fahun
2507, menentukan bahwa “selisp pemogang satam berhak mengsjukan gugatan
?99‘1&335 perservan ke Pengadilan Negsri, epehila dirugikan- karens findaien
porseroan dignggap lidek adi dan {enpa alasan wajar sebage! akibat keputusan
RUPS, Direksi, dari/ alau Dewan Koemisaris®, Dan avat { 2 Ynya berbunyi ; *gugafen
sebagalimana dimaksud dalam ayal { 1 } digjukan ke Pengadilan Negeri yang
casrah hukumnya melipuli tempat keduduken persercan”. Bahwa <ae ketentuan
Pasal 61 Ul Ne. 40 tahun 2007 tersebut {iiatas, Para Penggugat sesuai dengan
dalil Para Penggugat, selaku pemegamg saham dapat mengajukan gugatan
terhadap perseroan karena tindakan hukum akibat Hodakan yang tidak adil dan

tanpa alasan oleh kepuiusan F’.UP& Pirekst maupun Dewan Komisarls persercan in
casu PT, Golden Lobster;

Menimbarg bahwa dar uraian pettimbangan tersebut diatas, maka eksepsi
Targugat | dan Tergugat U yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kabur
karena Para Penggugat menggugat PT. Golden Lobster sebagai Tergugat 1 adalah
menggugat diinya sendin, adalah tidak cukup beralasan karenanya eksepsi
tersebut juga haruslah ditolak ; . _ ®

.....

maka eksepsi dan Tergugat I dan ”fe:gugat i, menurit Majelis Hakim Hdak cukup

beralasan karenanya eksepsz dart Tergugat 1 dan Tergugat i tersebut ditolak uniuk
seluruhnya ;
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et Tergugat §i selaku seiaku Komisaris dan Direktur dari GV, Exotic Aquarium dan
Tergugat | masih memilid kewajiban hutang kepada Tuns Tergugat IV ;

Meqimbang bahwa oleh karena bordasarkan dalil gugatan Para Penggugat
dan Akta No. 2 tanggal 22 Juni 2007 serla Akta No. 3 tanggal 22 Junt 2007 tentang
kerfasama Pendiian PT, Golden Lobster bahwa hutang plhek Psriama yaitu
Tergugat | kepada pihak Ketiga termasuX hitang Tergugat 1 kepada Turut Terguaat
IV dikurangi kedalam asset penyertaan modal yang disetorkan keparia PT. Golden

Lobster yang baru didisikan tersebut, dengan jaminan tanah-lanah dan asset-asset
alas nama fergugat | ;

t

Menimbang bahwa dari dalii gugatan Para Panggugat fersebut, memang
sudah seharusnya kalau Turu . Tergugat IV ditarik sebagai salab sate pihak Turut

~_Tergugat dalam perkara aquo karena mempunyal keferkaitan hubungan hukum

dengan CV. Exsolic Aquariuni dan dengan Tergugat |, sedangkan Tergugal |
mergaiin hubungan kerdasama dengan Para Penggugat |

Wenimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka elksepsi
dari Tunit Terguga! IV yang menyatakan bahwa gugalan Para Penggugat adalah
aror in’ persona karena Tunst Tergupat IV tidak mempunyal hubungan hukum

dengan Para Penggugat, tidak cukup heralasan, karenanya eksens! fersebut juga
harusiah ditolak ° .

Menimbang bahwa tienga&n menunjuk pada ketentuat datam Pagal 136 HiR

~ yang menyatakan hahwa eksepsi yang tidak berkajtan dengan kompetensi absolut

i

AL

dari suatu Pengadilan hawsr_ab ditolak dan akan diperfimbangkan bersama-sama
dengan penimbangan terhadap pokok pariara |

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas,
maka eksepst dasd Tergugat | dan Tergugat 1l serta eksepsi dari Turut Tergugat 1V,

- haruslah ditolak untuk sehirubnya.
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' .miaang datam Akta No, 3 yang dibuat dan d:haﬁapam Turut Tergugat | Bahwa
sebeium didirkan perusahaan sebagaimana dimaksud poin 1, Tergugat | adalah
sglaku persero diam dengan jabatan Komlisars OV, Exolica Aquarium, sedangkan
Tergugal i adalah sslaku persero pengurus dengan jabatan sebagai Direktur dani
dan karenanya unluk dan atas nama perseroan komanditer V. Exotica Aguatum
yang didirikan berdasarkan Akia No. B tanggal 20 Desember 2000 dibuat oleh dan
dihadapan Ards Hendrawan Halim, SH Notaris oif Jokara. Belwa CV. Exoiica

Aquarium selaku badan hukumn bergesmk dalam usaha budidaya ikan aw tawar /
fobster dan kan hias, dengan memilild asset -

a. Bidang-bidang tanah hak milik yang semuanya terdattar dtas nama Tergugat |
tertetak di Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kebupaten Bogor, Provinsi Jaws
Barat, yaite Sertifikat Hak Milik No. 208/Desa Cogreg, Sentifikat Hak Milik No.
209/0esa Cogieyg, Sertifikat Hak Milik No. 210/Desa Cogreg, Sedifikat Hak
Milik No. 211/0esa Cogreg, Sedifikat Hak Milik Ho. 213/Cesa Cogreq, Sertifikat
Hak Milik No. 243/Desa Cogreg, Sertifikat Hak Miik No. 258Mesa Cogrey,
Sertifkat Hak Milik Mo, 2¥3/Desa Cogreg, Sedifikat Hak Milk No. 275/Desa
Gogreg, Serdibkat Hak Millk No. 278/Desa Cogreyg, Sestifikat Hale Milik No.

. A52esa Cogreg, Seriftkat Hak Mikk No. 184/Desa Cogreg, Sertifikat Hak
Mili No. 185/Desa Cogreg, Sertifikat Hak Milk No. 189/Desa Cogreg, dan
Sesdifikat Hak Milik No. 188/Desa Cogreg ;

b, Bangunan-bangunan yang dididkan di atas tanah sebagaimang diuraikan
diatas yaitu | banguien-bangunan rumeb tinggal untuk ’katyawafz, bangunan -
kantor 2 { dua ) iantai, 1 { satu ) unit gazebo type B, 2 { dua ) unit gazebo type
C, bangunaa mess, bangunan mushola, gudang seluas 2.000 { dua ribu )
meter perseqi, alat-alat untuk ope{as;ionai farm dan inventaris kantor,

Bahwa ’l'ergugat | selaln mempunyal aset-aset sebagaimana div aikan diatas, telah
pula mempunyal hutang kepada

a.  Turut Tergugat i%! sebesar Rp 1.600.000.000,~ { satu miiyar snam ratus juta
fupiah };
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| / enimbang bahwa selanjulnya Para Penggugat mendalilkan bahwa dalam
*'. kesulitan keuangan karena tedilit hutang, Tergugat | dan Tergugat i telah
Nttt

engajak Penggugat | dan Turut Yergugat ! untuk bekejasama, dimana dalam
kerjasama tersebut Pengougat | dan Tusut Tergugat i bedindak selaku investor
terhadap bidang usaha yang dilalankan oleh Tergugat | dan Tergugat Il Setelah
beberapa kali mengadakan peremuan, kedus belah pihak sepakat untuk
bekerasana ssbagalmana diluangkan dalam akta peranjian kefasama No. 2
tanggal 22 Juni 2007, dibuat oleh dun dihadapan Tunut Tergugat §, dimana dalam
pefjaniian Kerjasama fersebut para pihak hadir kecoali Turut Tergugat Wi, Bahwa
. defam surat perjanfian kerfjasama lersebut pada intinya disepakati hat-hal sabagai
berikut 1

i

a. Bidang.-bidang tanzh dan bangunan sena seluruh aset milik TV, Exolica
Aquarium ditefapkan dengan nilai sebesar Rp. 6.000.000.000,~ { enam miiar
supizh ), jumiah ferseout setelah dikurangi jumiah hulang Tergugat | kepada
Turat Tergugat IV sebesar Rp. 1.600.000.000.- { satu mifiar enam ratus jula
rupiah ) dan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 1.400.006.000,- { satu mitiar
empat ratus jula runiah ) sehingga sisanya meniadi Ry, 3.000.0060.000.- { Hoa

__miliar ruplahk ) akan ditatapkan” cebagai nilei aset Perseroan Terbatas yang
akan didirikan ;

b. Nama perseroan disepakati dengan nama PT. Guiden Lobstiar, berkedudukan
di Bogor dergan komposisi saham !

). Turnat Tergugat [ dengan menunjuk dan menggunakan nana PT. Pulera
Bersaudara Mulia, sebesar 30 % alay senilai Rp. 900.000.000,- { sembilan
ratus juta rupiah ), akan menyetor berupa uang ; .

2}. Penggugat | sebesar 30 % alau senital Ry, 800.600.000,- { sambilan ratue
juta rupiah ), akan menyelor berupa Uang ; .

3} Tergugat | sebesar Rp. 30 % atau senilal Rp. $00.000.000,- { sembilan
ratus juta rupiah ), yang penyetoran modainya berupa tansh dan aget |

4). “Tergugat Ul sebesar 10 % alau senilai Rp, 300.000.000,- { tiga ratus jute

-~ rupiah ), vang p;znyetomn madainya beruna tansh dan aset;

¢, Komposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris d:sepakati sebagai berikut :
Komisaris Utama, “{ergugazi

Komisaris © ot Penggugat {
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. Dicky Jaya Putera Johan,
: Rust Suriadi,
: Tergugat 1L
' : Freddy Chandra,
: Kusmar Lim,

d.  Hutang Tergugatl | dan Tergugat i kepada Turut Tergugat IV sebesar Rp.

1.600.000.(00,- { satu miliar enam ralus jula rupleh ) meajadi hu'ang
perseroan ; ’

“e. Hutang Tergugat 1 dan Tergugat Il kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.
1.400.000.000,- { satu miliar empat Jatus juta ruplah ) akan dibayar oleh Para
Panggugat secara bersama sebesar Rp, 872,800,000, { delapan ratus fujuh
puluh dua jula Hima ratus riby rupiah )} diangsur sefama 12 bulan dan sisanya
tetap menjadi tanggungan Tergugat .

bl

Bahwa Tergugat | selaku pemegang 30 % saham PT. Golden Lobsler selpin
diangkat selsku Komisaris Ulame juga diberi diberi wewenang uniuk mengelota
budidaya ikan air tawar 7 lobster dan ikan hias sesuai keshliannya dan karena sejak
awal tempat tinggal Tergugat | berada didalam area pewsahaaﬁ mzka Para
Penggugat masih mengilinkan meskipun rumah tersebut sudah menjadi aset
pefusahain dengan cataten apabila perusahaan felah berjzlan dengan baik

Tergugat | akan diber rumah diluar drea perusahaan, sementara Torgugat 1 selsky '

pemegany 10 % saham PL. Golden Lobster juga diben kedadukan selaku dgirektur
yang daiam menjalankan pekeriaannya dibantu -cleh adik ipanys bemama loe
Daniel Artante yang juga menpakan karyawan GV, Exofica Aquarium sebelurn
gitebur menjadi PT. Goldun Lobster, scwruh biaya operasional Tergugat 1 dan
Tergugal § termasuk fasfiitas berupa kendaraan operasional  berikat  sopir
diianggqu oleh pems&haan‘ dituar gafl perbulannya. Bahwa kemudian Para
Penggugat mendapaikan laporan. dat '{ergugat i mengenai adanys penyimpangan
dalam pengelofasan pemsahaan dimana pada tangge! 6 Agustus 2007 Tergugat
mendapatkan buki panjualan %ohst&: dan ikan hias yang dilakukan nieh Joe Daniel
mtanto senilal Ry . 3.700, G{EO { tiga juta tjuh ratus dbu ruplah } tertanggal 21 Jull
2007 ianpa mengeunakan faktur yaog biasa digunakan perusahaar, hal mana
diduga ditakukan sajak berdirinya perusahaan karena dilakukan diiuar jam keda dan
berdasatkan pengakaaz{ yarz, bersangkutan saat diminfai pertanggungjawaban
pada tanggat 8 &gﬁs{uséi}ﬁ] \ pérbuatan tersebut ditakukan sepengetahuan seris
untuk kepentingan Tergugat | dan Tergugat il. Bakwa schubungan dengan hal
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Membetikan kuasa kepada perusahaan untuk mengurt s 4 { empat ) sertifikat
perusahaan yang hilang ;

(3). Memintz Tergugatl  tidak berlempat tinggal di farm

(4}. Melakukan perombakan manajemen .

Bahwa Tergugat | menolak ustlan Para Penggugat dan menyatakan lebih
baik membubarkan perusahaan, akibat ;danya sikap penolakan maka hubungan
antara pemegang saham dalam perseroan menjadi tidak barmonis, Sehingga dalam
situast yang tidak kondusi tersebirt diminta agar Tergugat | dan Tergugat It untuk
menyerahkan dan alau mengembalikan modal keija .serta pembayaran hutang

kepada pihak ketiga yeilu Turut Tergugat V dan Tunut Tergugat VI yang telah
difakukan ¢leh Para Penggugat ;

Bahwa dalam situasi dan  kondisi perusahaan  yang ,terganggy
operasionainyg, Tergugat [ dan Tergugat Il meminta fin untuk menjual hasil
budidaya [obsler dan kan hias tefapi §dak difinkan oleh Para Penggugat. Wataupun
fidak diber §iin Tergugat {dan Tergugat Il tetap mengeluarkzn hasil budidaya dengan
paksa dibantu oleh pihak lvar dengan menggunakan 4 { empat ) mobll. Merasa
perﬁuatannya berhasi pada tanggal 10 September 2007 Tergugat § dan Tergugat H
bermaksud untuk mengulang! perbuatannya tetapl berhask digagefkan ofeh
Tergugat {lf dengan dibantu keamanan setempat, Bahwa selaniuinys pada tanggal
25 September 2007, tanggal 8 Oklober 2007 dan tanggal 09 Oktober 2007 direksi
dan permegang saham P Golden Lobsier 'telah‘ mengadakan rapat umum
pemegang saham luar biasa yang hasilnya dicafatkan dalam Akta Risalah Fapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 8 dan $ dan akia Fernyatann Keputusan
Kapat No. 11 yang dibuat dan dihadapan Turut Tergugat 11, kemudian dengan Isi
&épuiuﬁan antara fain memberhentikan dengan hommat Tergugat | selaku Komisarls
Uiama dan Terqugat # selaku direkiur persercan, Bahwa berdasarkan uraian
‘tersébu; diatas Terguget | semuda set~w Komisaris Utama dan Tergugat i semula

- selaku Direldur telah melakukan tindakan fercela, yang meruglkan Para Penggugst
selaku investor. Karenanya perbuatan Tergugat | dan Tergugal 1l tersebut dapat
dikalegorikan telah melakukan perbugtan melawan hukum, Bahwa akibat perbuatan
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yang mendalilkan bahwa pada langgal 22 Junt 2007, Para Penggugat dengan
Tergugat | dan Tergugat ¥l teiah mendifkan PT. Gokien Lobster adalah dalil yang
tidak benar dan aharus ditclak, dengan slasan-alasan bahwa hingga gugatan ni
diajukan, lemyata P, Golden Lobster secara hukum idak permnah ada karena
sesuai dengan Akla Wo. 2 tanggal 22 Juni 2007, Para Perggugal dengan Tergugat |
dan | baru berkehendak / bermaksud akan mendirdlan PY. Golden Lobster akan
.teaap? para pihak, khususnya Para Penggugat tidek pemah melakukan penyeloran
modal sekalipun telah diwajibkan berdasadan Akta No. & tanggal 22 Juni 2007
tersabult selain it Tergugat | dan Tergugat 1 tidak pemah menan;ﬁataagani Akiz No,
3 tanggal 22 Juni 2007 tentang Akla Pendirian PT. Gelden Lobster, yang dibuat oleb
dan dihadapan Teng Tergugat | Bahwa jika diperhatikan isi dan materd keseluiuhian
parjaniiz{n keﬁas?ma yang pernah ditandatangani tersebut vang terakhir dengan
Alta No. 2 tanggal 22 Junt 2007 adalah mengandung cacat hukum karena

melanggar asas misbruik var emstandingheden { peﬁya!ahgunazm kedudukan dan
keadaa;z ekonemi yang ?‘aat) 3

Manimbang bahwa dan dalit gugatan Para Penggugat dan bantzhan dalam
Jawaban dar Tergugatl | dan Tergugat # tersebut diatas, maka yang meniad: pokok
‘sengketa aniara Para Pénggugag dengan Tergugat | dan Tergugat § adalah apakab
~ berar telah-terjadi kesepakaian ketjaswva pendirian sebuah Persercan Terbatas
yang diberi nama PT, Gokierz Lobster antara Para Penggugst dengan Tergugat |
dan Tergugat 11 ;

Menimbarg bahwa pada awalnya Tergugat | dan Tergugat f mempunyal
perseiaduan Komanditer yang diber nama CV. Exotica Aquatium yang didirikan
berdasarkan Akta No. 8 tanggal 20 Desember 2000 ( tukf P-1, bukli T-11-01 )
dengan pesero aktif { pesero pengurus ) yaitu Sendy Setiadi sebagal Direktur

Utama, Elizabeth sebagal Direktur dan Tergugat 1 sebagal Konwosarisnya,
‘ salanjulnya pada fanggal 4 Agustus 2003 dibuat Akla No. 1 terlanggal 4 Agusius
2003 { puidti T-1-11-02 ) {edadi nerﬁasui;t:an dan pengeluaran pesero serta perubsahan
Anggaran Dasar OV Exotic Aquaturn yaitu perubahan Pesero Pengurus { poserd
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enimbang bahwa untuk mengembangken usabanya kemudian Terquoat |
¥ pesere diam dengan jabatan Komisars dan Tergugat !l selaku pesero
e ums dengan jabatan Direkiur dari CV. Exotica Aquarium pada 27 Aptil 2007
membuat perjanjian kerjasama dibawah tangan dengan Turat Tergugat iil‘ { hukii T-1-
11-63 ) yang bemaksud untuk mendirikaen perseraan terbatas dengan modsl disetor
sehesar Rp. 4,40{}‘{)0{3‘,638,1‘(&mpal mifiar empat ratus juta rupiah ) dengan nama
yang akan ditentukan kemudian dan dengan kemposisi permegang saham adaiah
Tergugat | sebesar 50 % (lima pulub persen } atau senital Rp. 2.200.000,000,- ( dua
miiiyaz: dua ratus juta rupiah § vang penyetoran modainya berupa tansh dan aset,
sedangkan Tunt Tergugat 1fl sebesar 80 % { lima puluh persen } atau senial Rp.
2.200.000.000,~ { dua miliyar dua ratus juta rupialy ) akan menyelor berupa uang
kepada Tergugat |. Bahwa disepakati juga bahwa sebagai tanda jadi keixuﬁﬁertaarz
Turut Terguget I datam- perseroan yang akan didinkan tersebut Turut Tergugat i
telah menyelor wang kepada Tergugat | sebesar Rp, 225.000.000,- { dua retus dua
puiuh ima juta rupiah ). Bahwa iumish uaag yang diserahier oleh Turul Targugat i
tersebut kepada “i’“e:gugat I gkan dsperhmmgkan sebagal ;ae‘nasui(an modal
kedatam pers =raan yang akan dzd:ﬁkan tersabut ;

Menimoang bahwa sefanjutnya pada tanggal 20 Juai 2007, ”i“ergugai ! dan
Tergugat I melakukan petanjion Retdasama lagi dengan Turwt Tergugat [ dap
" Penggugat | { bukti T-i-04 } yang isi perjaniian kefasama tersebut antasa ain
Targugat 1 dan Targugat [ d&ngén Turut Te;rgugat it dan Penggugat | seluju untuk
mendirikan perseroan terbatas dengan memakai nama FT. Golden Lobster d;aagan
modal disetor sabesar Rp. 3.000.000.000- { tiga milyar rupiah )} dan dengan
kemposisi pemegang saham adalah Tergugat | sebesar 30 % dan Tergugat i
sebesar 10 % atau senllai Rp. 1.200.000.000,~ { satu milyar dua ratus juts rupiah )
yang penyetoran modalnya berypa tanah dan aset, sedangkan Turut Torgugat 1l
dengan menunjuk dan menggunakan nama PT. Pulra Bersaudara Mulia sebesar 30
% stau senilal Rp. 900.000.000,- ( sembilan ratus juta rupiah ) dan Penggugat |
sebesar 30 % afau senila; Rp. 960.000.000,- { sembilan ratus juta rupiah ). Bahwa
disepakali pula daia:;'s pedanjian kerjasama ini bahwa hutar.g CV. Exctica Aquarium
kapade BN sabesar Rp. 1.800.660.000,- { satu milyar enam ratus juta rupiah )

merz;ad‘i hutang pemer@an hutang Tergugat | dan Terguost § kepada pshak hetigs
seliesar Rp, 1.400.000. 000~ { satc mikvalr orannd cnbom Bt
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garx Penggugal | dan Tunsd ‘ergugat I yang dituangkan dalam perjanjian
dibawah tangan ‘anggal 20 Juni 2007 tersebut diatas kemudian dibuatkan dalam

bentuk Akia Notaris yang terlusag dalam Akta No, 2 fznggal 22 Juni 2007 ( bulkdl P-
17, bukti TH-05 ) -

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan dalil Para Pe sgguaat bahwa pada
tanggal 22 Jani 2007 fersebi Juga telah dibuat Akta Pendidan FT Golden Lobster
berdasarkan Akia No. 3 iafiggai 22 Juni 2007 yang dibuat oleh Turut Tergugsat | {

- DUKH P48, T-1-41-48, buksi THI-1 }, vang dibaniah kebendrannya cieh Tergugat | dan

Tergugat Il karena Tergu:ial | dan Tergugat || merasa tidak perish menandzdangani
~ akia tersebut ;

Meniribang bahwa dalam Akfa No. 3 tanggal 22 Juni 2007 tersebut, dalam
. Pasal 4 menyebotkan :

1. Modal daser perseroan berdumlah’ Rp. 10.000.000.200,- ( sepuluh milyar
- tupiah ), terbagl atas 10.000 ( sepuluh fbu } saham masing-masing bemilai
ninonal Rp. 1.060.000,- { satu juta rupiah } ;

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendini yaity

. Tuan Johannes Widiaya ( Yerguga{ 1) tersghut sebanyak $00 { sembilan

+satus } saham, dengan nilal nomina! alau sebesar Rp. 300.000.000,- ¢
sembilan ratus jula rupiah } :

b. .Nyoiya Ineke Widiaya ( Tergugat {1 ) tersebut sebanyak 300 { tiga ralus }
. sgham, dehgan nilad nominal atau sebesar Rp. 300.000.000~ { tiga ralus
iuta rapiah ¥ '

¢. Tuan Andy Hartawan Sard‘izfz { Penggugat | ) larsebut sebanyak $S00
sembilan ratus ) seham, dengan nila nomzz'tai atau sebesar Rp,
’9&6 D0o. (}{“}{3 - ( sembiian ratus juta rupiah };

d. PT. Putfa;ﬁersazzda‘ra Mulia { Pengaugat i ) teruebut sebanyak 900 {
sembiian alus § ssham, dengan nilal nominal atau ssbesar Rp.
900.000.000,- { sembilan ratus juta rupiah ).
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ingge seluruimya berjumiah 3.000 { tiga ribu ) saham atau sebesar Rp.
(1.000.000,- { tiga milyar rupich }.

+

j % { seralus persen } dari nilal nominal sefiep ssham yang telah
dgrmpatkan tersebul dialas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 3.300.000.000,- |
: a milyar cupiah ), telah diselor pench dengan yang tunal kepada perseroan
olch masing-masing pendin pada saat penandatanganan akia pendiriar ini,

Menimbang bahwa dari bunyi pasal 4 Akla Wo. 3 tanggal 22 Juni 2007
tersebut menyebuikan bahwa para pendei telah menyetorkan modal yang ditempat
sesuai dengan kKomposisi penveriaun modal yang ditentukan secara penub samgal
100 %, sehingga tercapai modal yang ditempat sebesar Rp. 3.090.000.000.- { tiga
milyar rupiah ), tetapi bardasarkan bukii T-1-U-02 sempal dengan T-H1-05 yang
menyetor penuh modal yang ditempatkan di perseroan tersebut hanye Tergugat |
dan Tergugat |, yang diperhifungkan dard nilai tanafh dan aset dari OV. Exatica
Aquarium senilal Rp. 3.000.000.000.- { figa milyar rupiah } yang ailai tersebut juga
telah diselujui oleh Parz Penggugat, sedangkan Penggugat | sampal pada tangga!
terbit Akta No, 3 tanggal 22 Juni 2007 tersebut yvaitu samnpai tanggal 22 Juni 2007
sebesar Rp. 32.500.000,- ( figa puluh dua juta ms ratus rbu rupiah ) bukti P-28.2)
dan Penggugat h melaiui Tunt Tergugat W bars menyetor sebagat fande jadi
sekaligus penyeriaan modal yang ditempatkan bary sebesar Rp. 226.000,000,-
{ dua ratus dua puluh fima juta ruplah § { bukti P-26.1) ;

Menimbang bahwa dari bukll tersebut diatas maka Akts No. 3 tanggal 22 Juni
2007 rnengandung eacat hikum dimana menvebutkan para pendin telah menyetor
penuh modal yang ditampatkan kedatarn PT. Golden Lobster, tetapt temyala hanya
Tergugat | dan Tergugat H saje yang menempatkan modatnya secara penub sesuai
akla tersebid sedangkan F’:&ﬁggugat‘l dan Penggugat It fidak ada bukti menvelor
‘ modal yang diternpatkan secara ponuh ke perseroan yang didirikan tersebut |

Menimbang babwa mengacu pads kelentGan dalam pasal 48 ayat (3 )'mz

“No. &0 ahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang béfbt‘nyi T “talam hal

persyaratan kepemiliken seham sebegelmena dimaksud dalsm ayat ( 2 ) feleh
" ditntapkan dan Udak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham fersabut

tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang sahem dan saham (ersebut idak

diperhitunghan dalam kourum yang harus dicepsi sesuai dengan keleniuan

Undang-undang ini dan ateu anggaran daser’. Bahwa dad kelenfuan tersebut
diatas, karena Pesnaaunsat 1 hanva Bar menvetarkan madst uonn dilemantioees o2
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Penggugat 1) karena letah menyetorian uang sebesar Rp. 225.000.000.- hingga
tanggal 22 Juni 2007 hanya berhak sebagai pemegang saham sebanyak 228

lembar saham, sedangkan Tergugat | sebanyak 800 lembar saham dan Tergupat 1l
sebanyak 300 bimbar saham |

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Akta
Ne. 3 tanggal 22 Juni 2007 yang dibuat oleh Tur! Tergugat | mengandung cacat
hukum maka menurut Mafefis Hakim, Akt tersebul tidak mempunyai kekuatan

hukum mengihat bagi para phak yang membualnya, karenanya akta tersebui
sebagat Akta yang tidak sah | ;

Menimbang bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim bahwa Alta No. 3
tanggal 22 Juni 2007 mengardung cacat hukurn sehingga akta tersebut akta yang
tidak sah, maka tuniuten Para Pengougal dalam pefitum ancka 3 parseral kedus,
untuk menyatakan sah Akla Pendinan PT, Golden Lobster dengan akla pendirian
No. 3 tanggal 22 Jpnivzﬁe‘?, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergusjat th

menurut Maje.is Hakim tuntutan tersebut tidak cukup beralasan karenanya petium
torsebut baruslah ditclak ; '

$enimbang i;ahm berdasarkan gambaran keonologis sempsi adanya akia
No. 3 tanggal 22 Juni 2007 sebagaimana diurgikan dalam pattimbangan tereebut
diatas, bahwa adanya skia. No. a‘kanggal 22 Juni 2007 me pupatkan rangkaian
perjanjian-perjanjian kerjasama sebelumnya temmasuk perjanjian kerjasatma antare
Penggugat i dan Tunit lergugat Ul dengaly Tergugat | dan Tergugat § vang
dituangken datarv akia perjanfian kejasama No. 2 tangégi 22 Juni 2007 dan
‘peranjian kefjasama sebelum digantungkan atau dikongkritkan dalam akia No. 3
tanggal 22 Juni 2007, karena akta vang dibuat dalam akta No. 3 tenggal 22 Juni
2007 dinyatakan mengandung cacat hukurﬁ sehingga fidak sah, maka Akla Na. 2
tanggal 22 Juni 2007 juga menjadi tidak mempunyal kekuatan mengikat ;
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\ Menimbarg bahwa berdasarkan uratan pertirubangan tersebist distas, ks
an Para Penggugat dakam pelilum angka 2 paragre! periamy, juga meniads
kup beralasan karenanva petitum tersebut jugs hasus ditolak ¢

. Saham Luar Biasa PT. Golden Lobster No. 8 tanggai 28 September 2007, No. 9
tanggal 8 Oktober 2007 dan akla pemyatean Keputusan Repat PT. Golden Lobster
yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat 1, akan Majelis Hakim
partimbangkan sebagaimana petimbangan Malelis Hakim dibawah inl |

Menimbang bahwa unfuk sahnya Rapat Umua Pemegang Saham,
schagaimana ketentuan dalam pasal 22 angka 1 dari Akta No. 3 tanggal 22 juni
2007 bahwia apabila dihauiri oleh pemegang saham yang mewakifi sekurang-
kurangnya 2/3 bagian dari seluuh saham dengan hak suara yang sab. Bahwa dai
‘bukli yarg diajukan oleh Para Penggugat berupa P-27, P.28, .29, P.30, P-31, P-
32, seita P.35 azn P38 berupa penyelesaian kewajiban Tergugat | dan Tergugat

kepada Turut Tergugal V dan Tunst Tergugat Vi, dan dari bukti surat vang disjukan
" vleh Tergugat B berupa bukti surat, TAI1-6, yang diperhitungken sebagaimana modal
yang ditempatkan di perseroan oleh Para Penggugat, Mngga tanggal pefaksanaan
. RUPSLE tanggal %5 Sertember 2007 dan RUPS tanggal 8 Okiober 2007
sebagatmana Risalah RUPSLB Mo. 8 tanggal 25 Spsetember 2007 dan RUPSLE Mo,
g tanggal 8 Qktaber 2007, belura memenuhi sepenubnya sebagaimana isi Akt No.
3 tanggat 22 Jduni 2007, sehingga belum dikatakan sebagat pemegang saham
" sebagaimana ditenliskan bagi Para Penggugal sasifai isi pasal 4 dar Akt No. 3
tangyal 22 Juni 26{}?," kamnanya menurut Majelis Haldr, RUPSLE tersebul tidak
dapat dinyatakan sah xavens tidek dihaid oleh Tergugat | dan Tergugat Il sebagat
pemecang saham mayoritas, sehingga akla pemyalaan keputusan Rapat PT
Golden Lobster No. 11 tanggal 08 Okicber 2007 juga tidek sah;

Menimbang bahwa disamping berdasarkan pertimbangan tersebut distas,
“oleh karena menurul Majelis Hakim, bahwa Akta Ne. 3 tanggal 22 Juni 2007
mengandung cacat hukum sehingga tidak sah maka pendirdan FT Golden Lobster
pun secara hukum juga fidak sah karenanya RUPSLB PT. Golden Lobster

. teranggal 25 Seplember 2057 dan tertangoal 8 Cktober 2007 juga menjadi idak
mﬁah : : . 1= e e
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_‘ // KMenimbang bahwa berdasa:kan pertimbangan-perfimbangan tersebut, maka

2

fetitum Para Panggugat dalam angka 2 tersebut dna{as harusiah ditoisk ;

Menirbang bahwa oleh karena yang menjadi dasar dard gugatan Pars
Penggugat yaitu yang te%rca'mum dolam pelitum argka 2 aitu tentang akta
peranjian kejasama berupa Akta Ne, 2 tanggal 22 Juni 2007, akia pendirian PT.
Golden Lobster dengan Akta Pandiriamyé'bempa Akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007
dan RUPSLE darl P7. Gokien Lobster, dinyatakan ditolak, maka wmntutan Para
Penggugat selebihnya menjadi fidak cukup beralasan Varenanya tuntiten Para
_Penggugat sefebibnya tersebut, juga haruslah ditolak untuk selunthnya ;

Menimoang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut digtas maka gugaién
Pare Penggugat dinyatakan ditolax untuk selurchnya |

DALAM REKOMPENSI. -

Menimbang bahwa dalam Jawaben Tergugat 1 daw “Tergugat B, datam
menjawab gugatan dard Parg Fexnggagat telah mengaiukan gugatan Rekonpenst
terhadnp Tergugal | Reiwnp'&r‘zsi { Penggugatl 1| Konpensi dan Teigagal #
i’{ekcﬁpfsﬁsi { renggugat il Konpeasi ,

Menimbang bahwa Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat { dan ?‘efgugaf il
konpenst pada pokoknva uendalilkan bahwa Para Tergugat Rek@:z;sensi tidak
pernah melakukan penyetoran modal sesuai perjanjian kerasama dalam Akla No. 2
tangyet 22 Junt 2007 dan pendirian PT Galden -2.01’)5‘13? sebagaimana Akta No, 3

tanggat 22 Junt 2007, smhmgga per;azz}aan peraniian fersebut dinyatalkan batal dan
tidak berke?watan hukum teia{,a L.

Menimbang ‘bahwa terhadap tuntulan Para Penggugat Rekonpensi
- Tergugat | dan "Tf:,rgug'it # Konpens®, sebagairnana pertimbangan dalam uralan
5. perimbangan éazam po:zok perkara gugatan konpensi, dimana uraian tersebut
diambdl ath ‘%elumhnya -ﬁa%am memperiimbangkan petilm gugatan Relkonpensi
Para Penggugat Rekonpeml 7 Tergugat ! dan Tergugal 1l Wonpensi, sehmgga
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and dibuat tersebut tidak mermpunyai kekuatan nukum mengikat ;

\_ /,/ Menimbang bahwa lerthadap tuntutan Para Penggugat Rekonpensi /

ergugat | dan Tergugat !l selehihnya karena Para Penggugat Rekonpensi /
Tergugat | dan Tergugat |l Konpens! karena tidak rmengajukan buldi-bukti yang
membuktikan akan hal tersebut termasuk jumiah kensgian yang dislaminya secara

terpering dan mempunyai bukil materill, maka katenanya iuniutan selebitinys
tersebut harus ditclak |

Menimbang bahwa berdasarkan perlimbangan-perimbangan fersebut diatas,
maka gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat | dan Tergugat if

- Konpensi, dikabulkan sebagian dengan menclak gugatén Rekonnensi uriuk selaln
dan selebih;

PALAM KONPENSE DAN REKONPENS!,

Menimbang bahwa cleh karena gugalan Para Panggugst ditolak untuk
seluruhinya, maka pitak Para Penagugat berade pada pihak vang kalah sedangkan
pihak Para Tergugat berada pada pihak yang menang, sehingga berdasarkan Pasal
181 ayat (1) HIR / Pagal 182 ayat { 1) Rbg., maka ongkos perkara yang timbul
datam perkara it Baruslab dibeosnken kepada phhak Para Penggugat, yang
besaraya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah inl;

Mengingat akan Undang-undang dan Peraturan vang bersangkutan dengan
perkara ind

MENGADIL] :

%L&?& K{)"p_gﬁglt N :‘ )
Dalam Ekseopsi.

Mengiak 'fi!waps% dari - Tergugat | dan Tergugat 1 serta Turut Tergugat IV untuk
seluruhnva. SRS
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LAM REKOMPENS!

Mangahuikan gugatan Para Penggugal Rekonpensi / Tergugat 1| dan
Tergugat I Konpensi uniuk sebagian ;

Menyalakan tidak mempunyal kekoatan hukum mengikat

- Peraniian Kegasama tertanggal 27 Aprit 2007 ;
. Pedenjian Kerjasama tanggat 20 Juni 2007 ;

- Akte No. 2 tang jal 22 Junt 2007 tenlang Perjanjian Kerjasama yang dibuat
oleh dan dihadapan Tergugat Jit Rekonpensi / Tunut Tergugat | Konpenst ;

- Akte No. 3 tanggal 22 Juni Z007 lentang Penditian PT. Golden Lobster,

yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugot I Regkonpenst 7 Turet Tergugat |
Kcmpensj :

3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpens! / Tergugat | dan Tergugat i
Konpenai untuk selain dan selgbihnys |

DALAM KONPENS] DA@REK@NPE&%&.

Menghukura Para Penggugat Konpensi / Tergugat If dan Terguget IV Rekonpensi
secara fangguny renteng uniuk membayar biava perkara yang tmbul dalam parkara

ini sebesar Rp. 2.589.000,- { Dua Juta Lima Retus Delapan Pivh Sembilan Ribu
" Ruplah .

Casmikianiah  diputuskan dalam apat perausyawaiatan Majelis  Hakim
Peng'atiizan Neger Clbinong, pada hari : Kamis, fanggal 3¢ Oktober 2008, oleh
kami : Mulyadi, $H., MH., Hekim Pengadilan Neger Cibinong sebagal Kelua
Majelis Hakira, Androas Purwantyo Setiadi, SH., dan Alfon, SH., MH., niasing-
masing sebagal Hakim Afggots, putusan mana divcapkan pada hatd Kamis,
tanggal 6 Nopember 2008, datam sldang yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis Hakim. tersebut, dengan didamplngl oleh Kedua Hakim Anggota, dengan

dibanty oleh Isarael Situmeany, SH., Panilera Penggant! pada Pengadilan Negeri
Cibinong dengan dihadhi oleh Kuase Para Penggugst, Kuszsa Terguget | dan
Tergugat {1, dan dihadii pula oleh Kuasa Tergugat t5l, serta tanpa dibadin oleh Tuna
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Tergugal |,

L A RPN T T AR IS M AL T M AT TR ML R S R I w SR R

ki

Turid Tergugat i, Turwl Tergugat I, Tusut Tergugs' I, dan Tunt

Tergugal V serfa ivla tanpa dibadin oleh Turut Tergugat Vi,

Hakim-hakim Anggota Kelug,

% Majedis Hakim tersebuy,

i

1. Andreas-Punvantyo Setiadi,SH, T Mulyad/SH., MH.

L% d .
2, Alidn, SH., MH,

Panitera Penggsnt,

J(,»%f“ d i

Isarael Situmeang, SH.

Hiaya — biaya ;

-

-

Panggilan .............. 1 Rp. 2.580.000,
P8 v+ R -
Redaksi ..,............. ! Rp. 3,000~
S Meteral el Rp, 6.000 -
JUMLAH............... : Rp.2.589.0060,- {Dun Juta Lima Ratus Delapan Puluh

Sembitan Ribu Rupiah), i

SaLia SESUAL DENGAN ASLINY:
DIRERIKAN REFADA DAMN ATAS
PERMINTAAN PIHAK o EREUceT T, {1

DIKEFAN| TER&AX PENGADIL AN REGZAL CINNDNG
“d 1) L 2 el
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MAJELIE PENGAWAS WILAYAILNOTARIS
JAWA BARAT
DREPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

10300

SN, S R T N

e

PUTUSAN
MAJELIS PENGAWAS WILAYAU
NOTARIS JAWA BARAT

NO. 226/MPWIATBARZOCE

Mijelis Pengawas Witayah Notaris Javia Borat telad menjatublan putosan terhadap
Notaris . STARIEF BUDIMAN, Sl Noturis di Kois Depok.
{Unask selanjuinya discbut terispar }

Aty penpindoar atau laporan dan -
MNanu tINEKE WIHLIAYA

Almnat o Vil Dage Blok C-9 No. [, BT, 03, RW, 20, Benda Daru-Pamalang-Tanperny,
Dan

Mamn (JOUANES WINDJAYA

Alunzt : Kp, Kaedang RT. 81, RW. 05, Desa Cogrek, Kecamatan Parung-Kabupulen Bogor.
(Uniuk selapjutava disebot Pelapor)

Sebigad nwna trcantum dalam surutnyz, lenonggat 29 Agustus 2008, yang hutipannya sebagei berikul
Dongans Homal

Yany berandatangan dibawoh fii kami ¢

Maid DINERE WIDJAYA

Alwaat @ Vils Dage Blok €-9 Ne. 1, RT. (3, RW. 28, Denda Baru-Pamulang. Tanystan,
Hama T JOHANES WIDJAY A

Alzmnt @ Kp. Kandaag RT, 81, RW. G5, Desa Coprek, Kecamatan Parcng-Kabupaten Bupgor.

Sehubungan dongan Akta Perjenjion Kerfasama Nosor 2, tanguad 27 huni 2007 yang dibuat olch
Hoteds R SYARIF BUDIMAN, 8H, yang beralamat dijalan Tole Iskandur, Komplek Leatbah Gelya
Pepok, Blok B+, Ne. 1, yang kemudisn disusul dengens # Kto Memor 3.tentang Pendidan PT.
GOLDEN LOBSTER, Akta Nomor 4 tentang Surat Kuasa, Aiss Homor 3 tentung Surat Kussa yong
sermuanyas dibeat pada hasi dad tangeal yang bersamnan yaity pada hari Sum'ad wspgal 22 Juni 2007.

Kori sebagut pemilik assct merasa dirugikan deagin diterbitkamys nkia-ahia teescbut mengingat

ki tidok perook difibatkan staupun menandatangani techadap Akt Peadician Perusahasan atau
Ak-Akta Surat Kuash lersebul,
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Uiniuk Jebih jelasnya akan kami sampaikan krenolegis terdadap pembuslan akla-akta tersebut |

. Tibewa kami adalah pemilik dari FARM JOHANES WIDIAYA sebagai pengembang dan

embudidaya tkan Hias dan Udang Lobster Air Tawar yang telah bordici sejak tahun 1992 dan
merupakan Farm lkan Hias terbesar di Asia Tenggara sera telah dijadikan wmpat pelasiban,
penelitian dan dijacikan tempat prakick kerje lapangan olck instonsi pemerinial maupun swasia,
perguruan tingsi negeri dan swasis bidk durd dalam negeri maupin tuar asgen.

Dubwa sesuai dengan petkesnbangannys famm kami wlah go-intespusional dengan melakukan
eksport ke berbagal negara, namun delam perjolanannys farm kami mengulami kerugian
schubungan dengan sdanya porbustan twlawan lukum dari karyowan kami yang ncnangani
bikng cksport terschut,

Bahwa sehubungan dengan kondist tersebut kami mencari investor untuk bergabung dolom bisnis

“yaog kaml Jniani sehingpa kam! melokukan Perjunjion Kerja Sams desgan pihok TEUKH

ANWAR DICHANSYZH dan tclah dilakukan penandatangasan Akta Perjonjian Kedasama
Nomor 2, wageal 22 Juni 2007 dihadopon Notaris R. SYARIF BUDIMAN, SH, dimens
penandatangananya difakukan dilokast farm kaal yaitu 4i desa Cogeek dan kami bane periama dan
tarakiir kalinys bertemu dengen notards tersebut,

Babwa kami dar sejak ditandentanganinya Akla Perjanjian Kerjasama terscbhut smpai dengan
saat in belum permah menerima solinan Aklanya, dan kami telah be-ulang kali baik m:lalui
telepon maopun kami datang ke kantor Notars terszbut mcn:inxakan serta meminte salinan Akta
Perjanjian Kejasama tersebut namun tdak pemah dibedkan dan bary pads tanggal 16 Agustus
2007 kami menedima foto copymya yang dikirim melalel Faxingie doo Thipen Kilat {TIKD).
Bubws pada tanggel 27 Agustus 2037 kami datang kombali kekaotor Notarls unluk meminta
salien Akl perjaniian tutsebut, namun Notards RO SYARIF BUDIMAN, SH Gdek ada ditempat
dan yang bersangkuten hanya bisa dibubungl i telepon centa hanys janji-janii ssja nastt astun
besok sajs salinan tersebul skar soya Xirim, akldrys kam: meningpalkan kantor {ersebut, namun
ady pewsikivan teriintas kami harus kemboli lagl dan menunggu Notaris tersebut sampal kembaly
atou pulang, mengingat kantor tersebut sckal igus sebagal tempat tinggainya.

Bohwa pada saat kami kembali staf notacis yang beenama i Amsikah sambil memegang iclepon
{yeng kami tabe sedang mengadakan komunikesi dengan B, SYARIF HUDIMAN, SH) memsa
kagst, mengingat yang bersangkatan sedang memogang dats-data Aktn No. 2 tentang Pedanjlan
Kerjosams, Aktn Nomor 3 tentang Pendinian PT. GOLDEN LOBSTER, Akia Nomor 4 tentang
Surat Kuasa dan Akia Nomoc § tentang Surat Kuasa,

Bahwa shngkeh kaggmya kami setelah melihat akta-akia terschut, karena yang kami tahu kami
henya monandatangani Akt Perjanjisn Kerizrama yaog sudth dijitid datem | (sar) buke don
tiduk peronh menandatangoni datam bentuk lembaman-lembarsn dan tidak pooach menandatangant
dan tidak tabu-thencha lcntang'admya Akta Nomo~ 3 entang Pendidian PY. Golden Lebster, Akts
Nomor 4 tentang Swal Kuasa dan Ak pamier 5 tatang Serat Kuanse, bahkan dafam

penandatengennys Ak perjanjiss  kedesuna pun (dak sdanys  seksl vanp ikt
nusnandotangeninya.
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. Balnwa bagaimanalah mungkin akéa pendirian perusshaan dibust dun ditandatangani pada sast
ysag bersarasan, padabal didalem Akte Peganjian Kerjasoma tersehul bahea PT. GOLDEN
LOBSTER taru ukan dibentuk sciglah semua persyataian-ersyaratan terpenuhi.

9. [3ahwa kami akhimys meminta foto copy akua-ake tersebut dari staf notaris Lim Awsikah dan dia
mengalakan baliws dia tidak pornah tzhu-mepabu dan tidak permal mepgetik soal akts-akia

terscbut baltkan tandatangan says schagal seksipun disunsh Notaris R SJARIEF BUDIMAN,
8H.,, diksmtomya,

1G. Bahws dengan adinya akia-akts tersebut ksni tetah dirugihon, dimaea famm kand tidak bisa
melakuban sksifits, buhken selursh sssci-nsset kami telab dikuasad, dijagn due dumbit atih oleh
PT.GOLDUN LOBSTER,

Sehubungan dengan wraian-uratan terscbul di stas Lami mehon Majelis Peagawas Dacrah Notris
Kota Depok wntuk dapat menyikapl seria menindak fepes lerhadap Notaris R. SYARIF BUDIMAN,
SH, yang telah melakukan pelanpgaran Jabatan serta Kode Bk Profesi Notans sesuai dongan ¢
- Undang-Undang R] No. 30 Tabng 2004 tentang Jabatan Notars,

- Perateran Meatesi Hukwn dan Hak Asasi Manusia RI No. M.O1THT.03.01 Tahun 20606 tentang

Syarat dan Tala Cora Peogangkatan, Perpiaddan dan Pomb srchentian Notaris,

- Persturan Menteri Hukum dan Hok Asssi Muwsia RE No. M.02.PR.08.10 Takun 2004 tentany
Tala Cara Pengangkatay Angects, Penberhentian Angasta, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan
Tola Caca pemerikasaan Majelis Penguvus Nowis,

- Kepuivsan Mesteri Hukum doan Flak Asasi Manusia 111 No, MO39 PW.07.10 Talwe 2004 wentang
Pedenian Pelubissnuan Tugas Majelis Pengawas Noturis.

Oensikion Sust ind kami sompaikan, stas peristinn vora kebijokan Muajelis Pengrwas Doeraht
Notaris Kotz Depok dalamg meninduk Notaris teescbut discopkan terimakasih.

Majelis Pengawas Wilayzh Notards Jawa Barat telch melskukon Ridang pada har seluse, tanggal 28
November 2008 dan memerikss Surat dard Mujeli. Fengawas Duesth Notards Koto Depok, tanggel 6
Oktober 2008, Nomor : 4A0/MPD-DEPCK/2008 yang ditcrima oleh Majelis Pongawas Wilayah Notaris
Jawa Baral pada tanggal 27 Oktober 2008, Perlhal Penyampalan hasil pemeriksasn oleh Majells
Pemeriksz Daervh Noiaris Koto Depok ates lapomn 3dr. INEKE WIDJAYA dan Ndr. JOHANES
WIDJAYA terhadap R, SJIARIEF BUDIMAN, SH, Notarls di Depok,

- Membaca basil pemeriksean yang teleh dilakukan olch Majelis Penguwas Daerdi Notaris Koté

Depok tertanggal 6 Oktober 2008 {terlanple} dun hosil pemerlksnan yong teluh dilukuken oleh

Majelis Pengawas Wilsyah Notords Jawn Barst toranggel 25 dun 37 November 2008 ditumpal
Tukm-faki hukum ¢ :

A. 1. Bahwa terlapor benar mengakui telah membuat Akt :
& Nomor 2 lentang Perjanjion: Kerjosama.,
b. Nomar 3 tentong Pendirizn PT. GOLDEN LOBSTER.
¢ Nomer 4 tentang Surat Xuasa ustok memasuban hadta kekayaan C.V, EKSOTIKA,
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4. romor 3 leciang Surat Kuasa untuk memasuken hana kekaysan IOHANES WIDIAYA ke
PT. GCLDEN LOBSTEF.
Sermuanya tanggal 22 Juni 2007 yang dibuxt di Notaris R, SIARIEF BUDIMAN, SH {Terlapor).
Pombuatan dan penandatasgancn skia Udak dihodin oleh saksi.

3. Pembucoan akia tersebut dengan alokasi wakes :

a. Perjanilan kerjasama dibuat jam 14.06. WIB,
b. Pendirian PT. GOLDEN LOBSTER dibust pada jam 14.25 WIB.
¢ Surat Kuasz Nomor 4 dibuat fam 14490 WiB,
Sum! koasa Mo, § diboa, jam 14.55 WIiB.
Pembagaas dan penandalanganan akia dilakuken Jf tempat pelapor ¢t Kp. Kandung RY. 01, RW
08, Desa Cogrek, Kecamatan Parung-Kabupuien Boger,

Atas daser Pakin-fakia tersebul Ma}eiis Pengawas Wilsyah Noteris Jawe Burat iengaogyap pedu

mempesdulam basil penseriksaan yang teleh dilakuksn oleh  Mojelis Pengowas Doeruh Notaris Koia
Drepok depgan meugklarifikasi fakta-fokia tersobut kepadu terlaper dan pelapor utuk mempedelns
guna kepentingan objektifites dan kebenaran pads tanggel 37 Movearher 2008.

L2ari pemeriksaan Jan kiarifikasi tersebut maka Notaris R. STARIEF BUDIMAN, SH Notagis di

Kotz Depok herdasarkan pemerikssan tersebig terbuky

5.

Teloh menjalankan Jabaian dengan melanggor Pasal 18 ays: (1} buruf a dan hand |, Undang-
Undang fabatan Netaris Nomor 36 tahan 2004, vaitu membacakan akts dengon tanpa dikadia eleh
sokxi dan pasal 44 1yat {1) Undang Undang Jabatan Notads Nesor 30 thus 2004,

Melangpar Keteatuan pasat 3 Kode Ttk Notaris teatung Kewnjibao baetindak Jujar, juandid dan
tdok berpihak, penul rasa ngouogiowel besdasurkan porutuean perundang-undengan don isi
Sumpah Jabotan Molaris, menghormati dun menjuniung dinggd harkat dun msgtabat jabaian
Nataris. k.

Mclanggar Keteotuan Fasal 4 Kede Etik Noturis, tentang meolakukan perbuntan perbuatan lain
valtu pulaggpasan terbadap Undang-Undang Jabaton Notarls ist Suinpah Jabatan,

Telth melanpgar ketentuan pasal 16 syat (8) Undang-Undang Jabetsn Noterig i@omo:- 50 tabun
2004 didak dibacalon akts £CA4T3 SCIpYIna {keseluruhus) tupa dinyatakan dalurs m.natup skta

serta diparaf pada setiap halamen sebagalnana dimaksud dalam pasal 16 nyat {3) ﬁzzdang&]udazzg
Jobatan Notars Nomor 30 tahun 2004

I3, Hal yang merdngenksn yaitu |
1, Terlapor baru satu kall diperiks olch Malelis Pengawas Wiluyah Notarls Jawa Bagat,

2'

Terigpor dalam peeriksann kooporntif don membuntu lenearnya [olsn persidangan,

C. Hol-hal yang membemikan :

1.
2
3i

Tindakan tersebul dapat merugiken wasyarakat penggunan JBS'% notsris,
Dapat merugikan nama baik dan citea Notaris,

Dapat menimbulkan ketidakpeisayean masyarskal techadop Notaris wan Akt Notwis sebagal
Aktz Ctentik,
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MEMUTLSKAN ;
. Mengusulkan diberikan sunksl berupa teguran kerzs dabun bentuk tortulis,
2. Meugusulion: kepada Msjelis Pengawas Pusat Noturis apar kepada notards R SYARIEF

BUDIMAN, 811, diberikan saniai skersing 3 (tiga) buise,

Demikian, dipotuskan pads barl Kamis fanggal 27 November 2008 dolam sidang Majelis
Penpawses Wilayah Nowris Jawn Bosatl yang terdivd dard Tis. M. AMAR CHO, SH., M.SL, solaky Retug,
BADAR BARAHA, SH, sclaku Wakil Ketua, DR HERLIEN, 81 schagai Anggeta, EVY
HYBRYDAWATY WARJAHADIBRATA, SH., MH, schogai Anggots, HL WAHYUNING
WIDAYATI, SH., MH., sebsgai Anggots, Dr. i, LASTUTI ABUBAKAR, S.H., M.H., scbagei
Anggeiz. Prof. Dr. JOHANNES GUNMAWAN, S.H., LL.M, scboagai Anggots, RUDI M, RIZKL, SH,

LL M, scbagal Angpota, R, BUDDY GANDARUSUMALI, S.H.., schagai Anggots dan HERIYANTO,
SH,, M, sebagsi Sekeesaris, “

Putusan rmana untuk disampaikan kepada Pelaper, Terdapor, Monteri Mukum don HAM R, Ketua Majelis
Pengawas Pusat Notarls, Ketua Majelis Pongawas Daersh Netaris Koia Bepok, Ketua Penpurus Pusat
Tkatn Notaris ladonesia, Ketue Pengurug Viloyah fkatan Noladds lagautsin Juws Burm, Ko Pengares
Daecaly Ikatan Notaris Indonesia Ko Depok,

Wakil Ketus Ketuan
{ 1D } { T 3
BADAR DARADA, 8., MIL . Brs. M. AMAR CYHEG, 5H., M 5.

Ahpoote . Angeots ;

{ TYD 3 ¢ o 3

Br. HERLIEN, SH, MH, RUDDY GANDAKUSUMAL, S.H.

( FTis 3 { TR )

LVY HIBRYDAWATY W, 5H., MH, HE, WAHYUNING RIDAYATI, 83, ML

{ TTh ) { T }

Dy Hp. LASTUTI ABUBAKAR, S H, M3 RUDI M. RIZKL S H., LLM.

: Sekretariy

{ 1D _ 3 ( T }

Prof. Dr. JOHANNES GUNAWAN, §.H,, LL.M. HERIYANTO, SH., ML

Salinan sesuni deugan aslinys

Sekretaris Majolis Pengasyas Wilayah

HERIVYANTO, 81L.MIL
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